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Kebijakan Editorial

Suluah diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai
Budaya (BPNB) Padang. Buletin ini bertujuan
menyebarkan informasi hasil pengkajian dan
penganalisaan menyangkut masalah-masalah
kesejarahan dan nilai-nilai tradisional,
khususnya di daerah Sumatera Barat,
Bengkulu, dan Sumatera Selatan serta daerah-
daerah di Indonesia pada umumnya. Cakupan
isi mengisyarakat munculnya “pencerahan”
pada kelompok masyarakat yang dapat
digunakan sebagai alat mereproduksi dan
mentransformasi sejarah dan kebudayaan
daerah. Hasil reproduksi itu diharapkan dapat
disumbangkan untuk memajukan kebudayaan
nasional yang mampu menghadapi
perkembangan zaman pada masa sekarang
dan masa yang akan datang.

Kebijakan Penerbitan

Redaksi mengajak para ahli, sarjana, praktisi
dan pemerhati masalah-masalah kesejarahan
dan nilai-nilai tradisional untuk menuangkan
buah pikirannya secara bebas dan bertang-
gung jawab lewat karya tulis di Suluah. Kami
mengutamakan artikel yang membahas
persoalan aktual yang yang sedang berkem-
bang di tengah masyarakat dilihat dari
perspektif sejarah dan kebudayaan. Kriteria
utama tulisan adalah artikel yang berupa hasil
penelitian dan memiliki nilai praktis serta
bermanfaat untuk pengambilan suatu kebi-
jakan. Selain itu, penerbit juga menerima
tulisan-tulisan ilmiah yang berguna untuk
mengembangkan dan memperkaya kerangka
berpikir dalam mengkaji masalah-masalah
sejarah, kemasyarakatan dan kebudayaan.
Redaksi hanya menerima tulisan yang
berbahasa Indonesia dan Inggris. Penulis
yang tulisannya dimuat dalam Suluah, akan
diberi imbalan. Artikel yang tidak diterbitkan
akan dikembalikan jika disertai perangko
secukupnya.
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PENGANTAR REDAKSI

Membahas tentang masyarakat sebagai
sebuah proses sangatlah unik. Keunikan
tersebut tergambarkan dalam irama
kehidupan dan lingkaran yang mengitarinya.
Gambaran tersebut terbingkai dengan jelas
lewat aktiftas yang dia lakukan, dan akibat
yang timbul akibat dari aktifitas tersebut,
bahkan lebih jauh lagi penentuan “takdir dari
atas” pun ikut menetukan proses tersebut.

Proses aktifitas masyarakat itupun
beragam, mulai dari fondasi sosial, budaya,
ekonomi, bahkan lebih jauh lagi persoalan
politik pun ditukikkan.

Sebagai sebuah kajian, persoalan
masyarakat tidak akan pernah kering untuk
dikaji, dan akan selalu muncul ide-ide baru
yang cemerlang untuk dikaji atau ditulis
kembali. Itu pula sebabnya pada edisi ini tidak
terlepas dari persoalan masyarakat yang
menjadi tema utamanya.

Berkaitan dengan persoalan diatas maka
tim redaksi menurunkan tulisan yang core
utamanya tentang masyarakat, tulisan
tersebut yakni : (1). Sejarah Perkembangan
Kawasan Kota Lama di Daerah Rawan Gempa
Sumatera Barat oleh Gusti Asnan, (2).
Pemerintah Marga Pada Zaman Belanda di
Sumatera Selatan (1823-1940) oleh Seno, (3).
Strategi Adaptasi Transmigrasi Orang Bali di
Desa Nusa Bali Oku Timur Sumatera Selatan
oleh Ajisman, (4) Transmigrasi di Sumatera
Barat “Dari Masyarakat Terpencil Menjadi
Pusat Perekonomian” oleh Efrianto, A, (5)
Pendidikan Karakter Melalui Dongeng oleh
Silvia Devi, (6) Mengatasi Krisis : Daya Lentur
Industri Tenun Wajo Menghadapi Krisis
(1930-1998) oleh Taufik Ahmad, (7)
Perjuangan Rakyat Bengkulu pada Zaman
Jepang dan Kmerdekaan (1942-1949) oleh
Jumhari, (8) Pengeloalaan dan Praktif Berzakat
di Provinsi Bengkulu oleh Hariadi, (9) Dari
Baju Model Jubah Putih ke Jas : Pengaruh
Modernisasi Islam dalam Gaya Berpakaian

Laki-Laki Minangkabau oleh Zusneli Zubir,
(10). Pandangan Dunia Masyarakat
Minangkabau dalam Gurindam Ratok Mak
Enggi Karya Yus Dt. Parpatih oleh Hasanadi,
(11). Migrasi dan Adaptasi Orang
Minangkabau di Kota Bengkulu oleh Undri.
(12). Pola Hubungan dalam Keluarga Batih di
Nagari Salayo Kabupaten Solok oleh
Witrianto, dan (13). Persepsi Masyarakat
Terhadap Orang Bertato Pada Masyarakat di
Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan
Padang Timur Kota Padang oleh Rismadona.
(14) Teologi Pembebasan Keragaman Etnis-
agama dan Respon Masyarakat oleh Ferawati
(15) Resensi oleh Abrar Haris.

Akhirnya dengan tulisan tersebut dapat
menambah cakrawala keintelektualan kita
terutama mengenai masalah relung dengan
core nya tentang masyarakat. Selamat
membaca (Undri).
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SEJARAH PERKEMBANGAN
KAWASAN KOTALAMA

DI DAERAH RAWAN GEMPASUMATERABARAT

Gusti Asnan

Abstract

In the middle of the 17% century, VOC found its factory in the estuary of Padang River
(Muara). In one and half century Muara developed to be a small town which was crowded
by company’s buildings and warehouses, Chinese and native merchants houses, as well as
market that managed by the native merchants. The Netherlands East Indie government,
which inherited the company, expanded the city of Padang to the northern, southern, and
eastern direction. However the Dutch still concentrated its political and economic activities
in Muara. It marked by the construction of several important governmental buildings in that
area. The physical development of Padang to the northern, southern and eastern direction
continued by the Indonesian government. Similar to the Dutch colonial regime, Indonesian
government also maintained Muara as the “city center”. This policy is based on Muara as
the embryo of Padang. In the relationship with this condition, Muara then is also popular
called as “old city”.

This article tries to trace the development of Padang generally and “old city” area
especially. This article also tries to discuss several reasons of the governments (The
Netherland East Indies or Indonesian Republic) to develop the city to the northern, southern,
and eastern part of Muara. Then, this article also tries to study the local genius of the
Padang native, who tends to build their villages in the eastern most part of the city, far from
the sea shore. Shortly, this article tries to answer the question, to what extend the relationship
between the governmental reasons and the Padang native’s local genius to develop and to
construct their buildings and houses with the location of Padang that lies in the disaster area

that often rocked by earthquakes and several times swept away by tsunamis)?

Keyword : development of Padang generally, earthquakes, and West Sumatera.

Pendahuluan

Dari berbagai sumber sejarah diketahui
bahwa sepanjang pantai barat Pulau Sumatera
terdapat sejumlah besar pemukiman, mulai dari
apa yang disebut dengan kampung hingga
kota. Sebagian kampung atau kota itu telah
didiami oleh para pemukim sejak waktu yang
lama, bahkan sejak zaman “bahuela”, sebelum
kedatangan orang Barat ke daerah ini. Tome
Pires yang melakukan perjalanan keliling Asia
(Selatan, Tenggara dan Timur) pada parohan
pertama dekade kedua abad ke-16, misalnya
mencatat telah ada enam terras dan reinos di
kawasan ini, yaitu Tulang Bawang, Andalas,
Pariaman, Tiku, Barus dan Meulaboh

(Cortesao 1944: 135-165). Dua orang
pengelana Portugis yang lain, yang
melakukan perjalanan mengelilingi Sumatera
pada abad ke-16, yakni Diogo Pachecon dan
Jeronimo de Figueirado menambahkan
sejumlah nama pemukiman yang lain, di
antaranya Natal, Ipuh, Miro, Enggano, dlbnya.

Nama-nama kampung atau kota di
kawasan barat Pulau Sumatera ini semakin
banyak jumlahnya ketika Kerajaan Aceh dan
Kerajaan Banten melebarkan kekuasaannya ke
kawasan ini pada abad ke-16 dan 17, serta
ketika orang Belanda hadir dan berkuasa di
wilayah ini. Tidak itu saja, pada kurun waktu
hadirnya penguasa kolonial ini unit-unit
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pemukiman tersebut tumbuh dengan pesat,
bahkan beberapa di antaranya berkembang
menjadi kota terpenting dan terkemuka di
Sumatera. Sebagian besar kota yang tampil ke
panggung sejarah pada masa penjajahan
Belanda adalah unit-unit pemukiman yang
telah terbentuk pada masa sebelumnya (pra-
kedatangan orang Barat). Salah satu dari unit
pemukiman dan kemudian tumbuh menjadi
kota yang besar dan penting di Sumatera
adalah Padang.

Sumber-sumber sejarah juga menyebut
bahwa unit-unit pemukiman yang berada di
kawasan pantai barat Sumatera memiliki
banyak masalah dan tantangan. Masalah atau
tantangan yang lazim dan hampir selalu
ditemui pada sepanjang waktu, terutama ada
masa kolonial, adalah lingkungan yang tidak
sehat atau tidak bersih. Hal ini terutama
disebabkan oleh tanah yang berawa serta air
yang kurang atau tidak layak konsumsi.
Masalah lain yang juga menantang para
pemukin di kawasan ini adalah banyaknya
bencana, terutama gempa (dan tsunami).

Pada satu sisi, tinggal di wilayah yang
banyak masalah dan tantangan, membuat
warganya memiliki kearifan atau daya kreasi
dan inovasi yang cerdas, sehingga membuat
mereka bisa hidup dalam suasana yang serba
menakutkan dan mengancam (harta benda
serta jiwa) itu. Di sisi lain, karena bencana
(seperti gempa atau tsunami) tidak datang (dan
membahayakan) setiap waktu dan karena pada
fase-fase tertentu pembangunan pemukiman,
terutama di daerah perkotaan dilakukan oleh
“orang luar”, maka banyak dari mereka yang
abai, lalai atau lupa dengan tantangan dan
masalah tersebut. Kedua pengalaman di atas,
kearifan yang cerdas atau kelalaian yang
kadangkala membahayakan jiwa, juga terdapat
pada warga Padang.

Artikel ini mencoba menelusuri dan
mendiskusikan perkembangan kota Padang
umumnya dan kawasan “Kota Lama” kota
tersebut pada khususnya. Fokus bahasan
akan ditekankan pada pengertian “Kota Lama”,

kemudian dinamika perkembangan
pembangunan di kawasan “Kota Lama” (dan
bagian-bagian lain) dikaitkan dengan
ancaman bencana berupa gempa bumi atau
tsunami yang dialaminya.

“Kota Lama” v.s. “Kota Baru”

Banyak pihak, sebagian besar warga kota
Padang serta pemangku kepentingan
pembangunan/wisata/budaya Sumatera Barat
atau Indonesia, mengartikan “Kota Lama”
adalah bagian dari kota Padang yang secara
geografis terletak di sebelah utara kawasan
muara Batang Arau. Pengertian ini kadang-
kadang oleh sebagian kalangan juga ditambah
dengan “....dan dibangun pada masa
penjajahan Belanda....”. Pada satu sisi,
pengertian yang dikaitkan dengan kontribusi
penjajah Belanda ini ada betulnya, namun —
secara historis — defenisi yang disebut terakhir
ini mengundang pertanyaan baru, bukankah
bagian kota Padang yang dibangun pada masa
penjajahan Belandatidak hanya yang berlokasi
di sekitar muara Batang Arau? Atau,
penjajahan Belanda itu berlangsung dalam
kurun waktu yang lama, pada pada kurun
waktu yang mana “Kota Lama” itu dibangun?

Kalau pengertian yang dipakai masih
mengaitkan dengan masa penjajahan Belanda,
setidaknya wilayah “Kota Lama” itu mestilah
mencakup daerah yang termasuk ke dalam
daerah administratif Gemeente Padang
(hingga akhir penjajahan Belanda) dan wilayah
Kotapraja atau Kotamadya Padang hingga
tahun 1979. Dan, bila ada bagian kota yang
disebut dengan “Kota Lama” maka
seharusnya juga ada bagian kota yang
dinamakan “Kota Baru”. Mengambil
perbandingan pada batasan “Kota Lama”,
maka pengertian “Kota Baru” adalah wilayah
kota yang meliputi seluruh kawasan yang
menjadi bagian daerah administratif
Kotamadya Padang atau Kota Padang pasca-
perluasan tahun 1979.

Penegasan pembatasan ini menjadi perlu
bila kita ingin membincangkan kota Padang
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dari perspektif kebijaksanaan politik yang
melatarbelakangi pertumbuhan dan
perkembangannya. “Kota Lama” tumbuh dan
berkembang dalam alam kolonial dan dibangun
oleh penguasa kolonial. “Kota Baru” hadir dan
dibangun pada alam republik. Sebagai bagian
dari kota kolonial, “Kota Lama” menampilkan
watak dan praktik-praktik serta kepentingan-
kepentingan politik, sosial, budaya, dan
ekonomi kolonial. Sebaliknyanya, “Kota Baru”
merepresentasikan kondisi sosial, politik,
ekonomi, dan budaya Indonesia kontemporer.
Di samping itu, penegasan pembatasan ini
juga penting bila dihubungkan dengan tujuan
pertemuan kita ini, mengaitkan perkembangan
dan pembangunan “Kota Lama” dengan
bencana gempa/tsunami. Pertama, ada nilai-
nilai kearifan (yang tidak terlihat) yang hadir
dalam perkembangan dan pembangunannya;
serta kedua, ada perencanaan-perencanaan
yang matang dan kalkulasi-kalkulasi yang
jelimet oleh perencana pembangunan di balik
pertumbuhan dan pembangunannya.

“Pemukiman Lama” dan Kearifan Lokal
Tidak dapat diingkari lagi, sebelum
Belanda (tepatnya Vereenigde Oost Indische
Companie atau VOC) mendirikan lojinya di
kawasan Muaro Padang, di kawasan itu telah
menetap beberapa pemukim. Beberapa sumber
menyebut mereka orang rupit. Jumlah mereka
tidak banyak, hanya terdiri dari beberapa
keluarga. Umumnya mereka hidup dari
menangkap ikan. Secara sosial, politik atau
ekonomi keberadaan mereka hampir tidak
berarti. Karena itu, baik Pires, Diogo Pachecon
dan Jeronimo de Figueirado tidak
menyinggung adanya unit pemukiman ini
dalam catatan mereka. Para pelaut, pengelana,
atau pejabat Portugis umumnya mencatat
dengan sangat detil setiap daerah atau rupa
bumi yang mereka temui (dengan catatan
daerah atau bagian dari rupa bumi tersebut
memiliki arti dan peran sosial, politik, dan
ekonomi yang penting atau cukup penting).
Absennya Padang dari catatan mereka bisa

ditafsirkan bahwa Padang waktu itu (sebelum
kedatangan orang Belanda/VVOC) belum
mempunyai arti dan peran sosial, politik atau
ekonomi sama sekali.

Sebaliknya, menurut laporan VOC,
beberapa paal (setara 1,8 km) di sebelah timur
bibir pantai terdapat beberapa pemukiman
yang ramai penduduknya. Munculnya unit-
unit pemukiman di kawasan timur yang terletak
cukup jauh dari tepi pantai itu diperkirakan
sebagai bagian dari kearifan tradisional
penduduk setempat. Mereka menyadari
kawasan sepanjang garis pantai adalah daerah
yangtidak atau kurang cocok dimukimi. Seperti
yang disebut di atas, daerah yang dekat
dengan pinggir laut umumnya terdiri dari rawa,
memiliki air yang kualitasnya kurang atau tidak
baik (tidak sehat), sebaliknya nun di sebelah
timur terdapat daerah dengan tanah yang
padat, subur, dan cadangan air yang bersih
serta lingkungan yang lebih sehat. Kearifan
yang didapat dari pengalaman sejarah, tidak
mau tinggal di lingkungan yang tidak sehat,
menyebabkan mereka memilih tinggal di
kawasan timur itu.

Kearifan yang sama, namun dalam kontek
menghindarkan jatuhnya korban harta dan
jiwa bila terjadi musibah gempa (yang sering
diiringi oleh tsunami) juga membuat mereka
tidak mau tinggal di tepi pantai. Dari catatan
sejarah memang diketahui, bahwa kawasan
pantai di bagian barat Pulau Sumatera sangat
rawan akan gempa. Beberapa gempa besar
(dan terjadi dalam waktu yang cukup lama)
serta menimbulkan bencana tsunami terjadi
pada tahun 1892, 1864, 1833, 1797, 1770, 1763,
dan 1696 (diperkirakan gempa dan tsunami
juga terjadi pada kurun waktu sebelum 1696
ini). Gempa besar dan tsunami yang terjadi
pada tahun 1797 misalnya meluluhlantakan
kota Padang serta tsunami yang terjadi setelah
gempa itu melemparkan sejumlah kapal yang
sebelum tertambat di pelabuhan Muaro hingga
beberapa ratus meter ke arah daratan.
Disamping itu, kenangan akan gempa besar
dan tsunami yang terjadi tahun 1696 juga
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masih hangat dikalangan penduduk setempat
hingga perempat pertama abad ke-19. Jadi arif
dan sadar akan lingkungan yang kurang baik
serta potensi bencana yang demikian besar,
maka banyak penduduk yang membangun
pemukinan di kawasan timur garis pantai
Padang. ltulah sebabnya dewasa ini bisa kita
temui unit-unit “Pemukiman Lama”, seperti
Lubukminturun, Kuranji, Pauh, Limau Manis
dan Lubukkilangan yang umumnya berlokasi
di kawasan timur yang relatif jauh dari pinggir
pantai.

Kawasan di kawasan timur, yang relatif
jauh dari bibir pantai, memang jauh lebih sehat
dan bias dikatakan aman dari bencana
tsunami. Sehingga tidak salah, bila dengan
local genius yang mereka miliki sebagai
warisan dari nenek moyang yang mereka
terima, menyebabkan mereka memilih tinggal
di kawasan timur itu. Dewasa ini, setiap saat
merebak isu ada tsunami (sesudah terjadi
gempa) warga yang tinggal di pusat kota dan
pinggir pantai berbondong-bondong lari
menyelamatkan diri ke kawasan “Pemukiman
Lama” ini. Para tetua atau nenek moyang warga
Padang di masa lampau telah membuat
pemukiman yang sehat dan aman dari tsunami
sebelum Belanda memikirkan atau membangun
pemukiman di pinggir laut.

Pembangunan “Kota Lama”

Sejarah kehadiran “Kota Lama” memang
tidak bisa dipisahkan dari kehadiran orang
Belanda. VOC adalah lembaga atau
“pemerintahan” Belanda yang pertama terlibat
dalam pembangunannya. “Kota Lama” pada
masa VOC ini mencakup kawasan yang berada
di sekitar muara Batang Arau. Sepanjang masa
kekuasaan VOC (hingga akhir abad ke-18)
kawasan ini hanya meliputi antara satu hingga
dua paal ke arah hulu dan beberapa ratus
meter kea rah utara serta beberapa ratus meter
kearah selatan (Guung Padang).

Loji atau loge adalah bangunan pertama
yang didirikan kompeni dagang tersebut di
kawasan ini. Loji atau loge Padang ini mulai

dibangun pada tahun 1660-an, namun baru
mulai menemui bentuknya yang ideal pada
perempat terakhir abad ke-17. Loji atau loge
(berasal dari bahasa Portugis fetoria), berarti
tempat tinggal, kantor atau gudang atau
bahkan benteng tempat melakukan
perdagangan dan sekaligus administrasi
pemerintahan serta pusat pertahanan VOC
(Gusti Asnan 2006:1). Dengan demikian, cikal
bakal perkembangan dan pembangunan “Kota
Lama” adalah untuk kepentingan pemukiman,
perdagangan dan tentara.

Seiring dengan perjalanan waktu, di
kawasan muara ini juga berdiri beberapa
bangunan yang lain, di antaranya rumah
kepala perwakilan VOC, gereja, gudang lada
dan rempah, rumah sakit, dua buah bak air
untuk kapal, serta dua buah penempatan
meriam. Loji, rumah kepala perwakilan VOC,
gereja, dan satu penempatan meriam berada
di sisi utara sungai. Gudang lada dan rempah,
rumah sakit, bak air serta satu penempatan
meriam berlokasi di bagian selatan sungai.

Semua bangunan penting milik VOC ini
berlokasi di kawasan sekitar muara Batang
Arau. Lokasi ini dipilih karena kawasan itulah
yang menyediakan lahan yang cocok.
Cocoknya wilayah tersebut antara lain
didukung oleh lokasinya yang berada di
kawasan muara sungai yang menyediakan
tempat untuk perahu/kapal berlabuh dan
“sedikit” lebih aman bila dibandingkan
dengan kawasan lain di sekitarnya. Sedikit
lebih aman, dalam pengertian aman dari
hantaman ganasnya ombak Samudera Hindia
dan “sedikit” lebih layak dimukimi bila
dibandingkan dengan kawasan lain di
sekitarnya yang berawa, serta adanya
“sedikit” warga yang memukiminya. Dan
sejauh yang diketahui, tidak ada sumber yang
dibuat VOC bahwa menginformasikan bahwsa
mereka juga mempertimbangkan adanya
potensi ancaman gempa atau tsunami yang
akan mengancam keberadaan loji atau loge
mereka. Absennya pertimbangan itu,
berkemunginan besar, disebabkan oleh belum
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tahunya mereka akan bencana atau musibah
itu. Bukankah mereka *“orang luar” yang baru
datang ke daerah ini saat itu?

Loji adalah bangunan utama yang dimiliki
serta bangunan yang pertama dibangun oleh
VOC (Netscher 1881: Lampiran I). Namun
pembangunan loji tersebut segera menjadi
magnet yang menarik pemukim lain, yang
berasal dari berbagai bangsa dan suku bangsa
untuk datang dan juga membangun hunian di
kawasan ini. Bangsa China datang beberapa
saat setelah loji VOC didirikan. Mereka
membangun pemukiman bersebelahan
dengan kantor dagang kompeni niaga itu.
Tepatnya, lokasi pemukiman mereka sedikit di
sebelah barat, dan utara loji. Namun rumah
kapten China berada di bagian paling barat
loji dan rumah kepala perwakilan VOC. Di
samping orang China, datang pula para
pemukim yang berasal dari suku
Minangkabau. Lokasi pemukiman mereka,

sedikit ke arah hulu dari pemukiman orang
China dan loji VOC (Dobbin 1983: 97ff). Lokasi
pemukiman mereka yang berada di kawasan
hulu, yang secara geografi juga berlokasi di
bagian timur, sekaligus merepresentasikan
bahwa para pemukin dari etnik Minang itu
“turun” dari “Pemukiman Lama” mereka yang
berada di bagian timur.

Tidak banyak atau belum didapat
informasi yang lebih lengkap mengenai
banyaknya bangunan yang dibangun pada
masa VOC ini (yang berlangsung hingga akhir
abad ke-18). Merujuk pada apa yang ditulis
Dalrymple daam “Collection of plants of port
in the East Indies” dapat dikatakan bahwa
hingga akhir abad ke-18 hanya ada 13 gedung/
bangunan penting yang ada di “Kota Lama”.
Namun yang dapat dipastikan, pada masa
kompeni niaga itu, wilayah Padang masih
terbatas di sekitar kawasan muara Batang
Arau.

Peta 1: Padang pada Akhir Abad ke-18

Dari beberapa sumber sejarah juga
diketahui, bahwa pada masa kumpeni ini ada
dua musibah besar yang disebabkan oleh
gempa (dan tsunami) yang melanda Padang:
pertama, bencana gempa besar yang diiringi
tsunami tahun 1797 (seperti yang telah disebut
di atas); kedua, gempa dan tsunami yang
terjadi tahun 1696. Ada perbedaan yang besar
antara kedua bencana ini bagi kota Padang.

Gempa dan tsunami tahun 1797 menimbulkan
banyak kerusakan karena waktu itu bangunan
telah banyak, gempa dan tsunami tahun 1696
sebetulnya juga kuat, namun karena saat itu
bangunan belum banyak sehingga kerusakan
relatif tidak begitu intensif diberitakan (karena
pemukiman ini baru dibangun). Hanya saja,
dampak gempa dan tsunami tahun 1696 begitu
lama dirasakan penduduk kota karena bencana
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itu — kemungkinan besar — adalah musibah
pertama yang dialami Padang semenjak dia
didirikan. Di samping kehancuran kota akibat
bencana alam, pada masa VOC ini Padang
(tepatnya loji Padang) juga pernah dirusak
oleh tentara Ingggris yang menyerbu kota ini
tahun 1781 (Eschels-Kroon 1783; Nahuijs
1827; Dobbin 1983).

Serbuan tentara Inggris (yang kemudian
diiringi pula oleh serangan Perancis di bawah
komando Le Meme tahun 1793) serta gempa
besar yang diiringi tsunami tahun 1797
menyebabkan Padang pada pergantian abad
18 ke abad 19 bagaikan kota mati secara
ekonomi dan politik. Apalagi pada waktu itu,
di Padang khususnya dan pantai barat
Sumatera umumnya, yang berkuasa adalah
Inggris. Inggris yang menempatkan Padang
sebagai “bawahan” dari pemerintahan
Bengkulu tidak serius mengelola wilayah ini.
Ada kesan, Padang menjadi daerah yang
ditelantarkan. Kondisi ini menyebabkan
Padang selama masa pemerintahan
Inggris(interregnum Inggris) tidak mengalami
pertumbuhan yang berarti.

Perhatian dan pembangunan Padang
mulai kembali bergairah setelah pemerintah
Hindia Belanda mengambilalihnya dari tangan
Inggris tahun 1819. Setelah pengambilalihan
tersebut, Padang dijadikan sebagai pusat
pemerintahan daerah administratif setingkat
keresidenan (1819-1837) dan kemudian
setingkat provinsi (pasca-1837). Padang juga
menjadi lokasi berdirinya keagenan
Nederlandsch Handel Maatschappij (NHM)
(1827), satu-satunya keagenan kantor dagang
tersebut di luar Jawa saat itu (Gusti Asnan
2007).

Pada hari-hari pertama jatuhnya Padang
ke tangan pemerintah Hindia Belanda,
konsentrasi pemukiman dan perkantoran
masih terfokus di kawasan sekitar Muaro.
Namun, seperti dikatakan Nahuij, kondisinya
masih sangat memprihatinkan, tidak bagus
serta tidak teratur dengan baik. Bahkan penulis
ini menyebut, ketika dia mengunjungi kota itu

tahun 1824, dia tidak menemukan lebih dari
tiga bangunan yang kondisinya bagus, dan
salah satu dari tiga bangunan yang bagus itu
adalah rumah residen. Sisanya rumah yang
jelek dan tidak sehat (Nahuijs 1827: 58). Jalan
dan jembatan juga digambarkannya tidak baik,
tidak teratur dan tidak tertata dengan baik
(Nahuijs 1827:43). Walaupun demikian, pada
saat itu Nahuij telah diberitahu tentang adanya
rencana pembangunan gedung-gedung
pemerintahan (yang disusun oleh Raaff),
seperti gudang-gudang senjata, gudang-
gudang kopi atau rempah, asrama tentara,
rumah sakit, rumah dan kantor residen,
penjara, dlsbnya, termasuk juga rencana
pembangunan sebuah gereja (Nahuijs 1827:
41).

Satu hal lain yang cukup menarik yang
dicatat oleh Nahuij dalam kunjungannya pada
tahun-tahun pertama berkuasanya pemerintah
Hinia Belanda tersebut adalah rumah
penduduk yang umumnya terbuat dari kayu,
tinggi dari tanah, dan beratap rumbia. Di
samping meniru model rumah yang
diperkenalkan penduduk “pribumi”
diperkirakan arsitektur bangunan seperti ini
juga ditujukan untuk mengatasi masalah banjir
dan juga bersiaga menghadapi kemungkinan
gempa. Kontruksi rumah yang terbuat dari
kayu lazim ditemukan di “Pemukiman Lama”
di kawasan timur. Model rumah seperti ini
diperkirakan ditiru oleh VOC di masa silam
sewaktu mereka masuk ke kawasan timur
dalam rangka menyerang orang Pauh.

Kesan lain yang cukup banyak
diungkapkannya dalam catatan perjalanan
perwira menengah Belanda itu adalah adanya
rumah-rumah milik orang China (dalam jumlah
yang cukup banyak dan dengan kondisi yang
cukup bagus) serta perkampungan serta pasar
(Pasar Gadang) yang dimukimi orang Minang.
Dengan kata lain Nahuij menyebut bahwa
pada saat itu, pemukiman di “Kota Lama” telah
ditata secara terpisah berdasarkan bangsa/
suku bangsa atau telah ditata berdasarkan
politik “apartheid”.



Suluah, Vol. 13 No. 17, Desember 2013

Demikian gambaran pemukiman dan
bangunan yang ada di kota Padang (“Kota
Lama”) beberapa saat setelah Pemerintah
Belanda mengambil alihnya dari tangan
Inggris.

Memasuki tahun-tahun pertengahan
1820-an, terjadi perubahan yang cukup
signifikan di “Kota Lama”. Pada kurun waktu
itu, sebagai bagian dari keterlibatan Belanda
dalam Perang Paderi, pemerintah menjadikan
Padang sebagai “basis” utama kampanye
militer yang mereka lakukan (di samping
sebagai pusat pemerintahan). Untuk itu
berbagai sarana dan prasarana pendukung
segera dibangun. Rancangan pembangunan
yang disusun Raaf sebelumnya (setelah
disempurnakan) segera diimplementasikan.
Karena itu sejak pertengahan 1820-an (hingga
dasawarsa 1840-an) berbagai fasilitas
perkantoran, tangsi tentara, dan fasilitas umum
lainnya mulai dibangun di Padang.
Konsentrasi utama pembangunan masih di
kawasan sekitar muara Batang Arau. Kantor
residen, penjara, kantor NHM, gudang-
gudang tentara dan hasil bumi masih
dipusatkan di sana. Namun karena banyaknya
bangunan lain yang akan didirikan (termasuk
asrama atau tangsi tentara yang dipersiapkan
dalam Perang Paderi), maka kawasan sekitar
muara dirasa tidak mencukupi lagi. Untuk
itulah, kawasan yang berada di sebelah utara
muara mulai dibuka. Pembangunan diarahkan
ke kawasan utara karena daerah itu masih
merupakan daerah tak bertuan atau masih
merupakan tanah yang liar. Pengembangan
tidak diarahkan ke timur karena itu “tidak
mungkin” dilakukan, karena itu adalah
wilayahnya para inlanders.

Pada fase pembangunan 1820-an sampai
dengan 1840-an, wilayah “Kota Lama”
sesungguhnya telah meluas dari muara
Batang Arau hingga kawasan yang dewasa
ini disebut Belakang Tangsi. Sebutan
Belakang Tangsi mengindikasikan bahwa di
daerah itulah dibangunnya tangsi tentara
yang disiapkan untuk menghadapi kaum

Paderi. Di samping itu dalam radius ini pulalah
dibangun rumah residen (pasca-1837 rumah
gubernur) dan kantor pengadilan serta
benteng pertahanan. Rumah-rumah para
pejabat sipil dan militer Belanda serta kaum
indo juga berada dalam radius ini (Rusli Amran
1988:11-34).

Memasuki tahun 1850-an, lebih sepuluh
tahun setelah perlawanan Kaum Paderi
berhasil dihabisi, penggerak utama
pembangunan kota Padang lebih didasarkan
oleh desakan/kepentingan administratif dan
ekonomis. Memang, sejak tahun 1850-an
peran kota Padang sebagai pusat
pemerintahan dan juga aktivitas ekonomi
semakin nyata (apalagi sejak tahun 1847
diperkenalkan tanam paksa kopi dan lelang
kopinya diadakan di kota Padang).
Pembangunan berbagai fasilitas umum,
pemerintahan sipil dan militer, perumahan
penduduk, pasar dan juga pelabuhan semakin
nampak wujudnya. Bahkan terjadi percepatan
pembangunan yang luar biasa pada parohan
kedua abad ke-19 itu (Rusli Amran 1988: 11-
34).

Sama dengan fase pembangunan 1820-
an hingga 1840-an, perkembangan kota masih
menuju ke arah utara (alasannya masih sama
dengan alasan sebelumnya). Namun,
wilayahnya semakin luas, dan bangunan yang
didirikan semakin banyak. Pada tahun 1875
setidaknya terdapat 34 gedung atau bangunan
penting dan besar di kota Padang. Sekitar
setengah darinya berlokasi di daerah “baru”
di bagian utara kawasan muara Batang Arau.
Dan sesuatu yang menarik diperhatikan pada
fase pembangunan pasca-1850-an ini adalah
penempatan bangunan-bangunan penting
sertarumah-rumah para pejabat sipil dan militer
dan kawasan elit yang relatif jauh dari pinggir
pantai. Tepatnya lokasi yang disebut terakhir
berada pada kawasan yang dewasa ini menjadi
bagian dari Jalan Sudirman, daerah Sawahan,
Jalan Proklamasi hingga Ganting.
Diperkirakan, penempatan bangunan
perkantoran dan rumah-rumah para petinggi
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serta kawasan elit di daerah yang relatif jauh
dari kawasan pantai ini berhubungan dengan
gempa bumi yang terjadi dalam waktu yang
lama pada tahun 1861, 1864 dan 1865. Gempa
bumi yang berlangsung dalam waktu yang
lama saat itu merusak banyak bangunan serta
menimbulkan kecemasan atau ketakutan yang
mendalam bagi warga kota Padang. Dari
beberapa laporan yang dibuat pemerintah
pasca-1865-an diketahui, bahwa pemindahan

lokasi bangunan pemerintah dan pemukiman
para petinggi sipil dan militer ke kawasan yang
“aman” itu adalah bagian dari sikap waspada
dan antisipasi dari kemungkinan terjadinya
tsunami. Dan seiring dengan itu, kualitas
bangunan vyang dibuat pada fase
pembangunan pasca-1850-an ini juga jauh
lebih baik daripada kualitas bangunan yang
dibuat pada fase pembangunan sebelumnya.

Peta 2: Padang sekitar 1875

Secara politik, tahun 1906 Padang
mendapat status sebagai gemeente
(Staatsblad No. 151 1906). Namun secara
ekonomi, pada kurun waktu yang sama Padang
mulai mengalami kemunduran. Kejayaan kopi,
sebagai urat nadi utama kejayaan Padang
dapat dikatakan mulai berakhir. Aktivitas niaga
di kota Padang juga mengalami kemunduran.
Penurunan ini semakin terasa pada dekade
kedua, seterusnya pada dasawara ketiga dan
tahun-tahun 1930-an. Kapal-kapal antar-
Samudera yang hingga akhir abad ke-19 masih
menyinggahi Padang mulai mengalihkan

pelayaran mereka ke kawasan Selat Malaka.
Berbagai handelhuizen dan perusahaan yang
sebelumnya beroperasi di sini mulai pindah
atau menutup usahanya. Beberapa konsulat
perdagangan negara asing juga tutup dan
memindahkan kegiatannya (terutama ke kota
Medan) (Colombijn 1994: 66-116).

Walaupun demikian, sebagai kota yang
masih berperan sebagai pusat kegiatan politik
pada tingkat keresidenan dan pusat kegiatan
ekonomi, sosial dan budaya untuk wilayah
Sumatra’s Westkust, sebetulnya Padang masih
merupakan kota terpenting di bagian barat
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Sumatera. Karena itu perkembangan dan
pembangunan kota masih tetap berlangsung
sejak tahun-tahun permulaan abad ke-20.
Beberapa proyek pembangunan terpenting
pada fase pembangunan pasca-1900 ini adalah
pembuatan banjir kanal yang dimulai tahun
1911. Pembanguan banjir kanal ini dimulai dari
daerah Ujung Tanah melintasi kawasan
“paling timur” dari “Kota Lama” hingga ke
daerah “paling utara” dari “Kota Lama”.
Pembangunan ini ditujukan untuk
mengendalikan banjir yang kerap melanda
Padang waktu itu (dan juga pada waktu-waktu
sebelumnya). Proyek pembangunan
terpenting kedua yang dilakukan pada fase
pembangunan ketiga ini adalah mengarahkan
pertumbuhan kota ke kawasan timur.
Pengalihan pembangunan ke kawasan timur
ini diawali dengan pembangunan pabrik
Semen Padang di kawasan Indarung. Lebih
ke timur dari “Pemukiman Lama” kaum
bumiputera. Pengembangan ini kemudian
dilanjutkan dengan pembukaan beberapa
perkebunan besar (ondernemingen) di
kawasan Gadut dan Rimbodatar serta
pembangunan objek wisata “Welkom” di
kawasan Lubuk Begalung. Pengembangan ke
kawasan timur ini juga didukung oleh
pembangun jalan raya yang besar dan lurus.
Pada waktu yang bersamaan, sebetulnya
pembangunan kota juga ditujukan ke arah
selatan. Namun pembangunan ke arah selatan
ini lebih terbatas untuk pembangunan
pelabuhan (Emmahaven) (Mardanas Safwan
1987: 62-82); Rusli Amran 1988: 11-34;
Colombijn 1994: 66-119).

Pembangunan “Kota Lama” mulai
kembali nampak pada tahun-tahun permulaan
1950-an. Karena itu, dapat dikatakan periode
1950-an ke atas, hingga 1970-an sebagai fase
keempat dalam perkembanan dan
pembangunan kota Padang. Arah
perkembangan kota pada fase pembangunan
ini kembali mengarah ke kawasan yang
terdapat dibagian utara. Wilayah “di
seberang” Banjir Kanal mulai dibuka. Dan

seiring dengan perjalanan waktu, desakan ke
utara ini tetap berlanjut hingga mencapai Air
Tawar dan kawasan Siteba. Di kawasan ini
banyak dibangun kompleks perumahan,
asrama polisi, dan sekolah atau perguruan
tinggi (Mardanas Safwan 1987: 62-82;
Colombijn 1994: 144ff).

Penutup

Memasuki dekade 1980-an, Padang
berubah dengan drastis. Wilayahnya
bertambah sepuluh atau lima belas kali lebih
luas dari ukuran semula (sebelum 1979).
Wajahnya juga mengalami perubahan yang
signifikan. Bila “Kota Lama” hampir identik
dengan gedung-gedung perkantoran,
pertokoan, kompleks perumahan, sekolah dan
perguruan tinggi, rumah-rumah ibadah yang
besar dan megah, maka di sebagian besar
“Kota Baru” hanya ditemui hamparan sawah,
kebun dan peladangan, hutan. Sedangkan
hunian penduduk masih  berupa
perkampungan lama.

Namun karena kota adalah sesuatu yang
dinamis, maka wajah lama “Kota Baru” itu
segera mengalami perubahan. Pembangunan
gedung-gedung baru, kompleks perumahan,
sekolah dan perguruan tinggi juga mulai
dilakukan. Gejala ini nampak sekali sejak
pertengahan 1980-an.

Perkembangan dan pertumbuhan
Padang yang intensif serta ekspansif
menyebabkan kawasan muara yang menjadi
cikal bakal Padang seakan-akan terlupakan.
Gejala ini telah terjadi dalam waktu yang lama,
setidaknya sejak tahun 1970-an. Dinamika
kawasan Muaro seakan-akan luput dari
perhatian warga atau juga pemerintahan kota
khususnya atau pemerintah provinsi atau
pusat pada umumnya. Dalam suasana seperti
inilah, bangunan- bangunan lama dan
bersejarah (peninggalan zaman penjajahan
Belanda) mengalami nasib yang tragis.
Sebagian dari bangunan itu dibiarkan kosong
dan ditelantarkan, sebagian digunakan untuk
gudang (tanpa ada upaya untuk
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memeliharanya), sebagian dialihfungsikan,
sebagian dirombak menjadi sesuatu yang baru
sehingga menghilangkan ciri awalnya, dan
bahkan ada yang dihancurkan serta diganti
dengan yang baru sama sekali.

Dari berbagai catatan dan keterangan
yang diperoleh, dewasa inilah (sejak tahun
1970-an) penelantaran dan “pengrusakan”
terjadi dalam skala yang parah pada bangunan-
bangunan lama dan bersejarah di kawasan
Muaro. Dan mengulang kembali apa yang telah
disampaikan di atas, “pengrusakan” itu
sesungguhnya terjadi karena penelantaran
dan kurangnya perhatian yang diberikan oleh
warga atau pemangku kepentingan terhadap
berbagai bangunan lama dan bersejarah itu.
Penelantaran dan kurangnya perhatian
tersebutlah yang akhirnya, ketika ada gempa
yang cukup kuat, membuat bangunan-
bangunan itu dengan mudah mengalami
kerusakan. Dalam konteks ini disampaikan
bahwa gempa sesungguhnya hanya
penambah (bukan penyebab utama) kerusakan
pada bangunan lama dan bersejarah di
kawasan Muaro. Penyebab utamanya, adalah
penelantaran dan kekurangperhatian kita
selama ini. Karena itu, perlu digarisbawahi,
dibutuhkan perhatian yang lebih sungguh-
sungguh dari warga masyarakat dan seluruh
pemangku kepentingan untuk memulihkan
kembali serta untuk menjadi keberlanjutan
keberadaan gedung-gedung lama dan
bersejarah yang ada di kawasan Muaro. Kalau
perhatian ini tidak ada atau kurang, sia-sia saja
segala daya dan upaya untuk
menghidupkannya kembali.

Perhatian yang sama juga perlu diberikan
terhadap bangunan dan aset kota lainnya, baik
berupa bangunan tua bersejarah atau objek-
objek lainnya, yang berlokasi di kawasan yang
saat sekarang dikatakan zona merah, di
kawasan yang tingkat kerawanannya akan
bahaya tsunami cukup atau sangat tinggi.
Sebagaimana diketahui, ada gejala pembiaran
terhadap bangunan dan asset yang berada di
kawasan itu. Ada kecenderungan warga dan
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pemerintah meninggalkan daerah itu.
Merujuk kembali pada perjalanan sejarah
kota Padang, semua daerah yang dewasa ini
dikategorkan sebagai zona merah
sesungguhnya pernah menjadi bagian dari
“Kota Lama” (dalam pengertian luas yang
saya kemukan dalam tulisan ini). Karena itu,
membincangkan perkembangan “Kota Lama”
sejatinya juga membicarakan kawasan lain
yang ikut-serta menjadi bagian integral dari
pertumbuhan dan perkembangan Padang.
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PEMERINTAHAN MARGAPADAZAMAN BELANDA
DI SUMATERA SELATAN (1823-1940)

Seno

Abstract

This research examines marga or clan as governmental system in South Sumatra.
Marga as a livelihood order system directly relates to public interest. As a territory,
within single marga body, generally there are some villages. Amarga that owns
just one village called mijen or hamlet. Within mijen, there are several minor
villages. There are two classifications in marga, they are marga village and usual
village. In marga village, they constitutes as the seat of clan head and led by
Pembarab while in usual village, they are not occupied by clan head and led by
Kerio or Proatin (Perwatin: officials). In each marga, a Pasirah is stated as the
chief or leader whose charge is to perform executive function within his clan. He
is chosen through pancang or candidacy in an open election. He is then appointed
and given the title, in Sultanate period, by Sultan himself.

Keywords: Clan, indigenous law, colonial government, South Sumatra

1 Husin Sayuti, “Pembangunan Pedesaan” dalam Buku Materi Pokok Studi Masyarakat Indonesia, (Jakarta : UT
1999), hal. 42.

2 A. Hasjmy, Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah, (Jakarta : Beuna, 1983), hal. 80.

8 Meunasah adalah tempat ibadah ummat Islam di Aceh yang ukurannya lebih kecil dari mesjid. Biasanya
meunasah ini dipakai untuk belajar agama bagi anak-anak di gampong, yang dipimpin oleh seorang teungku
menasah.
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Pendahuluan

Jika ditelusuri jejak-jejak masa lalunya,
Sumatera Selatan mempunyai sejarah yang
panjang, baik sejarah politik, ekonomi, sosial,
budaya maupun sejarah pemerintahan.
Khusus mengenai pemerintahan, sudah sejak
ratusan tahun silam di Sumatera Selatan ada
sistem pemerintahan yang diselenggarakan
dari tingkat terendah hingga pemerintah pusat
di Kerajaan/Kesultanan. Pemerintahan
tertinggi berada di Keraton/Kerajaan, yang
mengatur kehidupan masyarakat yang berada
di lingkungan keraton, seperti paraabdi dalem
atau abdi kerajaan, pekerja, tukang, pedagang
dan sebagainya.

Sedangkan Pemerintahan terendah
berada di daerah-daerah yang terbagi dalam
desa-desa atau dusun-dusun. Dusun-dusun
atau kampung-kampung ini dikepalai oleh
seorang kepala dusun yang disebut Krio.
Untuk Kota Palembang kepala kampung ini
disebut Sirah Kampung.

Kumpulan beberapa dusun mengikatkan
dirinya dalam suatu kesatuan hukum yang
disebut Marga. Tiap-tiap satuan Marga terdiri
atas 5 (lima) sampai 15 (lima belas) dusun. Ada
juga satu dua Marga yang jumlahnya lebih
dari lima belas dusun. Susunan kemargaan
ini merupakan susunan pemerintahan
terendah yang paling asli yang bersifat
otonom, artinya Marga tersebut mempunyai
hak untuk mengtur dan mengurus rumah
tangganya sendiri tanpa campur tangan dari
Pemerintah di pusat kerajaan/kesultanan.

Adapun yang dimaksud dengan Marga
adalah suatu kesatuan organis yang terbentuk
berdasarkan teritorial genealogis, yang secara
fungsional memainkan peranan yang sangat
penting bagi kehidupan masyarakat di
lingkungannya. Secara tradisional, Marga
merupakan institusi tertinggi kemasyarakatan

setelah lembaga keluarga, kampung dan
dusun.! Tentang pengertian marga, pada
tahun 1823 Kruseman mengatakan bahwa di
daerah Komering istilah ini dimaksudkan
“orang dari keturunan yang sama” atau “orang
sa/asal”, yang terikat konsensus bersama atau
*orang mufakat”; orang-orang dengan fikiran
atau sikap batin atau tali persaudaraan yang
sama”.?

Pada umumnya, Marga merupakan
sekumpulan dusun yang tergabung menjadi
satu kesatuan administratif. Masyarakat dalam
gabungan dusun-dusun ini pada awalnya
berasal dari satu kesatuan administratif.
Masyarakat dalam gabungan dusun-dusun ini
pada awalnya berasal dari satu kerabat, tetapi
kemudian, setelah Marga terbentuk menjadi
satu kesatuan administratif faktor kekerabatan
itu menjadi kabur. Bahkan dengan sifatnya
yang teritorial itu mendorong terjadi proses
degeneratif dalam marga-marga di Sumatera
Selatan. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa
siapa pun dapat menjadi penghuni suatu
marga, selagi ia dapat memenuhi persyaratan
administratif tertentu tanpa terlalu
mensyaratkan faktor genealogisnya.

Adapun tujuan dalam penulisan ini
adalah Mengetahui keberadaan Marga pada
zaman Belanda dan potensi Pemerintahan
Marga dalam melaksanakan pembangun
daerah. Di samping itu juga untuk mengetahui
pengaruh pemerintah kolonial Belanda
terhadap berlakunya hukum adat di
lingkungan marga serta bagaimana dinamika
politik marga. Penelitian yang dilaksanakan ini
diharapkan dapat memberi manfaat bagi
kepentingan akademik, pemerintah daerah dan
masyarakat Sumatera Selatan.

Ada dua batasan dalam penelitian ini.
Pertama batasan spasial yang meliputi wilayah
bekas karesidenan Palembang yang sekarang

1 Saudi Berlian, OKI (Ogan Komering Ilir) Dalam Lintasan Sejarah, (Palembang : Pemkab Ogan Kemoring llir,

2003), hal. 148.

2 Jeroen Peeters, Kaum Tuo-Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 1821-1942, (Yakarta : INIS,

1997), hal. 88.
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masuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Adapun sampel wilayah diambil di daerah
Ogan Komering Ulu dan sekitarnya. Kedua
batasan spasial yang meliputi kurun waktu
zaman kolonial Belanda, yaitu mulai tahun
1823 hingga 1940.

Metode penelitian yang dilakukan
dengan menggunakan metode sejarah.
Metode ini melalui tahapan seperti yang
dikemukakan oleh Louis Gotschal® sebagai
berikut : Pertama, heuristik atau pengumpulan
data, baik data tertulis maupun data
wawancara. Kedua, melakukan kritik sumber,
berupa kritik intern dan kritik ekstern. Ketiga,
interpretasi yaitu proses perumusan fakta-
fakta dari sumberberupa bukti dan bekas yang
diperoleh dari tahap heuristik. Keempat,
historiografi* atau penulisan yang dirangkai
sesuai data dan fakta hingga menjadi karya
sejarah yang runtut dan kronologis sesuai
dengan tema penelitian.

Sistem Pemerintahan Marga

Di Sumatera Selatan, tiap marga
mempunyai kepala marga atau pesirah yang
menyandang gelar depati atau pangeran. la
dibantu oleh kepala dusun, yang di zaman
Kesultanan memakai gelar krio, baginda,
lurah atau ingebei. Para kepala dusun, yang
secara kolektif disebut proatin, membentuk
suatu dewan pemerintahan dan dewan hukum.
Sedangkan pesirah, hanya berfungsi sebagai
ketua dewan. Tatkala pertemuan di balai-balai
di dusun pasirah, dibicarakan tentang
undang-undang oleh para kepala adat, yang
melalui peundingan panjang harus mencapai
konsensus.®

Bentuk pemerintahan kolegial dari marga
ini dapat dijumpai dalam taraf dusun yang lebih
rendah. Menurut analogi jabatan pasirah,

tugas terpenting proatin adalah sebagai polisi
dan mengadili pelanggaran lebih ringan, yang
dapat didenda sebanyak-banyaknya 6 (enam)
rial. Para proatin sewaktu mengadili dapat
dibantu oleh punggawa, yang dengan
berbagai cara direkrut dari para jurai tuo.
Sebagai contoh dapat dipakai daerah
Komering. Kepala desa di daerah ini dalam
tugas mereka dibantu oleh semua jurai tuo
yang sekali gus berfungsi sebagai tuo
kampung, mengingat semua warga jurai
biasanya tinggal di kampung yang sama.®

Dalam bentuk pemerintahan kolegial ini,
mustahil kepala marga atau dusun dapat
memutuskan sesuatu tanpa konsensus kepala
dusun dan kepala jurai. Di bawah
pemerintahan sultan Palembang, di bagian-
bagian uluan, warga marga bahkan berhak
menuntut pemberhentian pesirah, jika
menurut pendapat mereka orang ini
mengambil keputusan secara sepihak. Contoh
yang bagus dapat kita jumpai dalam koleksi
adat yang dikumpulkan tahun 1823 di Kikim
sebagai berikut :

Pasal 28 : Jika pasirah tidak setia
terhadap kawulanya dan dalam
vonisnya tidak sesuai dengan undang-
undang atau hukum agama/adat, maka
ia dapat dipecat. Pasal 39 : Jika pasirah
atau proatin melakukan perbuatan
matagawe/binasa dan merusak rumah
keturunannya, serta menganggap
barang sebagai haknya, maka yang
bersalah akan celaka.(KITLV, H 189:16-
17).

Struktur birokrasi kolonial yang lemah,
sebelum tahun 1853 tidak mampu memperkuat
kedudukan para pasirah dalam sistem politik
ini. Keadaan politik yang tidak stabil setelah

8 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1985), hal. 32.
4 Gilbert J Gharraghan, A. Guide to Historical Method, (New York : Fordham University Press, 1984), hal. 54-
57. Lihat juga T. Ibrahim Alfian, “Tentang Metodologi Sejarah”, dalam buku T. lbrahim Alfian, et al., (ed.),

Dari Babat Hingga Hikayat Sampai Sejarah Kritis :

Kumpulan Karangan Dipersembahkan Kepada Prof.Dr.

Sartono Kartodirdjo (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1992), hal. 409-419.

® Ibid., hal. 88.
¢ Ibid., hal. 89.
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runtuhnya Kesultanan, malah memperlemah
kedudukan Pasirah di Uluan Palembang. Di
Periferi negara kolonial, orang-orang kuat dan
pemimpin gerombolan mulai bertindak
semena-mena, sehingga pengaruh kepala adat
dalam masyarakat hulu lenyap sama sekali.
Seperti yang dicatat oleh seorang pegawai
Belanda sebagai berikut :

Di Marga yang jauh dari pemerintahan,
kepala marga dan proatin dipilih dan
diberhentikan oleh rakyat dengan
suara terbanyak, dan karena perintah
kepala divisi tidak berarti banyak, maka
pembunuhan, perampokan dan
keadaan tidak aman adalah akibat
lembaga yang tidak berdaya ini. Kepala
biasanya tidak mempunyai cukup daya
untuk  menghentikan  anarki
kawulanya, menghukum atau
menyerahkan pelanggar atas
permintaan. (KITLVH 117 :180-1).

Sebagai suatu teritorial, pada umumnya
dalam suatu marga terdapat sekumpulan
dusun. Marga yang hanya mempunyai satu
dusun disebut mijen. Dalam dusun itu terdapat
beberapa kampung. Ada dua Klasifikasi dusun
dalam Marga dan dusun biasa. Dusun Marga
adalah tempat kedudukan Kepala Marga.
Dusun Marga dipimpin oleh Pembarab,
sedangkan dusun yang bukan ditempati oleh
Kepala Marga dipimpin oleh Kerio atau
Proatin (Perwatin : pejabat). Dalam satu
Marga boleh jadi terdapat sepuluh atau dua
puluh dusun. Atau tidak sampai pada jumlah
itu.

Dalam setiap Marga ditetapkan seorang
Pasirah (Kepala) sebagai pemimpin Marga.
Pasirah bertugas memimpin fungsi eksekutif
di dalam Marganya. la dipilih menjadi Pasirah
melalui Pancang atau pencalonan diri dalam
suatu pemilihan umum yang terbuka. la
kemudian diangkat dan diberi gelar. Pada masa
Kesultanan, ia diberi gelar oleh pihak
Kesultanan.

Pada masa Kolonial Belanda sistem
pemerintahan Marga masih eksis. Bahkan
Belanda pun berhak memberi gelar kepada
Kepala Marga yang disenanginya. Dalam
kedudukan sebagai orang yang diangkat,
Pasirah bukanlah ambtenaar (pegawai
Belanda). Akan tetapi, pihak Kolonial Belanda
melakukan berbagai upaya untuk
mengkooptasi Pasirah, antara lain dengan
memberikan penghargaan tertentu bagi yang
dipandangnya mempunyai kualitas yang
tinggi.

Untuk memperjelas identitasnya, Pasirah
memakai pakaian dan cap kepasirahan. Cap
atau stempel kepasirahan menjadi legitimasi
yang sangat kuat dan resmi sebagai penguasa
di lingkungan marga yang bersangkutan.
Stempel diserahkan kepada yang baru apabila
terjadi pergantian.

Tanda jabatan Pasirah yang lain adalah
kopiah yang disebut dengan Peci Air Mas
dan payung berwarna merah yang pada
tepinya ada les (garis pinggir) berwarna
kuning. Lebar les itu dua duim (sekitar tiga
sentimeter). Untuk angkutan melalui sungai
dan lebak-lebak, Pasirah mempunyai
“kendaraan dinas” berupa perahu cat merah
les kuning. Keunikan ini dilengkapi dengan
pengayuh (dayung) warna merah dan les
kuning pula. Ibu Pasirah diperbolehkan jika
hendak mempergunakan kendaraan dinas
yang unik ini.

Pejabat penting lain dalam kehidupan
Marga dan Dusun adalah Pembarab.
Pembarab adalah kepala dusun tempat
kedudukan kepala Marga, atau Dusun Marga.
la disebut pula dengan Penggawa Marga.
Kedudukannya berada di bawah Pasirah,
bahkan terkadang ia berhak pula menduduki
jabatan kepasirahan sementara ketika ia
sedang berhalangan atau tidak berada di
tempat.

Dalam suatu Marga ditetapkan pula Lebai
Penghulu sebagai tokoh yang mempunyai
wewenang dan tanggung jawab mengelola
masalah keagamaan (Islam). la berkewajiban
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mengurus prosesi upacara daur hidup seperti
kelahiran, perkawinan dan kematian.
Pembarab, Kaum dan Penghulu mempunyai
kedudukan yang kuat, sehingga ia tidak dapat
dipecat oleh Pasirah meski dengan alasan atas
perintah Kepala Marga.

Di Dusun Marga ada bangunan berupa
paseban, gerogol, tangsi, gardu, dan balai.
Masing-masing bangunan tersebut
mempunyai fungsi yang beragam dari
penampungan, tempat rekreasi, penjagaan
keamanan, tempat pesakitan, kantor
administratif dan sebagainya. Pemeliharaan
bangunan tersebut menjadi tanggung jawab
bersama. Bagi yang tidak menaruh perhatian
terhadap perawatan akan dikenai sanksi

Sistem Pemerintahan Marga ini di
samping berkembang di Sumatera Selatan, juga
ada di wilayah Bengkulu sejak ratusan tahun
silam. Di daerah-daerah Uluan Palembang
Belanda menjumpai sistem pemerintahan
Marga ini. Di daerah Lampung, mereka juga
menemui susunan yang sama seperti Marga.
Pemerintahan setingkat Marga ini di Lampung
disebut Negeri, sedangkan di Bangka dan
Belitung disebut Haminte.”

Pada awal Belanda berkuasa di Sumatera
Selatan, sistem Pemerintahan Marga, Negeri
dan Haminte ini dikepalai oleh seorang Kepala
yang dinamai Pasirah, Pangeran atau Depati.
Mereka ini memerintah rakyat dengan bantuan
Kepala-kepala Dusun yang disebut Krio.
Dalam menjalankan tugasnya Krio dibantu
oleh Penggawa-Penggawa. Setelah Proklamasi
kemerdekaan Indonesia, mereka disebut
Pamong-Pamong Marga.

Terbawa oleh jiwa gotong royong yang
hidup dalam masyarakat desa, Kepala-kepala
Marga tersebut sebelum membuat keputusan
penting, selalu mengadakan perundingan dan
permusyawaratan dengan tokoh-tokoh
masyarakat/tokoh-tokoh adat, dan orang-

orang terkemuka dalam masyarakat. Hal inilah
yang kemudian dijadikan dasar pijakan untuk
membentuk Dewan-Dewan Perwakilan di
masa-masa yang akan datang.®

Pada hakekatnya kesatuan Marga,
Negeri atau Haminte itu adalah mengatur
dirinya sendiri. Meskipun begitu, ia tidak
lepas dari hubungan Pemerintahan umumnya.
Oleh karena itu, ia juga merupakan sambungan
lidah terakhir dari Pemerintah Pusat untuk
menyampaikan kehendak Pemerintah kepada
rakyatnya.

Pada masa Kolonial Belanda di Sumatera
Selatan, keadaan seperti itu dibiarkan terus.
Malahan dengan adanya susunan seperti ini,
Belanda dapat memanfaatkan keberadaan
marga-marga ini untuk tujuan melanggengkan
kekuasaannya. Bahkan ketika terjadi konflik
intern di Kesultanan Palembang, Belanda
dapat dengan mudah memanfaatkan
keberadaan marga-marga ini untuk mengail
diair keruh. Belanda dapat dengan mudah
mengadu domba pada para pihak yang
bertikai. Di samping itu, Belanda juga dapat
menjalankan roda pemerintahan kolonialnya
dengan memanfaatkan Kepala-Kepala Marga
itu untuk memaksa rakyat bekerja pada
perkebunan-perkebunan milik Pemerintah
Belanda.’

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
kejahatan atau perampokan, maka Kepala-
Kepala Marga yang disalahkan dan dikatakan
tidak cakap memerintah. Sebaliknya jika ada
kebencian massa terhadap tindakan
Pemerintah Belanda, maka Kepala-Kepala
Marga juga disalahkan dengan alasan tidak
mampu mengurus daerah. Jika ada kepala
Marga yang tidak sepaham dengan Belanda
dapat dituduh telah bersekongkol melakukan
kejahatan atau kekejaman yang merugikan
Pemerintah. Buntutnya Kepala-Kepala Marga
tersebut dipecat dan digantikan oleh orang-

" Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, (Palembang : Kementerian Penerangan, tanpa tahun), hal. 87.

8 Saudi Berlian, Op.Cit., hal. 40.
° Ibid., hal. 87
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orang yang dapat bekerja sama dengan pihak
Belanda. Keadaan seperti ini berjalan ratusan
tahun lamanya.

Kekejaman-demi kekejaman yang
dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda
di Sumatera Selatan, telah memicu kesadaran
rakyat untuk menentang kekuasaan Belanda.
Kesadaran bangsa ini semakin hari semakin
nampak, sehingga muncullah pergerakan-
pergerakan nasional yang menentang Belanda.
Untuk mengantisipasi gerakan-gerakan
nasional yang menentang Pemerintah, maka
Belanda menggulirkan politik Ethis yang
dicanangkan sekitar akhir abad ke XVIII. Politik
Ethis ini terdiri dari tiga program pemerintah
yang terdiri atas edukasi, transmigrasi dan
irigasi yang kemudian terkenal dengan istilah
Trias Politica Hindia Belanda. Terkait dengan
politik Ethis ini Belanda mulai membuka
sekolah-sekolah di tanah jajahan, termasuk di
Sumatera Selatan. Program transmigrasi juga
dilaksanakan untuk memindahkan penduduk
Jawa ke pulau-pulau di luar Jawa, termasuk
juga di Sumatera Selatan. Perguruan-
perguruan mulai dibuka, dan pada saat inilah
Belanda mulai berhasil memikat hati sebagian
pembesar bangsa Indonesia. Di Sumatera
Selatan. Hanya anak-anak para regent dan
lain-lain pembesar dari bangsa Indonesia yang
boleh meneruskan pelajarannya di perguruan-
perguruan menengah dan tinggi. Untuk
daerah Sumatea Selatan, sebagian besar
diperuntukkan bagi anak-anak Kepala-Kepala
Adat tadi.*

Untuk melaksanakan program irigasi, di
Sumatera Selatan Pemerintah Kolonial
Belanda membangun saluran irigasi yang
terkenal dengan waduk raksasa Belitang yang
membendung aliran Sungai Komering. Oleh
karena itu bendungan tersebut juga dikenal
dengan nama Bendungan Komering.

Pelaksanaan progran edukasi,

0 1bid., hal. 88
 1bid., hal. 88.

transmigrasi dan irigasi di Sumatera Selatan,
Belanda banyak memanfaatkan para kepala
Marga yang tersebar di seluruh daerah
Sumatera Selatan. Berkat dukungan para
kepala Marga tersebut, Pemerintah Belanda
dapat menjalankan dengan baik ketiga
program tersebut, meski tujuannya semata
hanya untuk kepentingan kolonial.

Pelaksanaan edukasi atau pendidikan
hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga
administrasi dan birokrasi rendahan dengan
upah yang murah. Transmigrasi dilaksanakan
untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja
murah yang dapat dipekerjakan di
perkebunan-perkebunan milik Belanda di
Sumatera Selatan. Sedangkan irigasi dibangun
untuk mengairi tanaman perkebunan milik
Belanda.

Penyimpangan-penyimpangan politik
Ethis yang dilakukan Pemerintah Kolonial
Belanda telah membuat tokoh-tokoh
Pergerakan Nasional membangun organisasi
politik atau parpol (Partai Politik) di Indonesia,
termasuk juga di Sumatera Selatan. Lebih-lebih
setelah tentara Jepang dapat mengalahkan
tentara Rusia pada tahun 1905, kesadaran itu
semakin berkembang. Pada saat itulah bangsa
kita memulai riwayat perjuangannya
menentang penjajahan melaui jalan politik
dalam bentuk organisasi dan partai yang
modern.

Melihat gelagat yang Kkurang
menguntungkan ini, Pemerintah Belanda
kemudian berusaha untuk melepaskan prinsip
Pemerintahan secara sentral. Belanda mulai
memberi kekuasaan kepada kepala-kepala
daerah, termasuk juga para kepala Marga di
Sumatera Selatan agar dapat mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Terkait
dengan usaha inilah maka Pemerintah Hindia
Belanda mengeluarkan “Inl. Gemeente
Ordonantie Buitengewesten” (IGOB) Stbl.
1938 No. 490 dsb.** Khusus mengenai Marga.
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Peraturan itu adalah Peraturan Pokok Otonomi
bagi Marga. Dalam peraturan itu mengatur
mengenai (1) Masalah keuangan Marga
(pendapatan dan pengeluaran); (2) Hak-hak
Gubernur untuk mengesahkan pajak-pajak
yang diadakan oleh Marga. Artinya Marga
diperkenankan mengadakan pajak sendiri; (3)
Hak-hak Residen membuat dan mengadakan
pemilihan, pemecatan terhadap Kepala-Kepala
Adat, serta menetapkan nilai Marga.*

Dengan disahkannya peraturan ini, maka
dapat diketahui hak-hak campur tangan
Gubernur dan Residen. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa maju mundurnya
suatu Marga pada umumnya pada umumnya
sangat tergantung kepada cakap tidaknya
seorang Residen yang membawahinya.
Mengapa demikian, karena dalam hal ini
Residen masih mempunyai hak untuk
membuat peraturan-peraturan dan petunjuk-
petunjuk untuk Marga, meski sebagian hak
tersebut sebagian masih berada ditangan
Gubernur Belanda.

Pada saat itulah realisasi Marga sebagai
daerah otonomi diwujudkan. Misalnya diatur
dan disusun di samping kepala-kepala Marga,
satu Dewan Perwakilan yang anggotanya
dipilih dan diangkat oleh Belanda. Seperti pada
umumnya Dewan Perwakilan di Indonesia
pada waktu itu, Dewan Marga di Sumatera
Selatan pada hakekatnya belum mempunyai
hak yang luas, kecuali memberi nasehat dan
anjuran kepada Kepala-Kepala Marga.

Agar tidak merugikan Pemerintah
Kolonial Belanda, maka perlu dilakukan beleid
begitu rupa, sehingga yang terpilih untuk
menjadi anggota Dewan Marga harus orang-
orang yang tidak menentang politik Belanda.
Wakil-wakil kaum pergerakan di kala itu oleh
Pemerintah Belanda diusahakan untuk
disingkirkan agar tidak duduk dalam dewan
tersebut.

2|bid., hal. 88.

18

Pengaruh Belanda Dalam Hukum Adat

Setelah tahun 1851, Belanda aktif
melakukan politik aneksasi di pedalaman
Palembang. Peralihan ini menyebabkan korp
pemerintahan di Palembang diperluas, dan
kemudian pada tahun 1853, pegawai Belanda
ditempatkan di semua onderafdeling dengan
pangkat kontrolir. Dalam menancapkan
pengaruhnya, Belanda mengerahkan daya
upaya sebagai alat kekuasaan.Namun
demikian, wibawa birokrasi Belanda tidak
sampai pada tingkat desa.Namun demikian,
yang lebih penting pagi Belanda adalah
tuntutan pemerintah kolonial terhadap
wewenang moral masyarakat melalui
penemuan serta manipulasi lambang dan
lembaga yang legitim, yang dapat menjamin
persatuan penduduk terhadap tata politik
yang eksis.

Supaya dapat memantapkan
pengaruhnya, Belanda perlu memperoleh
pengetahuan yang lebih luas tentang lembaga
pemerintahan dan hukum lokal. Bersamaan
dengan penempatan kontrolir pertama di
onderafdeling Komering Ogan Ulu dan Enim
yang baru diciptakan tahun 1848, dimulai pula
kodifikasi hukum setempat. Pada awalnya
usaha ini dapat membantah keputusan
pasirah. Untuk dapat bertindak sebagai arbiter
pada pertikaian yuridis, kontrolir memerlukan
pedoman peradilan pasirah. Sebaliknya,
kepala dusun dan marga perlu pula mengetaui
pedoman atasan baru mereka, sehingga
mereka dapat membela diri terhadap keluhan
rakyat pedesaan. Dengan tujuan itu diadakan
rapat kepala marga, guna rancangan kodifikasi
pertama, yang pada tahun-tahun berikutnya
ditambah dengan yurisprudensi baru. (ARA,
vb.15-6-1869:17, De Brauw Kepala GG
(Gubernur Jenderal) : 2).

Usaha ini pada tahap awal terbatas pada
kepala daerah Komering Ogan Ulu dan Enim
saja. Ekspansi Pemerintahan Belanda
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mengharuskan pedoman serupa diadakan
untuk seluruh karesidenan Palembang, dan
pada tahun 1853, Residen De Brauw
memerintahkan Kontrolir JRFS van den
Bosche dan JJ Walland agar masing-masing
menyusun kodivikasi hukum adat di Uluan
Palembang.

Dalam kenyataannya, tradisi lisan yang
berkembang di masyarakat desa menjadi
sumber problematik bagi peradilan kolonial.
Pada masing-masing daerah, adat berbeda
dalam detail, keanekaan yuridis ini tidak
praktis untuk kodifikasi umum yang dapat
diberlakukan di seluruh karesidenan
Palembang. Ciri lokal menjadi rintangan besar
untuk menciptakan suatu sistem hukum
kolonial yang seragam. Seperti dikeluarkan De
Brauw, di Karesidenan Palembang adat
berbeda di mana-mana atau diinterpretasikan
dengan cara yang berbeda. Pegawai Belanda
yang dipindahkan antar daerah di Palembang,
masih tetap asing seperti sebelumnya. Jika
hukum adat dipakai sebagai alat yuridis untuk
memerintah rakyat pedesaan, maka diperlukan
unifikasi hukum.®

Kodivikasi adat mengalami banyak
hambatan. Hal ini terjadi karena besarnya
keanekaragaman adat setempat. Adat bukan
pengertian statis, namun proses
pembentukannya konsensus yang berubah-
ubah tentang isi adat, dipengaruhi oleh
permainan kekuatan antara hakim dan
penduduk. Selama menyelidiki hukum adat
yang historis, van den Bosche beranggapan
bahwa di Uluan Palembang “banyak adat yang
sudah rusak keasliannya atau tidak dipakai”,
sehingga juga tidak mungkin untuk
menetapkan dengan tepat apa dulunya
“pengertian hukum otentik” yang lama.

Sebagai gantinya, van den Bosche mulai
menciptakan kodivikasi baru, dan dengan
tujuan selama tahun 1853 diadakan rapat

dengan Pasirah. Masih pada tahun yang
sama susunan praktis ini dikodifikasikan
dengan nama Undang-undang Simbur
Cahaya yang terdiri dari enam bagian dengan
judul : aturan pajak, aturan marga, adat bujang
dan gadis, aturan dusun dan berladang, dan
adat perhukuman. Peralihan ini dari tradisi
lisan ke teks hukum tertulis, ditandai oleh
seleksi dan manipulasi. Hukum adat yang
berlawanan dengan gagasan hukum negara
Kolonial dapat dihilangkan. Sebaliknya,
pengertian baru diperkenalkan sebagai hukum
adat™.

Konsepsi baru adat ini hanya
menunjukkan persamaan sepintas lalu dengan
adat masa silam, selanjutnya diserap secara
tidak kritis dalam kebudayaan pedesaan.
Dengan mengambil alih tradisi hukum lisan,
wakil negara kolonial dapat menancapkan
hegemoninya dan merampas hak penduduk
pedesaan untuk merumuskan sendiri nilai dan
norma mereka, sehingga menciptakan keadaan
moril dan politik yang pasif.

Fleksibilitas dan manipulasi menjadi ciri
sistem yuridis ini. Akhirnya dalam praktek
segera nampak bahwa pegawai pemerintah
Belanda tidak dapat bekerja dengan korpus
teks hukum yang statis. Sejak masa jabatan
Residen De Brauw (1851-1855) telah disadari
bahwa, keadaan baru dapat terjadi yang tidak
diatur dalam teks undang-undang Simbur
Cahaya. Masalah ini secara resmi diselesaikan
dengan tidak memasukkan Undang-undang
Simbur Cahaya ke dalam sistem yuridis
Hindia Belanda, sehingga kodifikasi Van den
Bosche hanya dapat dipakai sebagai pedoman
pada peradilan adat.(ARA, vb. 15-6-1869 17,
nasihat Dewan Hindia/Raad van Indie : 7-8).

Keuntungan rumusan ini bagi pegawai
pemerintah kolonial adalah dibukanya peluang
untuk menyimpang dari undang-undang, jika
keadaan memaksanya. Dengan demikian,

13 Jeroen Peeters, Kaum Tuo-Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 1821-1942, (Yakarta : INIS,

1997), hal. 90.
“ Ipid., hal. 91.
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dalam peradilan kolonial terjadi keadaan
paradaksal bahwa penetapan aparat birokratis
memerlukan teks hukum tertulis, tetapi
sebaliknya mengingat hukum adat yang
sifatnya tidak tertulis, dibuka peluang bagi
kontrolir untuk menetapkan sendiri apa yang
ingin diakuinya sebagai adat.

Dalam struktur baru ini, keputusan
yuridis yang penting ditingkat onderafdeling
semata-mata diambil oleh pasirah di bawah
pimpinan kontrolir Belanda. Sedangkan
pelanggaran yang lebih kecil di tingkat marga,
diselesaikan langsung oleh pasirah.®
Konstruksi ini sangat memperkuat posisi
kekuasaan pegawai Belanda, yang
selanjutnya melalui pembicaraan bersama
dengan pasirah dapat menetapkan dan
mempengaruhi norma, nilai dan sentimen
setempat. Sebaliknya pasirah dalam praktek
yuris setelah tahun 1853, justru berpegangan
pada teks Undang-undang Simbur Cahaya
sebagai pedoman yang diberikan atasan
Belandanya.

Untuk menjamin terjadinya persetujuan
penduduk pedesaan terhadap susunan umum
sistem yuridis, maka Pemerintah Belanda
nerasa perlu untuk memberikan peran sentral
kepada para pasirah. Akan tetapi, dibalik
kontinuitas semu ini tersembunyi kenyataan
bahwa organisasi adat telah diubah dengan
akibat jauh, yang memberikan kepada pasirah
dan kontrolir modifikasi pengetahuan tentang
adat dengan mengorbankan wibawa kepala
desa dan jurai.

Persetujuan pasif dengan peraturan
perundang-undangan pemerintah Belanda
tidak berarti bahwa penduduk pedesaan tidak
mempunyai konsepsi adat sendiri, namun
konsepsi ini jarang diwujudkan dalam
tindakan. Konsensus yang menjadi dasar
peradilan adat kolonial lebih dahulu
merupakan ungkapan masyarakat pedesaan

yang terpecah-pecah dan sebagian besar
pasif, yang terutama tidak mempunyai sarana
konseptual organisasi perlawanan supra lokal.
Hanya di sana- sinidalam sumber kolonial
ditemukan indikasi tentang kesadaran ganda
ini.

Pada tahun 1923 dan 1931, di Komering
Ulu ditemukan peradilan rahasia, yang terdiri
atas pengadilan yang disusun oleh penduduk
untuk mengadili pelanggaran norma yang
tidak dihukum oleh peradilan adat kolonial
(adatrechtbundel 1932 : 451). Mungkin daerah
Komering Ulu merupakan pengecualian atas
kekuasaan umum pasirah, yang biasanya
berhasil memaksakan konsepsi kolonial baru
tentang adat kepada rakyat. Konsensus yang
hampir menyeluruh ini, bukan berarti bahwa
hegemoni Belanda didasarkan atas kerja sama
penuh dari penduduk, yang mengungkapkan
perlawanan dalam rangkaian gangguan
keamanan kecil dan insiden, yang antara tahun
1914 dan 1918 akan mencapai puncaknya
dalam pemberontakan setempat di bawah
bendera Syarikat abang. Setelah
dihentikannya proses Islamisasi orang tidak
lagi mampu mewujudkan pandangan mental
perlawanan ini, yang secara implisit tampak
dalam tingkah laku mereka, ke dalam konsep
alternatif yang secara fundamental menantang
hegemoni kebudayaan pemerintah kolonial
Belanda.

Dinamika Politik Marga

Untuk menggambarkan kekuasaan
pasirah sebagai sistem statis dan tertutup
berdasarkan kelas yang dominan, akan
menghasilkan gambar karikatur yang salah. Di
Palembang terjadi pertaruhan kekuasaan
terus-menerus di tingkat marga. Persaingan
ini terutama disebabkan oleh kenyataan
bahwa pasirah dipilih langsung oleh warga
marga dalam pemilihan bebas. Pemerintah

% Kekuasaan tunggal pasirah ini sebagian dibetulkan oleh ordonansi konsep tahun 1902 yang menentukan
pengadilan adapt terdiri dari berbagai orang hakim. Dalam praktek, peraturan ini tidak mengakiri posisi
kekuasaan kepala adat, mengingat rapat demikian hanya terdiri atas dua tau tiga orang, yang biasanya

termasuk kerabat langsung pasirah.
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kolonial Belanda memang memperkuat posisi
kekuasaan pasirah secara sepihak, namun di
sisi lain Belanda menetapkan bahwa jabatan
ini menjadi taruhan dalam setiap pemilihan
umum. Jika jabatan pasirah kosong karena
kematian atau pemecatan, semua pria yang
tercatat dalam daftar pajak pada hari pemilihan
berkumpul di bawah pimpinan kontrolir di
dusun mantan pasirah untuk menyatakan
pilihan mereka.

Mengingat bagian terbesar penduduk
desa itu buta huruf, tidak dapat dipergunakan
surat pengambilan suara, dan untuk prosedur
ini dipikirkan dua alternatif. Biasanya calon
ditempatkan di ketinggian, kemudian setiap
orang berdiri di belakang calon pilihannya.
Jika tiap anggota marga sudah menetapkan
pilihan politiknya, dengan cara sederhana ini
kontrolir dapat menghitung pengikut calon
bersangkutan. Pada kesempatan yang lain,
kontrolir mengambil tempat di luar jarak
dengar massa yang berkumpul. Selanjutnya,
tiap orang yang berhak memilih suara terpisah
membisikkan pilihannya di depan meja
pemilihan di mana kontrolir sendiri mengikuti
pemungutan suara.(Adatrechtbundel VII
1913:352-3).

Pada pertengah abad ke-19 genealogi
masih memainkan peranan yang penting
untuk legitimasi kekuasaan di tingkat marga.
Bagian terbesar marga, penduduknya
cencerung mengukuhkan jabatan putra bekas
pasirah. Jika jabatan pasirah selalu dipangku
dalam cabang keluarga yang sama, maka
anggota marga yang tidak dapat menelusuri
keturunan mereka sampai keturuna pasirah,
bukan calon sah untuk jabatan tertinggi
dalam marga. Jarang dijumpai persaingan
terbatas di antara anggota keturunan pasirah,
yang biasanya dapat mengharapkan
persetujuan penduduk setempat, sehingga
jarang terjadi kampanye politik terang-
terangan. (Vingerhoets 1928 : 43).

Peta politik Palembang berubah ketika
negara kolonial Belanda tidak saja
menetapkan isi hukum adat, tetapi juga
menentukan kembali batas-batas masyarakat
adat. Sesungguhnya marga tidak merupakan
kesatuan yang baku, sehingga marga
bervariasi antara satu atau dua sampai lebih
dari sepuluh dusun. Di mata Belanda, yang
ingin memperkenalkan suatu sistem
pemerintahan yang seragam, perbedaan besar
ini tidak praktis. Supaya para kepala ini dapat
memiliki penghasilan yang besar dan sekaligus
hasil kerja rodi sedapat mungkin dibagi rata,
Belanda menetapkan bahwa semua marga
harus terdiri atas 1.200 sampai 2000 orang
wajib pajak. Dengan tujuan ini, antara 1900
dan 1910 dimulai reorganisasi dengan
memecah marga yang lebih besar menjadi
satuan lebih kecil, dan sebaliknya marga yang
lebih kecil menjadi satuan yang lebih besar.
Akibatny, jumlah marga di karesidenan
Palembang merosot tajam dari 222 pada tahun
1870 ke 181 pada tahun 1910.% Jika dipikirkan
bahwa jumlah marga yang dipecah menjadi
satuan yang lebih kecil tidak diketahui, berarti
bahwa antara tahun 1870 dan 1910, lebih dari
seperempat batas seluruh marga diubah.*

Lanskap politik karesidenan Palembang
diubah secaramendalam oleh reorganisasi ini.
Hasil semua fusi dan pemecahan ini tidak saja
perubahan batas ekstern antara marga, akan
tetapi hubungan politik intern juga berubah.
Marga yang dibentuk dari pecahan wibawa
mantan pasirah, terjadi vakum politik karena
tidak ada calon yang sah, yang biasanya
menyebabkan persaingan hebat di antara
warga marga. Keadaan politik yang sama
sekali berbeda terdapat dalam marga yang
berfusi. Jika duaatau lebih marga digabung,
dengan sendirinya satu atau lebih kepala
adat diberhentikan dari jabatannya. Pada
pemilihan berikutnya, biasanya calon dari
marga yang berpenduduk terbanyak dipilih

6 ARNAS, Laporan Politik1870: Lampiran; Van Kol 1914 : 192.

17 Jeroen Peeters,Op.cit., hal. 95.
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menjadi kepala, sedangkan mantan pasirah
yang lain merasa frustrasi.(Vingerhoets 1928
:50).

Dengan latar belakang ini kita harus
memandang usaha pasirah untuk sebanyak
mungkin mengukuhkan posisi kekuasaan
mereka yang penuh tantangan. Pertama,
mereka berusaha mencapai tujuan ini dengan
mengawasi pula pemilihan untuk jabatan
politik yang lain. Fungsi seperti lebai
penghulu, khatib dan krio sering diberikan
kepada kerabat terdekat pasirah, sehingga
pimpinan marga menyerupai pemerintahan
keluarga.

Di samping itu, pasirah berusaha
memperkuat jaringn mereka melalui siasat
perkawinan yang seksama. Pada paro pertama
abad ke-19, hanya minoritas kecil kepala marga
mampu untuk memelihara lebih dari seorang
istri. Akan tetapi, dengan kenaikan
penghasilan mereka, poligami menjadi suatu
hal yang umum di kalangan pasirah.
Perkawinan ini sering didasarkan atas
pertimbangan politik. Marga dengan batas
lama yang masih utuh, pasirahnya cenderung
untuk mengadakan perkawinan dengan
keluarga pasirah dari marga yang bertetangga.
Lain sekali politik perkawinan pasirah yang
tidak memiliki basis setempat yang kuat.
Dalam keadaan ini kepala marga lebih
cenderung untuk mengadakan koalisi dengan
keluarga yang berpengaruh dalam marga itu,
sehingga pasirah biasanya memiliki berbagai
istri yang tinggal tersebar di berbagai dusun.
Akibat politik perkawinan yang seksama ini
terjadi jaringan kerabat yang meliputi seluruh
marga, suatu kekuatan politik yang dengan
sukses dapat dimobilisir sewaktu pemilihan.*®

Pada saat pemilihan, tidak hanya relasi
memainkan peranan penting. Mengingat
jabatan pasirah berhubungan dengan
penghasilan besar, pada akhir abad ke-19 juga
terjadi komersialisasi kampanye politik. Para
calon pasirah misalnya menerima tamu sampai

18 Jeroen Peeters, Ibid., hal.95.

2

ratusan orang serta disediakan makanan dan
minuman dan pemberian uang satu golden.
Jumlah uang yang besar juga harus
dikeluarkan untuk memperoleh dukungan dari
orang-orang berpengaruh yang mempunyai
pengikut tertentu di kalangan penduduk
dusun mereka. Untuk memperoleh bantuan
dari juru pilih ini, berbagai calon malah
menawarkan sejumlah uang, yang baru dapat
ditebus jika calon memang diangkat menjadi
pasirah. Dengan demikian calon pasirah
membutuhkan biaya ratusan sampai ribuan
gulden untuk dapat berkampanye.

Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa, marga merupakan
pemerintahan tradisional terendah yang
berlaku di daerah-daerah yang ada di wilayah
Sumatera Selatan. Adapun adat-istiadat dan
tata pergaulan hidup bermasyarakat diatur
dalam hukum adat yang diwariskan turun
temurun secara lisan sejak zaman Kesultanan
hingga dan masih tetap eksis hingga zaman
Belanda. Sistem pemerintahan marga ini
sehari-harinya dapat secara langsung
berhubungan dengan kepentingan
masyarakat.

Sebagai suatu teritorial, pada umumnya
dalam suatu marga terdapat sekumpulan
dusun. Marga yang hanya mempunyai satu
dusun disebut mijen. Dalam dusun itu terdapat
beberapa kampung. Ada dua klasifikasi dusun
dalam Marga dan dusun biasa. Dusun Marga
adalah tempat kedudukan Kepala Marga.
Dusun Marga dipimpin oleh Pembarab,
sedangkan dusun yang bukan ditempati oleh
Kepala Marga dipimpin oleh Kerio atau
Proatin (Perwatin : pejabat). Dalam satu
Marga boleh jadi terdapat sepuluh atau dua
puluh dusun. Atau tidak sampai pada jumlah
itu.

Dalam setiap Marga ditetapkan seorang
Pasirah (Kepala) sebagai pemimpin Marga.
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Pasirah bertugas memimpin fungsi eksekutif
di dalam Marganya. la dipilih menjadi Pasirah
melalui Pancang atau pencalonan diri dalam
suatu pemilihan umum yang terbuka. la
kemudian diangkat dan diberi gelar. Pada masa
Kesultanan, ia diberi gelar oleh pihak
Kesultanan.

Pengaruh Belanda terhadap hukum adat
yang berlaku dalam wilayah marga di seluruh
Sumatera Selatan mulai nampak pada tahun
1823. Pada tahun ini, Belanda menempatkan
pegawainya di seluruh onderafdeling dengan
pangkat kontrolir. Dominasi kepala adat dalam
menangani kasus-kasus hukum yang terjadi
di wilayah kekuasaannya mulai mendapat
campur tangan dari hukum yang diberlakukan
oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Belanda
membuat undang-undang hukum tertulis,
sedangkan hukum adat yang berkembang di
masyarakat secara lisan, sehingga tidak
diperlukan landasan hukum yang saklek, tetapi
lebih fleksibel sesuai dengan kasus yang
ditanganinya.

Tradisi lisan yang berlaku di lingkungan
hukum adat masyarakat marga/desa
merupakan sumber problematik bagi peradilan
kolonial Belanda. Pada masing-masing daerah
adat berbeda dalam detail, sehingga
keanekaragaman yuridis ini menjadi tidak
praktis untuk kodifikasi umum yang dapat
diberlakukan di seluruh Karesidenan
Palembang. Hal ini menjadi peluang untuk
menyimpang dari undang-undang.

Dalam peradilan kolonial Belanda terjadi
paradoksal bahwa penetapan aparat birokratis
membutuhkan teks hukum tertulis, sedangkan
hukum adat yang berkembang di masyarakat
bersifat tidak tertulis. Dalam hal ini, jika terjadi
pelanggaran kecil diserahkan kepada pasirah
yang berkuasa di lingkungan marga untuk
menanganinya, sedangkan kasus-kasus besar
diambil alih oleh kontrolir Belanda.

Pada zaman Belanda, genealogi masih
memainkan peranan penting untuk legitimasi
kekuasaan di tingkat marga. Namun, peta
politik Palembang diubah ketika Belanda tidak

saja menetapkan isi hukum adat, tetapi juga
menentukan kembali batas-batas masyarakat
adat.

Pada saat diadakan pemilihan jabatan
pasirah, sering Kkali terjadi komersialisasi
kampanye politik. Para calon pasirah, sering
kali menerima tamu sampai ratusan orang serta
menyediakan makan minum dan memberi
sejumlah uang untuk menarik dukungan agar
dipilih. Jumlah uang yang besar juga harus
dikeluarkan untuk memperoleh dukungan dari
orang-orang berpengaruh yang mempunyai
banyak pengikut di kalangan penduduk
dusun/marga. Untuk memperoleh bantuan dari
juru pilihini, berbagai calon malah menawarkan
sejumlah uang, yang baru dapat ditebus jika
calon menang dalam pemilihan dan diangkat
serta disahkan menjadi pesirah.

Biaya yang dikeluarkan memang cukup
besar, sebanding dengan gaji yang
diterimanya yang juga besar. Maka hanya
orang-orang kaya saja yang bisa mencalonkan
diri sebagai pesirah atau kepala marga.
Mengingat biaya yang dikeluarkan sangat
besar, maka tidak menutup kemungkinan ketika
terpilih menjadi kepala adat/pesirah, juga
mencari celah untuk memperkaya diri dengan
cara-cara yang tidak legal, misalnya KKN
(Koropsi, Kolusi dan Nepotisme). Jadi korupsi
memang sudah ada sejak zaman Belanda
dahulu dan masih tetap ada hingga sekarang.

Daftar Pustaka

A. Hasjmy, 1983, Kebudayaan Aceh Dalam
Sejarah, Jakarta : Beuna.

Bambang Purwanto, 2002, “Sejarah Lisan dan
Upaya Mencari Format Baru
Historiografi Indonesia Sentris” dalam
Dari ke Yogyakarta, Persembahan
Kepada Teuku Ibrahim Alfian, Jakarta
: Yayasan Masyarakat Sejarawan
Indonesia.

Berlian, Saudi, 2003, Ogan Komering Ilir
Dalam Lintasan Sejarah, Palembang

23



Suluah, Vol. 13. No. 17, Desember 2013

. Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ilir.

Gilbert J Gharraghan, 1984, A. Guide to
Historical Method, New York :
Fordham University Press.

Hockett, Homer Carey, 1967, The Critical
Method in Historical Research and
Writing New York : The Macmillan
Company.

Husin Sayuti, 1999, “Pembangunan
Pedesaan” dalam Buku Materi Pokok
Studi Masyarakat Indonesia, Jakarta
:UT.

Lindblad, J. Thomas (ed.), 2003, Fondasi
Ekonomi Indonesia, Yogyakarta :
Pusat Studi Sosial Asia Tenggara
UGM dan Pustaka Pelajar.

Louis Gottschalk, 1985, Mengerti Sejarah,
Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Peeters, Jeroen, 1997, Kaum Tuo — Kaum
Mudo, Perubahan Religius di
Palembang 1821 — 1942, Jakarta :
INIS.

Republik Indonesia Propinsi sumatera Selatan,
Palembang : Kementerian Penerangan,
tanpa tahun.

Sofyan Ibrahim, 1993, Peranan Pemerintahan
Desa Dalam Penyelesaian Tindak
Pidana di Desa, Banda Aceh : Pusat
Pengembangan Penelitian Ilmu-limu
Sosial Universitas Syiah Kuala.

Teuku lbrahim Alfian, 1994, “Metodologi
Penelitian Sejarah”, Diktat, Banda
Aceh : Arsip Nasional Perwakilan
Daerah Istimewa Aceh, Museum
Negeri Aceh, dan MSI Cabang Aceh.
............................... ,1992, “Tentang Metodologi
Sejarah”, dalam buku T. Ibrahim Alfian,
et al.,, (ed.), Dari Babat Hingga
Hikayat Sampai Sejarah Kritis :
Kumpulan Karangan

24

Dipersembahkan Kepada Prof.Dr.
Sartono Kartodirdjo, Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press.



Suluah, Vol. 13 No. 17, Desember 2013

STRATEGI ADAPTASI TRANSMIGRASI ORANG BALI
DI DESANUSA BALI OKU TIMUR
SUMATERASELATAN

Ajisman

Abstract

This study aims to determine adaptation strategies taken by Balinese
people in Nusa Bali Village in South Sumatra. For such purpose, this research uses
historical research methods and borrows views from social sciences paradigm by
studying cultural activities and behavior of Balinese people and local community.
The research shows that implementation of resettlement began in 1963 in the village
of Nusa Bali until 1989 has been widely bringing changes to the way of life of local
and migrated people. Before resettlement, village of Nusa Bali has little population
and socio-economic life is still very simple. Public facilities and infrastructure does
not exist and Nusa Bali village is still isolated. After resettlement, the inter ethnic
interaction tends to promote cooperation in social and cultural contact. Harmony
occurs between two people, both individual interests and collective interests are
not so contentious that strengthen sense of unity and togetherness. Inter-ethnic
interaction and adaptation proves to be a social bridge for young people to find a
mate so quite a lot of them who do mixed marriages between children of Balinese and
locals. Adaptation among population even supports the recourses of local cultures
where the two cultures affect and influence each other to enrich the local’s cultural
treasures. They learn from each other and respect different cultures so they gain
more harmonious relationship and establish good cooperation.

Keywords: Adaptation, resettlement, Balinese people, East Oku.
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Pendahuluan

Transmigrasi merupakan upaya
pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan
langsung dengan pembangunan segala
bidang. Penyelenggaraan transmigrasi
diartikan sebagaiupaya menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan rakyat
Indonesia. Pada hakikatnya pembangunan
transmigrasi adalah upaya pembangunan
pedesaan di wilayah baru dengan basisi
ekonomi atau produksi dalam bentuk usaha
tani yang menetap. Menurut Murtono
(1986:45) program transmigrasi tidak semata-
mata untuk meratakan persebaran penduduk
secara geografis di seluruh Indonesia, namun
lebih beroreantasi kepada pengolahan
potensi alam di daerah dan pembangunan tiap
daerah.

Program transmigrasi merupakan usaha
untuk memperluas kesempatan kerja,
meningkatkan produksi dan pendapatan
petani, karena itu program transmigrasi
dilaksanakan secara terintegrasi dengan
upaya peningkatan taraf hidup transmigran
dan penduduk setempat. Selain itu, program
transmigrasi dilakukan dalam rangka
pengendalian dan pemerataan penduduk
yang diharapkan dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat.

Dalam membicarakan kehidupan
masyarakat transmigrasi tidak terlepas dari
hubungannya dengan kebudayaan yang
dimiliki. Dengan kata lain melalui kebudayaan
manusia itu akan selalu melakukan adaptasi
terhadap lingkungan alamnya yang
dijembatani oleh pola-pola kebudayaan yang
dimiliki. Oleh sebab itu budaya dan struktur
sosial mempunyai peranan penting dalam
membentuk potret kehidupan suatu
masyarakat transmigrasi. Kehidupan
masyarakat di suatu lokasi transmigrasi
diwujudkan dalam pola tindakan dan prilaku.

Dalam rangka beradaptasi, masyarakat juga
mengalami perubahan. Namun hakikat dari
perubahan tersebut untuk menyesuaikan diri
dengan lingkungan baru.

Kehidupan sosial budaya transmigrasi
perlu dikaji, karena transmigrasi dan
masyarakat setempat memerlukan interaksi
sosial. Mereka bertemu, berkumpul dan
mempunyai kepentingan yang sama untuk
memperbaiki nasib. Mereka memainan
peranan penting sebagai makhluk sosial
untuk saling beradaptasi dan berinteraksi.
Dalam berinteraksi dan beradaptasi, tentu
sangat dipengaruhi oleh sikap dan sistim nilai
dan selanjutnya mempengaruhi pola pada
tindakan. Adanya usaha untuk berinteraksi
maka akan membantu ke arah kerjasama untuk
kepentingan bersama. Adanya interaksi antar
sesama transmigrasi orang atau masyarakat
setempat tidak saja berpengaruh terhadap
kehidupan sosial, budaya tetapi yang lebih
penting adalah dapat meningkatkan nilai
produksi dan pendapatan mereka bersama.

Diantara daerah tujuan transmigrasi di
Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan
tepatnya di daerah Belitang,Kabupaten OKU
Timur merupakan salah satu daerah
transmigrasi yang banyak didatangi para
transmigrasi asal Pulau Jawa dan Bali. Salah
satunya adalah Desa Nusa Bali berada di
Kecamatan Belitang Ill. Desa Nusa Bali
ditempati oleh transimigrasi orang Bali yang
dilanda bencana alam meletusnya Gunung
Agung tahun 1963. Dalam perkembangannya
para transmigrasi Belitang 111 khususnya di
Desa Nusa Bali dapat beradaptasi dengan
penduduk setempat dan boleh dikatakan
hubungan antara penduduk asli Melayu
Komering dengan paratransmigrasi berjalan
dengan baik.* Pelaksanaan transmigrasi yang
dimulai tahun 1963 di Desa Nusa Bali sampai
dengan tahun 1989, telah banyak membawa
perubahan tata cara hidup masyarakatnya.

1 Djawatan Penerangan Povinsi Sumatera Selatan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Jakarta:
Djawatan Penerangan Provinsi Sumatera Selatan, 1954. him, 354
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Baik transmigasi yang berasal dari Bali
maupun penduduk setempat. Sebelum
kedatangan transmigrasi, Desa Nusa Bali
masih sangat sedikit penduduknya dan
kehidupan sosial ekonominya juga masih
sangat sederhana. Sarana dan prasarana
umum belum memadai sehingga Desa Nusa
Bali masih merupakan daerah yang masih
terisolir.

Dalam konteks program transmigrasi
yang dilaksanakan di Desa Nusa Bali, proses
adaptasi memainkan peranan penting
terutama menghadapi situasi yang baru.
Adaptasi merupakan proses mengatasi
halangan dan proses perubahan untuk
menyusuaikan diri dengan lingkungan.
Tanda-tanda munculnya adaptasi adalah: 1)
masyarakat melaksanakan kewajiban bersama
untuk kepentingan orang banyak, 2)
tumbuhnya rasa persahabatan, 3) mengakui
dan menghormati hak orang lain, 4) simpati
terhadap pekerjaan orang lain, dan 5)
menghormati dan menghargai tradisi atau
budaya lain.2

Kedatangan transmigrasi orang Bali ke
Desa Nusa Bali akan sangat menguntungkan,
baik terhadap penduduk setempat maupun
terhadap para pendatang. Keuntungan bagi
masyarakat setempat, disamping daerahnya
lebih produktif juga dapat membuka daerah
Belitang Ill khususnya Desa Nusa Bali dari
keterasingan dari dunia usaha, khususnya
dalam bidang pertanian tanaman pangan.
Kekurangan tenaga dapat dipenuhi dengan
hadirnya para transmigrasi dari Bali.
Disamping itu, masyarakat setempat juga
dapat meniru sistem pertanian baru yang
dibawah oleh para transmigrasi. Mereka juga
dapat berinteraksi dan beradaptasi saling
mempengaruhi dan dapat saling memperkaya
budaya, sehingga menjadi lebih terbuka
terhadap kaum pendatang yang membawa
beragam kebiasaan dan tradisi dari daerah
asalnya. Dengan demikian akan menjadi saling

mengenal dan saling menghargai serta
mempererat tali persaudaraan, sehingga rasa
persatuan dan kesatuan dapat lebih
diperkokoh. Keberhasilan orang Bali di Desa
Nusa Bali tidak terlepas dari strategis adaptasi
yang mereka lakukan dengan penduduk
setempat, Untuk mengungkapkan bagaimana
strategis orang Bali beradaptasi dengan
penduduk setempat, maka penelitian ini
menarik untuk dilakukan.

Perumusan dan Pembatasan Masalah

Dalam membicarakan kehidupan
masyarakat transmigrasi tidak terlepas dari
hubungannya dengan kebudayaan yang
dimiliki. Dengan kata lain melalui kebudayaan
manusia itu akan selalu melakukan adaptasi
terhadap lingkungan alamnya yang
dijambatani oleh pola-pola kebuadayan yang
dimiliki. Fokus penelitian ini melihat
bagaimana kehidupan sosial dan strategi
adaptai transmigrasi orang Bali di Desa Nusa
Bali. Bertolak dari persoalan tersebuat, maka
identifikasi masalah penelitian dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan sosial transmigrasi
orang Bali dalam berprilaku adaptasi
dengan penduduk setempat ?

2. Bagaimanastrategi trnsmigrasi orang Bali
dalam beradaptasi dengan penduduk
setempat ?

Batasan temporal dalam penelitian ini
diawali dari tahun 1963, saat awal kedatangan
orang Bali di Desa Nusa Bali. Orang Bali
ditransmigrasikan ke Desa Nusa Bali adalah
akibat meletusnya Gunung Agung yang
melanda pemukiman mereka. Sementara ruang
lingkup variabel atau materi penelitian adalah
mencakup bagaimana mereka berinteraksi dan
beradaptasi dengan penduduk asli. Tahun
1989 dijadikan batasan akhir dari penelitian
ini karena diperkirakan selama 26 tahun orang
Bali telah dapat beradaptasi dengan

2 Soekanto.S. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo 2002, him. 72
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penduduk setempat, dan pada tahun 1989 ini
pula diperkirakan Desa Nusa Bali sudah
mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Batas spasial penelitian ini adalah Desa Nusa
Balil karena Desa Nusa Bali merupakan daerah
pertama yang dihuni oleh transmigrasi orang
Bali korban letusan Gunung Agung.

Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan menjelaskan
tentang strategi adaptasi transmigrasi orang
Bali dengan penduduk setempat. Untuk lebih
jelasnya dapat diuraikan dibawah ini.

1 Menjelaskan tentang kehidupan sosial
transmigrasi orang Bali di Desa Nusa Bali

2. Menjelaskan strategi adaptasi
transmigrasi orang Bali yang di Desa
Nusa Bali dengan penduduk setempat.

Penelitian ini diharapkan dapat
menambah pemahaman masyarakat tentang
bagiaman keberadaan orang Bali di Desa Nusa
Bali dan proses mereka beradaptasi dengan
penduduk setempat . Di samping itu tulisan
ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
dalam memahami kondisi para transmigrasi
yang terdapat di wilayah mereka. Sehingga
bisa mengeluarkan kebijakan untuk
mempercepat kemajuan dan mengatasi
persoalan yang timbul akibat kedatangan
transmigrasi. Bagi para peneliti, diharapkan
hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan
informasi serupa untuk dikembangkan lebih
lanjut.

Kerangka Konseptual

Beberapa konsep yang terkait dengan
transmigrasi dan adaptasi akan dipaparkan
sebagai berikut: Migrasi adalah perpindahan
penduduk dengan tujuan untuk menetap dari
suatu tempat ke tempat lain melewati batas
administratif (migrasi internal) atau batas
politik/negara (migrasi internasional). Migrasi
internasional, yaitu perpindahan penduduk
dari suatu negara ke negara lain. Migrasi
internal perpindahan yang terjadi dalam satu
negara, misalnya antar provinsi, antar kota/
kabupaten, migrasi perdesaan ke perkotaan
atau satuan administratif lainnya yang lebih
rendah dari pada tingkat kabupaten, seperti
kecamatan, kelurahan dan seterusnya.®

Transmigrasi (tansmigration) adalah
salah satu bagian dari migrasi yaitu
pemindahan dan/kepindahan penduduk dari
suatu daerah untuk menetap di daerah lain
yang ditetapkan di dalam wilayah Republik
Indonesia guna kepentingan pembangunan
negara atau alasan lain yang dipandung perlu
oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang
diatur oleh undang-undang.* Sementara
menurut undang-undang nomor 3 tahun 1972
transmigrasi adalah perpindahan penduduk
dari suatu daerah ke daerah lain untuk
bertempat tinggal dan mencari nafkah dengan
mengolah tanah pertanian yang baru dibuka
dan ditetapkan oleh pemerintah di wilayah
Indonesia guna kepentingan pembangunan
dengan ketentuan yang dipandang perlu dan
diatur dalam undang-undang.® Dalam pasal
4 PP No. 42 Tahun 1973 dinyatakan bahwa
transmigrasi ada dua bentuk, yaitu
transmigrasi umum dan transmigrasi
swakarsa/spontan.® Transmigrasi umum

8 Harry Hariawan Saleh. Transmigrasi : Antara Kebutuhan Masyarakat dan Kepentingan Pemerintah. Jakarta

. Pustaka Sinar Harapan, 2005, him. 54
Ibid, him. 58
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adalah transmigrasi yang biaya
pelaksanaannya ditanggung oleh pemerintah,
sedangkan transmigrasi swakarsa ialah
transmigrasi yang biaya pelaksanaannya
ditanggung oleh transmigrasi yang
bersangkutan atau oleh pihak lain yang
bersedia membantu membiayainya.
Disamping itu juga ada transmigasi lokal,
transmigrasi sisipan, transmgrasi pramuka
dan transmigrasi bedol desa.”

Program Transmigrasi sangat erat
kaitanya dengan pembangunan daerah, baik
di daerah asal maupun di daerah penerima
atau penduduk setempat. Bagi daerah asal
mengurangi beban penduduk yang sangat
padat, sedangkan daerah penerima dapat
memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang
sangat kurang dalam mengerjakan tanah-
tanah subur yang masih kosong atau belum
tergarap.® Daerah Belitang Il merupakan
daerah relatif subur, namun penduduknya
sangat sedikit sehingga daerah tersebut
sangat kekurangan tenaga untuk menggarap
pertanian yang masih kosong. Akibatnya,
daerah tersebut tidak produktif dan hasil-hasil
pertanian tidak dapat diusahakan secara
maksimal. Dengan menempatkan transmigrasi
di daerah Belitang 11l maka lahan pertanian
yang masih kosong dapat diberikan pada para
transmigrasi untuk diolah dan diusahakan
sebagai lahan yang produktif.

Kedatangan transmigrasi menyebabkan
masyarakat di Belitang Il khususnya di Desa
Nusa Bali menjadi heterogen. Ciri khas dari
masyarakat yang heterogen adalah
meningkatnya interaksi sosial. Interaksi sosial
dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan
sosial, hubungan sosial yang dimaksud
berupa hubungan antara individu yang satu

" lbid

dengan individu lainnya, antara kelompok
yang satu dengan kelompok lainnya, maupun
antara kelompok dengan individu.® Proses
interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat
di Desa Nusa Bali dengan sendirinya
menyebabkan akulturasi kebudayaan antara
masyarakat pendatang dengan penduduk
pribumi.

Akulturasi menurut Koentjaraningrat
(2006) adalah proses sosial yang terjadi
antara sebuah kelompok masyarakat yang
dihadapkan dengan kelompok masyarakat
yang berbeda, sehingga terjadi penyatuan
kebudayaan yang berbeda, namun masing-
masing dari unsur-unsur kebudayaan
tersebut masih terlihat.’® Proses interaksi
sosial menghasilkan akulturasi dan akulturasi
menghasilkan sebuah perubahan sosial
dalam kehidupan masyarakat. Selo
Soemardjan mengatakan bahwa perubahan
sosial adalah perubahan-perubahan pada
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang
mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai
sosial, sikap dan pola tingkah laku antar
kelompok masyarakat yang mempengaruhi
pola interaksi.

Ada beberapa komponen yang juga
sangat memberi warna dalam proses adaptasi
tersebut seperti kerjasama, asimilasi dan
alkuturasi. (1) kerjasama diartikan sebagai
interaksi sosial dimana individu atau
kelompok berkerjasama untuk mencapai
tujuan bersama yang disebut dengan istilah
gotong royong, tolong menolong atau kerja
bakti. (2) asimilasi adalah suatu proses satu
arah dimana individu atau kelompok lain yang
biasanya lebih besar dan menjadi bagian dari
kelompok tersebut. dan (3) alkuturasi adalah
suatu proses dimana individu atau kelompok

8 Presiden Republik Indonesia, Pidato Pertanggngjawaban Presiden Mandataris MPR RI pada tanggal 1 Maret
1983, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1983, him. 830

® Soekanto. S. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo 2002, him 34

1 Koentjaranigrat Pengatar Antropologi Jakarta : Aksara Baru, 2006, him 163

1 Wahyu, MS. Perubahan Sosial dan Pembangunan, Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005, hlm 3 . Pengertian
yang sama juga ditemukan dalam tulisan Robert H. Louer Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Jakarta

Rineka Cipta 2003, him 3 - 57
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yang berbeda kebudayaan secara terus
menerus melakukan hubungan kontak,
sehingga melahirkan kebudayaan yang
baru.®?

Dalam adaptasi terjadi berbagai interaksi
sosial antara anggota masyarakat tersebut.
Apabila ada dua atau lebih individu (etnik),
maka kelompok sosial atau sistem sosial
terbentuk. Mereka bergaul (berinteraksi)
dalam suatu daerah pemukiman maka sudah
dapat dipastikan bahwa ditempat itu akan
terjadi interaksi sosial dengan segala
konsekwensinya. Dari hasil adaptasi, lama
kelamaan dapat menyesuaikan diri dengan
situasi masyarakat setempat dan pendatang
lainya yang pada akhirnya akan
memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan.

Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
analitik. Dengan pendekatan tersebut
diharapkan dapat menggambarkan secara
mendalam kehidupan transmigrasi orang Bali
di Desa Nusa Bali terutama kehidupan sosial
budaya dan ekonominya. Untuk menganalisis
dan menginterpretasi data yang dikumpulkan
dari hasil penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif. Pendekatan yang digunakan
diharapkan dapat melihat ralitas kehidupan
dan karakteristik masyarakat yang diteliti dan
keberhasilan kehidupan masyarakat yang
diteliti.

Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah studi
pustaka, pengamatan (observasi) dan
wawancara. Data kualitatif diperoleh melalui
wawancara bebas dengan sejumlah informan.
Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari
literatur yang berhubungan dengan
penelitian ini, yaitu buku-buku, dokumen,
arsip, laporan penelitian, artikel atau berita
dalam Koran, majalah maupun wabset dan

lain-lain yang berhubungan dengan
transmigrasi orang Bali di Desa Nusa Bali.
Kedua, Wawancara dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada
informan antara lain mantan transmigrasi
orang Bali di Desa Nusa Bali yang sebagianya
sampai sekarang masih hidup, kepala desa
dan pemuka masyarakat Bali di Desa Nusa
Bali dan orang yang dianggap tahu mengenai
keberadaan orang Bali di Desa Nusa Bali,
dalam hal ini dapat disebut sebagai informan
kunci. Pengamatan (observasi) dilakukan
guna mengamati kondisi di lapangan.

Pembahasan
Gambaran Umum Daerah Penelitian
Letak dan Kondisi Geografis

Desa Nusa Bali adalah merupakan salah
satu Desa yang ada di Kecamatan Belitang
11l Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Provinsi Sumatera Selatan. Desa Nusa Bali
berjarak lebih kurang 1,5 km dari ibu kota
kecamatan, dengan ibukota kabupaten lebih
kurang 62 km dengan waktu tempuh 2 jam
perjalanan mobil, jarak ke ibu kota provinsi
lebih kurang 280 km. Batas-batas wilayah
Desa Nusa Bali yaitu sebelah utara
berbatasan dengan Desa Sinu Marga, sebelah
selatan dengan Desa Sumber Rejo, sebelah
timur dengan Desa Nusa Bakti dan sebelah
barat dengan Desa Nusa Tunggal.

Desa Nusa Bali mempunyai ketinggian
antara 0-40 meter di atas permukaan laut, Desa
Nusa Bali mempunyai iklim sub tropis atau
berhawa sedang. Curah hujan cukup tinggi
yaitu antara 199 mm/tahun dan hari hujan
130,1 hari/tahun dan tidak ada bulan kering
sepanjang tahun. Berdasarkan data Kantor
Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur pada tahun 2004 musim hujan
berlansung dari bulan September sampai
bulan Januari dengan suhu udara max 27 °C/

12 “Komunitas Sunda Transmigran di Lampung” oleh Yudi Putu Satria dkk. Dalam Tradisi Adaptasi Masyarakat
Banten dan Lampung. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung. 2006, him. 116.
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min 24. °C. Secara geografis, daerah Desa
Nusa Bali sebagian besar terdiri dari dataran
rendah dan sedikit agak berbukit. Yang
dataran rendah merupakan lahan yang terdiri
dari tanah, gambut, rawa. Sedangkan daerah
berbukitan merupakan tanah liat yang
berbukit kecil. Sebagian tanah ditutupi oleh
rawa-rawa yang sulit dikeringkan, dan
perbukitan ditumbuhi oleh kayu-kayu besar.
Hutan yang ada didaerah ini sangat potensial
untuk dikelolah karena banyak mengandung
hasil hutan seperti kayu, manau, rotan dan
berbagai jenis kayu yang bisa dimanfaatkan
untuk bahan bangunan. Desa Nusa Bali
memliki luas lebih kurang 7.650.000 M2 atau
765 hektar.!® Dari luas tanah tersebut, yang
telah diusahakan oleh penduduk baru seluas
693,5 hektar dan 71,5 hektar sisanya masih
hutan.

Penduduk

Desa Nusa Bali sebagian besar
penduduknya adalah suku bangsa Bali.Suku
bangsa Bali ini menyebar di beberapa dusun
yang ada di Desa Nusa Bali. Selain dari suku
bangsa Bali adalagi suku bangsa lainya
seperti: Jawa, dan Melayu Komering, Namun
suku bangsa ini mengelompok di satu dusun
yaitu Dusun Jati Sari. Penduduk Desa Nusa
Bali ini adalah penduduk vyang
ditransmigrasikan dari Pulau Bali dan Jawa
Tengah ke Desa Nusa Bali. Berikut penuturan
Kepada Desa Nusa Bali

“Pada awalnya di tahun 1963
transmigransi orang Bali sebanyak 100
kk, tidak berapa lama kemudian
didatangkan lagi sebanyak 12 kk,
namun yang 12 kk berkembang dan
sekarang sudah menjadi sebuah Desa
yang dinamakan Desa Sinar Bali (
pemekaran dari Desa Nusa Bali).
Sementara orang Jawa datang tahun

1972. Untuk mengisi lahan yang
kosong ditinggalkan oleh
penduduknya, Kepala Desa Nusa Bali
meminta pada Jawatan Transmigrasi
Belitang sebanyak 50 kk untuk
ditempatkan di dusun yang kosong
itu”.

Desa Nusa Bali yang luasnya 765 ha
tersebut dihuni oleh 1632 jiwa penduduk.
Jumlah penduduk laki-laki tidak jauh berbeda
dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah
penduduk kelompok umur 26-35 Tahun
terdapat sebanyak 316 orang, kemudian
disusul oleh kelompok umur 19-25 Tahun
sebanyak 234 orang, kelompok umur 7-12
Tahun 224 orang, kelompok umur 36-45
Tahun terdapat 219 orang, dan yang
kelompok umur 51-60 Tahun berjumlah 111
orang. Jumlah penduduk berdasarkan usia
tersebut dapat terbagi kepada 2 golongan
besar, yaitu golongan usia produktif dan
golongan usia tidak produktif. Klasifikasi usia
produktif berada dalan rentang usia 13 tahun
sampai 60 tahun, dengan asumsi bahwa pada
rentang usia tersebut sudah dan masih
mampu berkerja guna menghasilkan sesuatu
secara produktif. Usia yang tidak produktif
adalah usia 0-12 tahun dan usia 61 tahun ke
atas, dengan asumsi bahwa pada rentang usia
tersebut seseorang belum dan tidak mampu
lagi bekerja untuk menghasilkan sesuatu
secara produktif.s

Desa Nusa Bali yang berjarak lebih
kurang 60 km dari kota Kabupaten ternyata
belum mempunyai sarana dan prasaran
pendidikan yang memadai, di Desa Nusa Bali
hanya ada 1 buah sekolah SD dan 1 buah
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dengan
demikian dapat dipahami, jika orang tua ingin
melanjutkan sekolah anaknya ke tingkat SLTP
atau SLTA ia harus pergi ke luar dari Desa
Nusa Bali seperti ke Belitang atau ibu ota

¥ Monografi Desa Nusa Bali Kecamatan Belitang 11l. Bapeda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2007.
1 Wawancara dengan lketut Sumendra, tanggal 10 April 2012 di Desa Nusa Bali
 Monografi Desa Nusa Bali Kecamatan Belitang Il Tahun 2006
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kabupaten Martapura.

Sebagian besar penduduk Desa Nusa
Bali hanya tamat Sekolah Dasar berjumlah
sebanyak 375 orang, yang tamat Sekolah
Dasar ini hampir berimbangjumlahnya antara
laki-laki dengan perempuan yang hanya
menempuh pendidikan setingkat Sekolah
Dasar. Mereka yang tamat Sekolah Dasar
tersebut berusia antara 18 tahun hingga 56
tahun. Kemudian disusul oleh penduduk
yang hanya tamat sekolah setingkat Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama yang berjumlah 225
orang. Sementara yang buta huruf masih
terdapat sebanyak 50 orang. Sedangkan yang
tamat perguruan tinggi hanya berjumlah 11
orang.'®* Menurut beberapa informan yang
sekaligus orang tua siswa, hal yang
menyebabkan penurunan minat tersebut
disebabkan oleh keterbatasan kemampuan
ekonomi para orang tua, mengingat biaya
sekolah sekarang semakin tinggi. Siswa-siswa
yang dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih
tinggi merupakan siswa dari orang tua yang
memiliki kemanpuan ekonomi. Siswa yang
tidak dapat menamatkan bangku SD, tamat
SD, atau tamat SLTP biasanya membantu
usaha orang tua mereka berkerja ke ladang,
ke kebun atau usaha sampingan lainya.

Penduduk Desa Nusa Bali sebagian
besar beragama Hindu, hal ini dapat dilihat
dengan adanya Pura di depan rumah masing-
masing, hampir disetiap rumah di Desa Nusa
Bali mendirikan Pura di depan rumahnya.
Disamping itu terdapat tiga buah Pura yang
sangat besar. Selain dari agama Hindu
penduduk Desa Nusa Bali juga pemeluk
agama Islam. Pemeluk agama Islam adalah
suku bangsa Jawa dan Melayu Komering.
Jumlah penduduk yang beragama Hindu
menduduki posisi jumlah yang paling banyak
yaitu 1.032 jiwa, yang beragama Islam
sebanyak 690 jiwa, sementara yang beragama
Budha terdapat 5 jiwa.

Pola Pemukiman

Pola rumah di Desa Nusa Bali
kebanyakan mengelompok menempati jalan
besar atau gang. Pemilik rumah
mempertimbangkan bahwa dengan cara ini
hubungan sosial lebih terjalin dan keperluan
untuk bermobilisasi akan mudah. Sebagian
besar rumah-rumah di Desa Nusa Bali di
halaman depannya berdiri bangunan pura.
Bangunan pura ini bervariasi ada yang besar
dan ada yang kecil, hal ini tergantung tingkat
status sosial ekonominya, bila tingkat
ekonomi keluarga itu lebih baik maka pura
yang dibangun juga lebih besar dan indah.

Pemahaman akan konsep rumah telah
dimegerti oleh masyarakat Desa Nusa Bali
melalui penyuluhan dari Dinas Perumahan,
dan meniru rumah-rumah lain di luar desa,
terutama dalam hal penataan rumah dilihat dari
aspek kesehatan dan arsitektur sebuah rumah
yang indah. Dengan demikian, hampir seluruh
rumah di Desa Nusa Bali terutama rumah-
rumah permanen konsep pifiataan ruang dan
tata letak bangunan sudah menunjukan
konsep ideal bagi perumahan satu
masyarakat. Arah rumah diusahakan
mengelompok menghadap ke arah jalan
dengan menghadap ke arah sinar mata hari,
arah rumah yang demikian selain membuat
interaksi sosial di antara sesama warga
masyarakat berjalan dengan baiak juga
kebutuhan sinar matahari untuk kesehatan
dapat terpenuhi.

Penataan dan pembagian ruangan
diupayakan memenuhi kebutuhan-kebutuhan
penghuninya. Pembuatan ruang-ruang tamu,
ruang tidur, dapur, kamar mandi dan WC
mendapat prioritas utama pengadaannya,
barulah setelah itu pembuatan bangunan-
bangunan lainya yang menjadi unsur
penunjang seperti kamar tidur untuk setiap
penghuni, ruang keluarga yang spesifik dan
representatif, kamar mandi tamu, gudang dan
ruangan lainya. Acuan rumah sehat pun
tampak pada pemilihan bahan bangunan.
Rumah-rumah diupayakan berupa rumah
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permanen dengan dinding tembok dan lantai
keramik. Beberapa rumah semi permanen
berbahan setengah tembok dan setengah
bagian atasnya berupa bilik atau triplek.

Saranadan Prasarana

Desa Nusa Bali merupakan salah satu
desa yang memiliki sarana transportasi berupa
jalan kecamatan sepanjang 4 km dan jalan desa
yang masih pengerasan 1,5 km dan masih jalan
tanah 19,5 km. Sekalipun masih banyak jalan
desa yang belum diaspal namun jalan
tersebut dapat dilalui oleh kenderaan roda dua
dan roda empat. Alat transportasi yang
dipergunakan di Desa Nusa Bali meliputi
kenderaan pribadi baik kenderaan roda empat
maupun kenderaan roda dua. Satu buah unit
mobil pick up dipergunakan untuk
mengangkut hasil bumi dari Desa Nusa Bali
ke Pasar Gumawang Belitang. Sementara mobil
rental cukup banyak yaitu 12 buah yang dapat
mengantarkan penumpang dari Desa Nusa
Bali ke kota Kabupaten atau kota provinsi
dan ke daerah kabupatenlainya di Provinsi
Sumatera Selatan. Kenderaan dan sarana jalan
yang terdapat di Desa Nusa Bali tersebut
mempermudah penduduk untuk melakukan
mobilisasi ke mana saja dan kapan saja.
Dengan demikian, Desa Nusa Bali menjadi
desa hidup. Desa Nusa Bali. Telah memiliki
organisasi kemasyarakatan diantaranya:

17 Monografi Desa Nusa Bali Tahun 2006

organisasi ke-Dusunan dan ke-RT-an, Karang
Taruna, PKK, Desa Wisma dan organisasi
pengajian/majelis tak’lim bagi masyarakat
Jawa yang beragama Islam, koperasi dan
kelompok tani."

Sistem Kekerabatan

Garis keturunan orang Bali pada
prinsipnya adalah mengikuti keturunan garis
ayah atau patrilineal. Kelompok kekerabatan
yang terkecil adalah keluarga batih. Dalam
kehidupan sehari-hari, pengunaan cara
menyebut atau memanggil diatur oleh posisi
dan statusnya dalam kerabat. Panggilan atau
sebutan kepada  seseorang sangat
dipengaruhi oleh adat sopan santun dalam
kerabat, bahwa orang tua yang lebih tua mesti
dihormati, orang yang sebaya mesti dihargai,
yang orang yang lebih muda haruslah di
sayangi.

Panggilan untuk bapak-bapak yang
tidak mempunyai hubungan kekerabat apabila
bertemu di jalan adalah “Pak”, Sementara
panggilan untuk ibu-ibu yang tidak
mempunyai hubungan kekerabatan pada
umumnya sama dengan memanggil “Mek”.
Sapaan kepada orang yang sebaya yang
biasanya belum di kenal “Kakak” atau “Adik”.
Pada dasarnya sapaan atau panggilan
tersebut adalah menghargai lawan bicara.
Berikut Istilah kekerabatan masyarakat Bali
di desa Nusa Bali.
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Istilah Kekerabatan Masyarakat Bali di Desa Nusa Bali

NO Istilah Kedudukan Panggilan

1. | Kakek Orang tua ayah Laki-Laki | Kakek, Kaki atau
Pekak

2. | Nenek Orang tua ayah perempuan | Ninik atau Kadong

3. |lbu Orang tua Perempuan Mek.

4. | Ayah Orang tua Laki-laki Pak. Pak Tut, Pak De,

Pak Wan(Wayan)

5. | Kakak Laki-laki atau

Saudara yang laki-laki atau

Kak. Wan (Wayan)

Perempuan perempuan yang lebih tua
6. | Adik Ibu Saudara yang perempuan | Mek Tut,
dari pihak ibu
7. | Kakak Laki-laki atau | Saudara Yang laki-laki | Kak Nengah atau
perempauan atau  perempuan  yang | Made
tengah
8. | Kakak laki-laki atau | Saudara yang laki-laki atau | Kak Tut
perempuan bungsu perempuan yang bungsu
9. | Adik Laki-laki yang | Saudara yang laki-laki | Kak Beli
bungsu yang paling tua
10. | Paman Adik bapak Pak We
11. | Adik Saudara yang umumnya | Dik, Adik
lebih muda
Kehidupan Ekonomi orang lain. Sebagian dari penduduk Desa

Mengingat jarak Desa Nusa Bali dengan
tempat-tempat lainya cukup jauh, ditambah
sarana transportasi yang tidak memadai, hal
tersebut menyebabkan mata pencaharian
utama masyarakat Desa Nusa Bali hanya
terpokus pada bertani atau berkebun. Jenis
mata pencaharian penduduk Desa Nusa Bali
adalah sebagai berikut: 1.319 orang
penduduknya adalah sebagai petani, untuk
mata pencaharian sebagai petani ini mereka
rata-rata mendapatkan lahan pertanian
sebanyak 2 hektar / kk. Kemudian ada juga
penduduknya sebagai buruh tani berjumlah
273 orang dari jumlah penduduk. Penduduk
yang mata pencaharianya sebagai buruh tani
ini adalah penduduk yang lahan pertanianya
kurang subur sehingga mereka mencari
tambahan penghasilan dari berkerja di tempat

A

Nusa Bali ada juga yang telah tergolongkan
kepada pengusaha kecil dan menengah,
mereka ini adalah para petani yang telah mulai
beralih profesi dari petani kepada pedagang,
karena daerah ini adalah pengahsil berbagai
hasil pertanian yang dipasarkan di sekitar
Provinsi Sumatera Selatan. Sementara
penduduk yang Pegawai Negeri Sipil meliputi
pegawai pemda, tenaga guru dan bidang
kesehatan.

Selain mata pencaharian pokok seperti
tersebut, terdapat pula mata pencaharian lain
seperti beternak, namun demikian, beternak
unggas atau hewan lainya tidak termasuk ke
dalam mata pencaharian pokok mengingat
jumlah ternak yang dipelihara hanya
mencukupi kebutuhan keluarga dan sifatnya
hanya usaha sampingan yaitu mengisi waktu
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senggang sehabis mengerjakan pekerjaan
utama, atau sebagai upaya memenuhi gizi
keluarga.

Adat Istiadat

Sistem perkawinan yang berlaku di
Desa Nusa Bali tidak jauh berbeda dengan di
Bali. Dengan proses sebagai berikut: Sebelum
acara meminang dilakukan kedua belah pihak
atau yang akan dijodohkan sudah ada
kecocokkan kedua belah pihak. Setelah itu
keluarga pihak laki-laki mengadakan
peninjauan terlebih dahulu pada pihak
keluarga perempuan. Setelah itu baru
diadakan acara peminangan dari pihak
keluarga yang laki. Jika kedua calon mempelai
sudah ada kecocokan untuk menikah, maka
diadakanlah acara peminangan. Pada acara
peminangan itu yang dibawa adalah cerana
beserta isinya kemudian ditambah dengan
rokok. Dalam acara peminangan itu yang laki
dibawa ke rumah yang perempuan dan
dipertemukan, Kedua orang tua mereka
menanyakan apakah keduanya benar-benar
saling mencintai, Jika keduanya sudah saling
mencintai, maka kedua orang tua mereka
melanjutkan kepada pertunangan melaui acara
peminangan.

Setelah peminangan dilakukan, pada
hari itu juga lansung dibawa pulang oleh pihak
laki-laki, tapi sebelum masuk ke rumah yang
laki diadakan upacara Pembia Kauman
terlebih dahulu di halaman rumah sebelum
naik ke rumah yang laki-laki. Menurut adat
Bali disitulah akad nikahnya dilangsungkan.
Kalau sudah diupacarakan sebelum masuk
rumah, maka keduanya sudah boleh satu
kamar dan campur seperti layaknya suami istri
itu baru menikah secara adat. Selanjutnya
diadakan acara resepsi pernikahanya, maka
pada saat itulah diundang seluruh yang
terkait seperti Lurah, RT, Pemangku Adat dan
masyarakat sekitar, maka di saat itulah surat

nikahnya dikeluarkan oleh pemerintah atau
catatan sipil. Pada saat acara Resepsi yang
dihadiri oleh berbagai lapisan kedua mempelai
berpakaian adat, tapi setelah selesai acara
resepsi pakaianya dibuka dan dilepas
kemudian diganti dengan pakaian lain, artinya
kedua belah pihak telah melepas masa
lajangnnya.t®

Ritual Merambah Hutan

Dalam kepercayaan masyarakat Bali
bahwa Seluruhisi bumi atau isi alamada yang
menguasainya atau penjaganya. Menurut
kepercayaan orang Bali Tuhan memang Maha
Kuasa sekalian alam, tapi Tuhan telah
menciptakan penghuni di masing-masing
alam yang ada, seperti di laut ada
penguasanya di darat dan di udara juga ada
penguasanya. Orang Bali mempercayai kalau
akan memasuki wilayah penguasa tersebut
harus meminta izin terlebih dahulu. Kalau
tidak meminta izin, maka sipenghuni alam itu
akan marah dan tidak jarang terjadi orang
jatuh sakit bahkan ada yang meninggal dunia.
Berkenaan dengan ritual merambah hutan ini
berikut Kt. Redike mengungkapkan:

“Menurut kepercayaan masyarakat
Bali di dalam alam ini secaraalam gaib
semuanya ada yang punya dan ada
penghuninya, baik di laut, udara dan
daratan dan kita tidak boleh
berbenturan dengan alam gaib yang
menghuni alam itu. Umpamanya
sebelum kita akan membuka hutan
untuk berkebun tentu kita meminta izin
terlebih dahulu pada yang menunggu
hutan itu, artinya kita bukan mengakui
sebagai milik Kita tidak, kita cuma
nompang menggarap atau untuk
berkebun. Gunanya kita menghormati
alam gaib itu supaya kita tidak
diganggunya. Seperti di Desa Nusa

18 Wawancara dengan Gusti Ngurah Setiya Putra, 11 April 2012 di Desa Nusa Bali
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Bali ini pada awal kedatangan kami
dulu disebut angker oleh orang
pribumi, kenapa dikatakannya angker
karena ada penghununya, jadi kalau
kita mau menggarapnya ya kita
meminta izin terlebih dahulu kepada
yang menunggu hutan”.*®

Strategi Adaptasi

Dalam kebijakan program transmigrasi,
diharapkan terjadinya proses adaptasi dari
pendatang terhadap penduduk setempat
dalam suatu sistem sosial yang luas. Usaha
penyesuaian diri antar kelompok etnik di Desa
Nusa Bali pada dasarnya bukanlah suatu
pekerjaan yang sulit, karena diantara mereka
memiliki kesamaan dalam bidang usaha dan
setatusnya sebagai petani. Orang Komring
dan orang Jawa yang sudah lebih duluan
datang ke Desa Nusa Bali yang sudah
berprofesi sebagai petani penggarap ladang.

Dalam konteks program transmigrasi
yang dilaksanakan di Desa Nusa Bali, proses
adaptasi memainkan peranan penting
terutama menghadapi situasi yang baru.
Adaptasi merupakan proses mengatasi
halangan dan proses perubahan untuk
menyusuaikan diri dengan lingkungan.
Tanda-tanda munculnya adaptasi adalah: 1)
masyarakat melaksanakan kewajiban bersama
untuk kepentingan orang banyak, 2)
tumbuhnya rasa persahabatan, 3) mengakui
dan menghormati hak orang lain, 4) simpati
terhadap pekerjaan orang lain, dan 5)
menghormati dan menghargai tradisi atau
budaya lain.?® Sebagian dari tanda-tanda
munculnya adaptasi tersebut sudah tampak
di dalam kehidupan antar suku bangsa di
Desa Nusa Bali. Antara lain strategi adaptasi
orang Bali diDesa Nusa Bali dengan
lingkungannya adalah:

Menjalin Hubungan Sosial dengan Etnik
Lain

Hubungan sosial antar etnik di Desa
Nusa Bali berlangsung antara berbagai latar
belakang sosial budaya, yakni antara warga
transmigarsi dari Jawa, Bali dan dengan warga
setempat. Bentuk hubungan sosial tidak
terlepas dari sikap dan sistem nilai budaya
yang dimiliki oleh kelompok etnik, yang dalam
hubungan sosial dapat diwujudkan dalam
bentuk terjadinya kerja bakti atau kegiatan
gotong oyong. Sebagian informan
mengatakan kegiatan gotong royong yang
dilakukan oleh suku bangsa berlangsung
dengan baik. Kegiatan gotong royong ini
dilaksanakan setiap satu kali dalam satu bulan
yaitu pada hari minggu pertama setiap
bulanya. Kegiatan ini dilakukan secara rutin
yakni membersihkan lingkungan sekitar
seperti membersihkan semak belukar di
pinggir jalan dan selokan air. Selain itu jika
ada warga yang kurang mampu akan
membangun rumah, maka akan dikerjakan
secara bergotong royong. Pemilik rumah
menyediakan bahan bangunan dan makanan,
sedang warga menyumbangkan tenaganya.
Dalam pertanian juga dilaksanakan secara
bergotong royong, mulai mengolah tanah,
menanam, pengairan, sampai panen. Meski
saat sekarang hal ini jarang dilakukan, karena
mulai mengunakan tenaga upahan.

Hubungan sosial tidak hanya terjadi
pada kegiatan yang sifatnya untuk umum,
tetapi juga terjadi hubungan yang harmonis
antara kelompok etnik seperti pada acara adat
perkawinan dan kematian. Jika ada undangan
perkawinan, kelahiran, khitanan dan hajatan
lainnya, mereka senantiasa memenuhi
undangan tersebut sambil membawa uang
sumbangan atau bingkisan berupa makanan.
Terlebih jika ada warga yang sakit, meninggal
dunia atau mendapat musibah, mereka datang

¥ Wawancara dengan Kt. Redike, 11 April 2012 di Desa Nusa Bali. Kt Redike adalah ketua adat Desa Nusa

Bali

2 Soekanto.S. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo 2002, him. 72
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untuk membantu, menegok atau melayat.
Hubungan antar etnik pada acara-acara adat
tampak harmonis, karena pada umukmnya
mereka saling menghargai dan menghormati
adat istiadat etnik lain.

Bahasa yang digunakan dalam kegiatan
sehari-hari merupakan faktor penting dalam
proses hubungan sosial antar warga
masyarakat transmigrasi di Desa Nusa Bali.
Orang Bali jika bertemu dengan sesama orang
Bali akan mempergunakan bahasa Bali, tapi
jika sudah bercampur dengan suku bangsa
Komering atau Jawa orang Bali akan
mempergunakan bahasa Indonesia. Namun
tidak jarang juga orang Bali jika bertemu
dengan orang Jawa akan mempergunakan
bahasa Jawa, karena orang Bali sebagianya
mengerti bahasa Jawa. Tingkat toleransi
orang Bali terhadap etnik lain cukup tinggi,
orang Bali tidak akan menggunakan bahasa
Bali selagi ada suku bangsa lain disekitarnya,
namun dalam lingkungan keluarga mereka
mempergunakan bahasa Bali.

Perkawinan Campur

Perkawinan campur antar suku bangsa
(amalgamation) di Indonesia dianggap
sebagai salah satu faktor yang paling
menguntungkan dalam mempercepat proses
adaptasi. Koentjaraningrat mempertegas
bahwa satu-satunya alat untuk mempercepat
asimilasa dan adaptasi adalah dengan
melakukan perkawinan campur antar suku
bangsa.?* Perkawinan campur antar suku
bangsa, dalam hal ini khususnya orang Bali
dengan orang Jawa dan Komring di Desa
Nusa Bali sudah terjadi semenjak tahun 1980
an, terutama semenjak terjadinya pembauran
antar suku bangsa di Desa Nusa Bali. Sudah
banyak perkawinan campur yang dilakukan
masyarakat, baik orang Bali dengan suku
Komring maupun orang Komring dengan
orang Jawa. Salah seorang informan

mengatakan perkawinan antar suku tidak
menjadi suatu hal yang ganjil karena sudah
banyak dilakukan. Beriku beberapa contoh
perkawinan campur yang sudah dilakukan
oleh masyarakat Desa Nusa Bali. Salah
seorang informan orang Bali yang mengaku
anaknya sudah melakukan pernikahan
dengan suku Komring:
“Hubungan baik antar suku bangsa
dimulai lebih kurang dari tahun 1980
an, maka semenjak itu sudah banyak
terjadi perkawinan campur di daerah
Desa Nusa Bali sampai sekarang, baik
laki-lakinya orang Bali ataupun
sebaliknya, tidak ada lagi menjadi
masalah. Salah satu contoh anak saya
yang laki-laki menikah dengan
perempuan Komring sampai sekarang
hubungan keluarga cukup baik”.%

Dalam pelaksanaan perkawinan campur,
orang Bali ternyata lebih toleran dan
pelaksanaannya tidak seketat seperti di Pulau
Bali, barangkali hal itu sudah bagian dari
strategis mereka dalam beradaptasi dengan
penduduk setempat. Di Pulau Bali jika ada
orang Bali yang menikah dengan orang yang
bukan Bali terlebih dahulu mereka harus
masuk ke dalam agama Hindu, setelah itu baru
diproses di Parikade (majelis di dalam agama
Hindu). Proses semacam ini ternyata tidak
diperlakukan bagi orang Bali di Desa Nusa
Bali. Pelaksanaan perkawinan akan ditentukan
oleh calon mempelai kedua belah pihak, jika
yang lakinya orang Bali meminang perempuan
Komring, maka yang laki-laki Bali akan ikut
agama perempuan Komring, dan pelaksanaan
perkawinanya secara Islam, dengan arti kata
yang laki-laki harus di Islamkan terlebih
dahulu baru keduanya dinikahkan secara
agama Islam di depan petugas P3 NTR
kecamatan setempat yang dihadiri oleh
keluarga kedua belah pihak. Kebiasaan yang

2 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia, 1974, him. 148
2 \Wawancara dengan Ketut Anggresi, 13 April 2012 di Desa Nusa Bali
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berlaku di Desa Nusa Bali adalah siapa yag
melamar, orang itulah yang ikut agama orang
yang dilamarnya.

Dalam pelaksanaan pesta pernikahan
dalam perkawinan campur Desa Nusa Bali
juga punya aturan yang suda disepakati
bersama. Tempat pesta ditentukan
kesepakatan keluarga kedua belah pihak.
Sedangkan acara pestanya biasanya kalau
orang Bali tempat memasaknya memakai dua
versi yang pertama masakan Bali yang
memasaknya juga orang Bali. \ersi yang lebih
netral yaitu masakan yang bisa dimakan oleh
orang Islam, dan kedua versi tersebut
memasaknya dipisahkan tempatnya dan
orang yang memasaknya juga dibedakan
termasuk penyajiannya. Kalau orang Bali
melaksanakan kawin campur dengan orang
Komring yang Islam atau orang Jawa, maka
orang Bali memanggil atau mengundang
orang Komring atau Jawa untuk memasak di
rumah mereka. Kekuatiran atau keragu-raguan
orang Islam akam memakan hidangan pesta
di tempat orang Bali tidak akan terjadi.
Sehingga pelaksanaan pesta perkawinan
campur di Desa Nusa Bali tidak ada masalah,
masyarakatnya sangat menjunjungtinggi dan
menghormati agama masing-masing.

Perkawinan campur yang sering terjadi
di Desa Nusa Bali adalah yang laki-lakinya
orang Bali dan yang perempuanya orang
Komring. Proses pernikahanya adalah
pertama bermusyawarah dulu pihak laki-laki
Bali dengan pihak orang tua perempuan
Komring yang dimusyawarahkan adalah apa
benar mereka saling mencintai dan akan
melangsungkan pernikahan. Setelah
keduanya bermusyawarah, maka di dalam
adat Bali ada namanya Parikade (majelis di
dalam agama Hindu). Sebelum mereka
dinikahkan terlebih dahulu yang perempuan
itu harus diupacarakan secara adat Bali yang
dilakukan oleh Prikade, namanya Pembia
Kauman mulai dari lahir sampai dewasa
diupacarakan, nama upacaranya: tiga bulanan
(upacara buat nama), upacara ulang tahun,

3

potong gigi, setelah itu baru dilakukan
upacara perkawinannya. Setelah urutan
upacara ini dilakukan, maka semuanya sudah
sah dan sudah menjadi milik laki-laki yang
perempuan itu. Selanjutnya yang perempuan
itu didaftarkan pada sanggar keluarga yang
laki-laki. Mereka sudah sah menikah secara
agama Hindu dan sudah diterima di dalam
keluarga yang laki-laki. Selanjutnya kedua
pelah pihak membicarakan untuk menetapkan
dan hari hari resepsinya pernikahanya.

Di Desa Nusa Bali sering juga terjadi
perkawinan campur yang laki-lakinya Komring
dan yang perempuanya Bali, yang perempuan
harus masuk Islam terlebih dahulu, segala
sesuatunya dilaksanakan secara Islam, orang
tua kedua belah pihak hanya tinggal merestui.
Jika perempuan Bali menikah dengan laki-laki
Komring statusya di dalam keluarga tetap
dianggap keluarga, tapi tidak lagi diikutkan
dalam acara-acara keagamaan Hindu atau
acara adat orang Bali. Tapi kalau ia bercerai
dengan suaminya, kalau ia masuk agama
Hindu kembali maka ia harus diupacarai
kembali baru ia bisa diterima di dalam adat
dan sudah diperlakukan layaknya orang
beragama Hindu. Pembinaan bagi orang yang
telah melakukan perkawinan campur,
diserahkan pada keluarga yang diikutinya,
umpamanya perempuan Bali menikah dengan
laki-laki Komring, maka keluarga laki-laki
tersebut harus bertanggungjawab untuk
melakukan pembinaan terhadap perempuan
Bali yang telah masuk Islam tersebut.

Upacara Keagamaan

Upacara keagamaan di Desa Nusa Bali
dapat menjadi sarana adaptasi bagi suku
bangsa yang ada. Upacara keagamaan adalah
upacara agama Hindu dan Islam. Upacara
keagaman bagi masyarakat Bali adalah
Upacara kematian (ngaben) atau upacara
persembahyangan di Pura. Kalau ada acara
kematian di Pura atau di kuburan, orang Jawa
dan Komring memanfaatkanya untuk
berjualan. Karena acara tersebut memakan
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waktu yang lama, mereka manfaatkan untuk
berjualan di kuburan. Biasanya mereka
berjualan minuman, buah-buahan, mi ayam,
es campur, rujak dan lain-lain. Orang Komring
dan Jawa berjualan di luar lokasi kuburan,
biasanya mereka berjualan hampir setiap hari,
kalau acara pembakaran mayat memakan
waktu selama 4-6 jam. Pembakaran mayat itu
tempatnya dikuburan. Tidak setiap orang
meninggal lansung dibakar tergantung situasi
dan kondisi kadangkala sampai 3 atau 4 hari
sambil menunggu acara ritualnya baru
diadakan pembakaran. Ada juga dikubur dulu,
setelah beberapa tahun atau bulan baru
diadakan upacara pembakaran atau
Ngabennya. Ada juga acara Ngaben
dilakukan secara ramai-ramai, mayat itu
terlebih dahulu dikumpulkan baru diadakan
uparaca ngabenya, kadangkala bisa nyampai
ratusan mayat, walaupun kondisi mayat itu
sudah tidak utuh lagi. Selama upacara
pembakaran mayat berlansung orang Bali
tidak ada yang tidak hadir di komplek makam,
semuanya menyaksikan berlangsungnya
upacara, sementara orang Komring dan Jawa
sibuk dengan berjualan di komplek makam
tersebut, disanalah terjadi pembauran antara
suku bangsa.

Bagi agama Hindu ada hari-hari besar
agama mereka. Hari-hari besar atau hari-hari
raya yang harus dihormati dan dirayakan bagi
masyarakat Bali adalah: Hari Raya Nyepi : Di
Bali Nyepi dilakukan selama satu minggu.
Selama satu minggu itu orang Bali tidak keluar
rumah dan diam saja di rumah, menghidupkan
api tidak, makan tidak, minum tidak dan
berbicarapun tidak selama satu hari satu
malam, mulai jam enam sampai jam enam
keesokan harinya. Dalam nyepi orang Bali
hanya berate atau bertapa di dalam kamar
selama satu hari satu malam, bagi anak-anak
kecil ia hanya cuma puasa saja sedangkan
beratenya tidak, tergantung tingkat kesucian
seseorang. Hari Raya Nyepi dirayakan

disekitar bulan Maret setiap tahunya.
Bedanya dengan di Bali, kalau di Bali orang
tidak melakukan Nyepi hukumnya didenda
bisa berbentuk uang, kalau di Desa Nusa
Bali selain dari orang Bali boleh keluar rumah
atau berkeliaran di dalam kampung.
Masyarakat Bali di Desa Nusa Bali tidak
menerapkan hukum adat seperti di Bali jika
tidak melakukan nyepi bagi yang bukan orang
Bali. Pada saat orang Bali nyepi orang yang
bukan Bali tidak masalah kalau ia keluar rumah.
Selama orang Bali melakukan nyepi, orang
yang bukan Bali tidak akan bertamu ke rumah
orang Bali selama nyepi masih berlangsung.
Begitu juga dengan Hari Raya Galungan, Hari
Raya Galungan adalah hari kemenangan
Darma melawan Darta, dan hari raya ini
dirayakan enam bulan sekali, biasanya jatuh
pada hari rabu kliwon. Hari Raya Galungan
masyarakat Bali melakukan sembahyang
bersama di Pura, setelah itu bersilaturrahmi
ke rumah tetangga. Kemudian Hari Raya
Kuningan: Hari raya ini dilakukan setelah 10
hari, hari Raya Galungan. Pelaksanaanya juga
melakukan sembahyang bersama di Pura,
setelah itu juga bersilahturrahmi ke rumah
tetangga, pada perinsipnya sama dengan hari
Raya Galungan. Ketiga hari raya tersebut
dilakukan oleh semua orang Bali, karena
sudah merupakan tradisi yang diterima dari
nenek moyang mereka dari dahulu.

Untuk merayakan hari-hari raya tersebut
masyarakat Bali melakukannya di Pura, ada
dua buah Pura yang besar di desa Nusa Bali
untuk tempat melakukan sembayang. Selama
orang Bali melakukan persembahyangan di
Pura, hal itu di manfaatkan oleh suku bangsa
lain untuk berjualan seperti suku bangsa Jawa
dan Komring. Mereka berjualan makanan di
luar pagar Pura, jika orang Jawa dan Komring
telah berjualan makanan, maka orang Bali
tidak mau lagi berjualan makanan pada waktu
persembahyangan, mereka hanya sibuk
untuk beribadah di Pura. Bagi umat Islam

2 Wawancara dengan Kt. Redike 16 April 2012 di Desa Nusa Bali
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Komring dan Jawa juga punya acara-acara
keagamaan seperti hari raya Idul Fitri, Idul
Adha, maulid Nabi, Isra’ Mi’raj dan
peringatan-peringatan hari besar Islam lainya.
Dalam setiap ada kesempatan pada waktu
hari-hari besar Islam pemuka agama Islam
selalu menyampaikan himbauan kepada
seluruh umat Islam di Desa Nusa Bali agar
menjalin persatuan dan kesatuan dan saling
menghormati antar umat beragama. Dengan
melalui himbauan dan sosialisasi oleh
berbagai pihak, maka kehidupan antar umat
beragama terjalin dengan baik.

Memahami Bahasa dan Budaya

Strategi lain yang dipakai oleh orang Bali
dalam beradaptasi dengan penduduk
setempat adalah dengan memahami bahasa
dan budaya. Bahasa adalah suatu alat untuk
berkomunikasi antar sesama. Jika terjadi
perkawinan campuran antara orang Bali
dengan Komring maka bahasa yang
digunakan adalah bahasa Indonesia, begitu
juga dengan anak-anak mereka akan diajari
mengunakan bahasa Indonesia. Untuk
memahami bahasa penduduk setempat
ternyata tidak gampang dan memerlukan
waktu yang relatif cukup lama, namun lama
kelamaan akhirnya kedua belah pihak sudah
dapat memahami bahasa masing-masing.
Berdasarkan pengakuan dari salah seorang
informan yang tergolong pada generasi
pertama yang ditransmigrasikan dari Pulau
Bali ke Desa Nusa Bali mengatakan:

“Padaawal kedatangan orang Bali
ke daerah sini sudah ada orang
kampung atau orang Komring sebagai
penduduk asli disekitar sini, walaupun
jumlahnya juga tidak banyak, dan
rumahnya juga jarang-jarang. Orang
Bali bertemu dengan orang Komring
ketika ada acara gotong royong
bersama, pada waktu itu sudah ada

gotong royong pembuatan jalan atau
membersihkan jalan-jalan setapak di
sekitar daerah tempat kami bermukim.
Kemudian juga dalam aktifitas di pasar
atau jual beli hasil kebun dan lain
sebagainya. Dalam berinteraksi itu
pada awalnya orang Komring tidak
mengerti bahasa kami dan kami juga
tidak mengerti bahasa mereka. Pada
awalnya sering terjadi perselisihan
antara orang Bali dengan orang
Komring, karena bahasa masing-
masing sama-sama tidak paham.
Namun lama kelamaan dan telah sering
berkomunikasi, maka dengan secara
berangsur-angsur dapat saling
memahami bahasa masing-masing”.*

Untuk mengatasi persoalan bahasa yang
saling bertentangan satu sama lain tersebut,
maka diperlukan tokoh-tokoh masyarakat Bali
maupun masyarakat Komring yang bisa
menyatukan dan mengatasi masalah bahasa
tersebut. Artinya bahwa bahasa yang sama
pengucapannya belum tentu sama artinya
bagi suku bangsa Bali dan Komring. Akan
tetapi seiring berjalanya waktu lama kelamaan
kedua belah pihak dapat memehami bahasa
masing-masing, benturan atau perselisihan.
mengenai bahasa dapat diatasi, akhirnya
kedua belah pihak dapat saling memahami.
Sehingga tidak lagi terjadi perselisihan
mengenai pengertian bahasa yang saling
betentangan tersebut.

Pendayagunaan Sarana Ekonomi

Mata pencaharian utama warga
transmigrasi Bali di Desa Nusa Bali adalah
petani. Dalam pekerjaan, werga melakukan
kegiatan tolong menolong dalam hal
menggarap sawah atau ladang yang
dikerjakan secara bergiliran. Sebagian besar
mereka menanam padi dan pelawija, dengan
panen 2 kali dalam setahun. Jenis padi yang

2 Wawancara dengan Kt. Redike 14 April 2012 di Desa Nusa Bali
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ditanam adalah padi lokal (IR 62 dan IR 64),
dengan sistem sawah pengairan, namun
sawah yang dapat dialiri pengairan ini hanya
sawah yang terdapat di Dusun Jati Sari,
sementara dusun yang lainya hanya
mengandalkan air tadah hujan.

Selain bersawah, mereka juga memiliki
kebun/ladang yang ditanami pohon kopi, lada
dan tanaman lainya seperti coklat. Dalam
kegiatan bertani tersebut, werga transmigrasi
melakukannya dengan cara bergotong
royong atau tolong menolong secara
bergiliran. Kegiatan gotong royong dalam
berladang dilakukan warga transmigrasi Desa
Nusa Bali adalah ketika pertama kali membuka
lahan, karena masih banyak pohon besar atau
tunggul kayu yang membutuhkan banyak
tenaga untuk membersihkan dan menebang.
Selain itu juga mencangkul, membuat tanggul,
menanam bibit, dan waktu panen serta
membunuh hama, dibutuhkan banyak tenaga
untuk mengerjakannya. Sampai sekarang
tolong menolong dalam berladang masih
bayak dilakukan, walaupun ada
kecendrungan kegiatan tolong menolong atau
gotong royong ini akan semangkin
menghilang, hal ini disebabkan karena sudah
banyak diantara warga desa sudah sibuk
dengan urusan mereka masing-masin.

Sikap tolong menolong dalam memenuhi
kebutuhan pokok sangat diperlukan, terlebih
saat awal mereka menempati Dsa Nusa Bali
(tahun 1963), ditambah lagi setelah tidak
mendapatkan jatah bahan makanan dari
Jawatan Transmigrasi. Waktu itu setiap
keluarga belum memperoleh panen yang
mencukupi sehingga banyak yang kehabisan
bahan makanan, dari kebutuhan inilah mampu
menumbuhkan sikap tolong menolong yang
sebagian dari mereka masih
mempertahankannya sampai sekarang.

Disamping tolong menolong dalam
pertanian, juga dilakukan tolong menolong
dalam memenuhi kebutuhan material terutama
pada masa paceklik yang mengalami kesulitan
bahan pangan. Saling menolong antar

tetangga berupa saling meminjam uang atau
beras biasa dilakukan secara sukarela. Pinjam
meminjam uangsecara pribadi karap dilakukan
bila seseorang membutuhkan uang secara
mendadak dan dalam jumlah yang tidak begitu
banyak. Sekalipun memiliki padi yang dapat
dijual, namun dalam waktu singkat hal
tersebut sulit dilakukan. Dalam pinjam
meminjam ini tidak ada perjanjian khusus
mengingat peminjam dan yang meminjam
mungkin bersaudara atau tetangga yang
sudah saling kenal mengenal. Jika terdapat
janji, muncul dari peminjam yang berjanji akan
mengembalikan pinjamannya bila uang telah
ada. Cara-cara peminjaman seperti ini tidak
pernah memakai bunga pinjaman. Sebagai
tanda berterima kasih atas pinjaman yang
diberikan, peminjam mengembalikan uang
disertai dengan pengiriman makanan, serta
ucapan terima kasih telah menolong. Orang
yang meminjamkan uang pun tidak
berkeberatan meminjamkan uang. Bagi mereka
menolong orang yang sedang membutuhkan
pertolongan merupakan perbuatan mulia.
Adaptasi dan interaksi yang dilakukan
dengan penduduk setempat yakni orang
Komring sebagai penerima transmigran
terdapat hubungan yang saling
membutuhkan satu sama lain. Dari hasil
wawancara dengan  informan
mengungkapkan bahwa motif penduduk
setempat berhubungan dengan para
transmigran adalah mereka ingin menimbah
ilmu pengetahuan terutama tentang pertanian
menetap seperti bersawah dan menanam
buah-buahan dan sayur sayuran. Sebaliknya,
para transmigran sebagai pendatang ingin
menimbah ilmu pengetahuan dari penduduk
setempat tentang pola menanam di ladang
seperti, tanaman karet, kopi dan lada, karena
pada umumnya orang Bali yang datang ke
Desa Nusa Bali dikampungnya adalah
sebagai petani sawah. Dalam hal ini mereka
saling menimbah ilmu pengetahuan dan
penerapkan alat-alat teknlogi yang dianggap
lebih menguntungkan. Tukar menukar dalam
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pengetahuan inilah menjadikan hubungan
mereka menjadi harmonis dan saling
membutuhkan.

Pada awalnya penduduk setempat yakni
orang Komring terbiasa menggunakan
cangkul bergagang panjang tanpa
lengkungan di ujungnya dalam mengelolah
tanah, setelah melihat cangkul orang Bali
yang bergagang lebih pendek dan
melengkung di ujung, mereka merasa tertarik
untuk mencobanya. Menurut perkiraan
mereka, cangkul yang lebih pendek akan
efektif menancap ke dalam tanah tanpa
memerlukan tenaga yang banyak. Pada
awalnya mereka canggung menggunakan
cangkul tersebut karena terbiasa
menggunakan cangkul bergagang tegak lurus
dan tinggi. Sekarang mereka telah
menggunakan cangkul pendek seperti orang
Bali, cangkul seperti itu dianggap lebih
produktif, dan sebaliknya orang Bali
mengunakan parang panjang untuk
memotong rumput serta menebas kayu
meniru parang orang Komring. Demikian juga
sabit yang biasa dipergunakan orang Bali
dalam menuai padi, sekarang juga sudah
dipakai oleh masyarakat setempat.

Pentas Seni/Pertunjukan

Pada awal kedatangan transmigrasi Bali
di Desa Nusa Bali antara tahun 1965-1976
sering mengadakan petunjukan seni. Pentas
pertunjukan kesenian ini dilakukan adalah
untuk bersosialisasi dengan penduduk
setempat. Pentas seni dilakukan terutama
pada hari-hari peringatan seperti peringatan
17 Agustus. Dalam acara peringatan itu
diadakan petunjukan malam kesenian antara
lain petunjukan kesenian yang ditampilkan
adalah “Tari Bali” dan “Jaipongan” bagi
masyarakat Jawa. Pernah sekitar tahun 1978
desa yang ada di daerah Belitang ini

dikunjungi oleh Menteri Penerangan
Harmoko, acara peringatan 17 Agustus itu
dipusatkan peringatannya di Kota Gumawang
Belitang. Pada acara tersebut transmigrasi
Bali menampilkan kesenian dan juga
diampilkan nyanyian “Transmigrasi orang Bali
korban Gunung Agung”. Berikut penuturan
salah seorang informan yang pernah ikut
menyanyikan lagu Transmigrasi Korban
Gunung Agung tersebut:

“Nyanyian Transmigrasi orang Bali itu
bunyinya seperti ini “Kami ini
transmigrasi sisa kurban Gunung
Agung, yang ada di Pulau Bali,
Meletusnya tahun 1963, Sejak sejak
itu kami berada disini””. Nyanyian
ini dinyanyikan setiapa ada acara
peringatan ulang tahun RI tanggal 17
Agustus terutama di Desa Nusa Bali
ini, biasanya nyanyian ini dinyanyikan
oleh perempauan dan laki-laki
sebanyak 12 orang istilahnya dalam
acara “gayung bersambut atau
berbalas pantun” dengan diiringi
tarian Bali”.®

Berdasarkan keterangan dari sebagian
informan bahwa petunjukan pentas seni
tersebut sudah jarang dilakukan, terutama
kesenian Bali yang untuk dipertontonkan, tapi
kalau untuk ritual atau adat masih tetap
dilakukan. Petunjukan pentas seni itu tidak
dilakukan lagi karena keadaan sosial ekonomi
masyarakat sudah semangkin membaik, maka
dengan sendirinya orang sudah semagkin
sibuk dalam beraktifitas dalam hal ekonomi.
Kebanyakan masyarakat di desa Nusa Bali
pergi pagi pulangnya sudah sore bahkan
sampai malam, dengan sendirinya perhatian
masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat
kegiatan sosial atau yang menyangkut
dengan kegiatan kesenian jadi terabaikan,

% Wawancara dengan Kt. Redike 13 April 2012 di Desa Nusa Bali
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Penutup
Simpulan

Pelaksanaan transmigrasi yang dimulai
tahun 1963 di Desa Nusa Bali sampai dengan
tahun 1989, telah banyak membawa
perubahan tata cara hidup masyarakatnya.
Baik transmigasi yang berasal dari Bali
maupun transmigrasi dari Jawa dan juga
penduduk setempat. Sebelum ada
transmigrasi Desa Nusa Bali masih sangat
sedikit penduduknya dan kehidupan sosial
ekonominya juga masih sangat sederhana.
Sarana dan prasarana umum belum ada. Jalan
dari Belitang ke Desa Nusa Bali masih berupa
jalan tanah dan sempit sehingga Desa Nusa
Bali masih merupakan daerah yang masih
terisolir.

Sebelum ada transmigrasi, sebagain
besar wilayah Desa Nusa Bali masih berupa
hutan. Penduduk yang sangat sedikit dengan
lahan yang sangat luas menyebabkan daerah
tersebut kekurangan tenaga dan tak dapat
dikembangkan menjadi daerah yang
produktif. Setelah adanya transmigrasi, secara
berangsur-angsur Desa Nusa Bali sudah
mulai berkembang. Tahun demi tahun
kehidupan sosial ekonomi masyarakat terus
meningkat dan sekarang Desa Nusa Bali telah
menjadi daerah yang maju. Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah
menetapakan daerah Belitang menjadi
lumbung beras dan jagung bagi Provinsi
Sumatera Selatan. Pada umumnya program
transmigrasi menitik beratkan pada pola
usaha tanaman pangan, perkebunan dan
sektor lainya seperti peternakan, dan lain-lain.

Dalam berinteraksi cendrung
mengedepankan kerjasama, baik sesama
penduduk transmigran maupun penduduk
setempat dalam komtak sosial dan
budayanya. Keserasian yang terjadi antara
masyarakat, baik kepentingan individu
maupun kepentingan bersama tidak begitu
diperdebatkan sehingga dapat mempertebal
rasa persatuan dan kebersamaan. Dalam
menangani masalah komplik yang mungkin

terjadi, dapat diselesaikan dengan
musyawarah di antara mereka.

Interaksi dan adaptasi antar etnis ini
dapat menjadi jambatan bagi generasi muda
untuk mencari jodoh sehingga cukup banyak
di antara mereka yang melakukan perkawinan
campur antara anak-anak transmigrasi asal
Bali dengan penduduk setempat. Adanya
adaptasi antara warga transmigrasi dengan
penduduk setepat merupakan pendudukung
kultur budaya lokal, yang menebabkan
mereka dapat saling pengaruh mempengaruhi
dan dapat memperkaya kasanah budaya
daerah. Mereka bisa saling belajar dan saling
menghormati kedua kultur yang berbeda,
sehingga hubungan mereka menjadi lebih
harmonis dan dapat menjalin kerjasama yang
baik, Banyak diantara mereka yang mengusai
bahasa Jawa dan bahasa Komring.

Saran

Kehadiran transmigrasi juga menyimpan
potensi komplik, oleh karena itu di samping
kita harus saling menghargai dan saling
menghormati, kitajuga harus saling mengenal
dan saling menyelami perbedaan dapat
menjadi anugrah yang berharga dari Allah
SWT untuk mempererat tali persatuan dan
kesatuan bangsa. Diharapkan kepada
pemerintah setempat dan unsur terkait, agar
dapat terus menerus melakukan pembinaan
terhadap warga transmigrasi, sehingga akan
terwujud rasa persatuan dan kesatuan
bangsa.
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TRANSMIGRAN DI SUMATERABARAT
“DARI MASYARAKAT TERPENCIL MENJADI PUSAT
PEREKONOMIAN”

Efrianto A.

Abstract

Resettlement is a program implemented by colonial government and continues
to this day. The main reason of resettlement is how government can reduce population
density in Java and open up new economic zones outside Java. Java, Bali and Lombok
constitutes as the origin of migrants and the island of Sumatra, Kalimantan, Celebes
and Papua constitutes as location of resettlement. Varied resettlement patterns applied
by government. Colonial government is more inclined to the interests of colonizers in
opening new plantations. In Old Order, resettlement is designed to give more life to
the struggle army members while in New Order, resettlement is focused in opening
new economic zones and move the residents because the construction carried out by
government at that time. The resettlement location is generally located in remote
areas away from residential areas. These conditions led people to struggle and make
a lot of sacrifice. The subsequent developments show the resettlement region has
grown to become a new economic zone. In West Sumatra, there are three growing and
thriving resettlement area namely Dharmasraya, South Solok and West Pasaman.

Keywords: resettlement, Old Order, New Order.

Pendahuluan

Program transmigrasi di Pulau Sumatera
sebenarnya  meneruskan  program
pengembangan pertanian di luar Jawa yang
telah di mulai oleh pemerintah Belanda dengan
nama politik Etis / Balas Budi. Setelah
Indonesia merdeka, pemerintahan orde lama
dan orde baru melakukan pengembangan
lahan pertanian dan perkebunan ke luar pulau

Jawa. Program ini dikenal dengan nama
intensifikasi dan extensifikasi pertanian. Untuk
mensukseskan ke dua program tersebut
pemerintah kembali memindahkan penduduk
dari Jawa ke luar Jawa dalam jumlah banyak.
Karena istilah Etis / Balas Budi dianggap
kurang bagus, maka pemerintah orde lama
merasa perlu mencari nama baru, untuk
program pemindahan penduduk antar pulau

1 Nugraha Setiawan, 2005 “ Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-
2005* Bandung: Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengajar pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas

Padjajaran

45



Suluah, Vol. 13. No. 17, Desember 2013

di Indonesia, akhirnya disepakati nama yang
dipakai adalah transmigrasi.?

Transmigrasi merupakan salah satu cara
yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama
untuk mempercepat pembangunan dan
mengurangi kepadatan penduduk di Pulau
Jawa serta menumbuhkan kawasan pertanian
dan perkebunan baru di luar Jawa. Pada masa
Orde Lama transmigrasi pertama kali terjadi
tanggal 12 Desember 1950 dengan
diberangkatkan sebanyak 23 Kepala Keluarga
(77 jiwa) dari Pulau Jawa ke Lampung.®

Secara nasional pelaksananan
transmigrasi pada masa Orde Lamu tidak
sesuai dengan target program yang telah
ditetapkan, sebab realisasi penempatan
transmigrasi sejak tahun 1950 hingga 1968
mencapai 98.631 KK. Jika diasumsikan setiap
KK terdiri atas 4 sampai 5 jiwa, maka jumlah
transmigran mencapai 400 hingga 500 ribu jiwa.
Jumlah itu jauh meleset dari yang
diprogramkan oleh kepala Jawatan Ir HAO
Tambunan yang merencanakan pemindahan
penduduk dari pulau Jawa ke pulau-pulau
lainnya selama 15 tahun sebanyak 31 juta jiwa.*

Pada masa Orde Baru pelaksanaan
transmigrasi terdiri dari ; Pertama,
Transmigrasi Umum (TU) yang dari segi
anggaran dibiayai sepenuhnya oleh
pemerintah dan pada umumnya berada di lahan
basah dan kering. Kedua, Transmigrasi
Swakarsa Berbantuan (TSB) yang sebagian
besar biayanya dijamin oleh pemerintah dan
pada umumnya untuk prasarana dan sarana
pemukiman. Sedangkan sebagian lagi dibiayai
oleh fasilitas kredit penanaman kebun kelapa
sawit dan sarana produksi lainnya seperti
nelayan. Ketiga, Transmigrasi Swakarsa

Ibid

o s ow N

1997 tentang ke Transmigrasian.
Op.cit “ Ayo Ke Tanah Sebarang” him 19

~ o

Barat, him 76
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Mandiri (TSM), yang dibiayai sendiri oleh
transmigran sedangkan pemerintah hanya
menyediakan lahan saja untuk setiap kepala
keluarga.®

Di samping perubahan bentuk
pelaksanaan transmigrasi, daerah pesebaran
transmigrasi semakin luas pada masa Orde
Baru. Seluruh pulau di Indonesia kecuali Jawa,
Madura dan Bali dijadikan sebagai lokasi
penempatan transmigrasi seperti Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya,
Nusa Tenggara. Dampak kehadiran
transmigrasi dikawasan itu mendatangkan
dampak yang luar biasa, salah satu hasilnya
adalah di bidang infrastruktur, seperti
pengembangan jalan trans Sumatera, Trans
Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Irian, Trans
Maluku. Sampai tahun 1993 jumlah
transmigrasi yang telah diberangkatkan dari
daerah asal ke daerah baru, mulai zaman
kolonial Belanda sampai tahun 1993 adalah
6.4 juta orang atau 1.750.000 Kepala
Keluarga.®

Pelaksanaan transmigrasi di Sumatera
Barat telah dimulai semenjak masa Orde Lama
dengan wilayah penempatan di Kabupaten
Pasaman dan Kabupaten Sawahlunto
Sijunjung. Pelaksanaan transmigrasi pada
masa Orde Baru di Sumatera Barat semakin
meningkat berdasarkan laporan dari kanwil
Dapartemen Transmigrasi Sumatera Barat
menyebutkan bahwa transmigran yang telah
dipindahkan ke Sumatera Barat sampai tahun
1988 berjumlah 10.787 KK yang tersebar di
Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sawahlunto
Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota,
Kabupaten Solok, Kabupaten Padang
Pariaman (Mentawai) dan Kabupaten Pesisir
Selatan.”

Patrice Levang, 2003 “Ayo Ke Tanah Sebarang“ Jakarta: Gramedia, him 11

Rakyat Merdeka “Potret Transmigrasi dari Masa ke Masa” terbit pada tanggal 09 desember 2010
Undang-Undang Repbulik Indonesia No. 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun

Badan Pusat Statistik, 1988 Sumatera Barat dalam Angka Tahun 1988 Padang: BPS dan Bappeda Sumatera
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Dalam konteks itulah tulisan ini ingin
menjelaskan wilayah-wilayah transmigrasi di
Sumatera Barat mulai zaman Orde Lama sampai
Orde Baru. Tulisan ini diharapkan bisa
dimanfaatkan oleh Pemerintah Sumatera Barat
dalam memahami kondisi transmigran yang
terdapat di wilayah ini. Sehingga bisa
mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat
kemajuan dan mengatasi persoalan yang
timbul akibat kedatangan transmigran. Di
samping itu tulisan ini akan menambah
pemahaman masyarakat tentang bahwa
keberhasilan yang diraih tranmigran
membutuhkan perjuangan dan pengorbaan
dari para transmigran.

Sesuai dengan metode penelitian sejarah,
tulisan ini dimulai dengan tahap pertama yaitu
pengumpulan data yang disebut heuristik.
Tahap berikutnya adalah melakukan kritik
terhadap data-data yang telah diperoleh baik
kritik ekstern maupun intern, guna menjamin
otensitas dan kredibilitas dari data. Setelah
melalui tahap kritik, maka dilanjutkan dengan
interpretasi dan penulisan. Pengumpulan data
dilakukan melalui penelitian pustaka dan
penelitian lapangan.

Pembahasan

Membicarakan bagaimana perjalanan
transmigrasi di Sumatera Barat pada masa Orde
Lama. Maka terlebih dahulu akan dijelaskan
tentang perkembang wilayah dan adminstrasi
Sumatera Barat itu sendiri. Sebelum tahun
1957, Nama Sumatera Barat belum dikenal yang
ada adalah nama Sumatera Tengah yang saat
ini menjadi 4 Propinsi yaitu Sumatera Barat,
Riau, Kepulauan Riau dan Jambi. Ketika kita
membahas tentang bagaimana perjalanan

transmigrasi maka sebelum tahun1957, kata
yang terdapat adalah Sumatera Tengah. Dalam
tulisan M. Syamsul menjelaskan bahwa
Sumatera Tengah merupakan salah satu
wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan
transmigrasi oleh pemerintah Orde lama
sedangkan penyelidikan dan penelitian
tentang wilayah penempatan transmigrasi
telah dilaksanakan semenjak masa Belanda.
Penelitian dan peneyelidikan pertama
diadakan pada tahun 1938 dilaksanakan di
daerah Batahan Kabupaten Pasaman, luas
lahan yang disediakan lebih kurang 30.000 Ha
tanah seluas tersebut yang selesai diteliti
seluas 22000 Ha, berdasarkan penelitian yang
cocok adalah 19000 Ha. Penyelidikan
kemudian juga dilaksanakan di daearah
Surulangun — Tembesi setelah dilakukan
penyelidikan dari 125000 Ha yang diangap baik
adalah 42000 Ha sedangkan di daerah Bangko
— Tabir dari 11000 yang disediakan hanya
57000 Ha yang diangap baik.®
Penyelidikan dan penelitian yang
dilaksanakan oleh Belanda ini dijadikan
panduan dalam menyusun pelaksanaan
transmigrasi pada fase-fase berikutnya. Di
Sumatera Barat ada beberapa daerah yang
dijadikan sebagai lokasi penempatan
transmigrasi. Daerah pertama yang didiami
oleh transmigrasi pada masa orde lama adalah
Koto Baru proses pemindahan transmigran
tersebut terjadi pada tahun 1953. Pelaksanaan
transmigrasi pada masa orde lama yang terakhir
dilaksanakan padatahun 1968 dengan lokasi
penempatan di daerah Sungai Tambang.
Berikut rincian daerah transmigrasi di
Sumatera Barat pada masa Orde Lama :

8 Amral M. Sjamsu Dari Kolonialisasi ke transmigrasi Djakarta : Jembatan, 1960 him 74
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Tabel 1

Lokasi dan Jumlah Transmigrasi Pada Masa Orde Lama Di Sumatera Barat
No | Tahun Daerah Penempatan Asal Transmigrasi Jumlah KK Jiwa
1 1953 Koto Baru Jawa Tengah 83 293
Jawa Timur 177 702
Lokal 44 127
2 1954 Koto Baru Yogyakarta 78 252
Tongar Lokal / Suriname 293 1012
Desa Baru Yogyakarta 42 143
3 1955 Kota Baru Jawa Tengah 29 102
Padang Lawas Jawa Tengah 45 146
Jawa Timur 26 146
Desa Baru Jawa Timur 61 262
4 1956 Desa Baru Jawa Barat 63 285
Jawa Tengah 27 115
Pulau Mainan Jawa Tengah 113 531
Yogyakarta 25 105
Jawa Timur 113 421
5 1962 Kinali Jawa Barat 100 481
6 1963 Kinali Jawa Barat 44 201
Jawa Tengah 131 632
Yogyakarta 30 128
Jawa Timur 83 449
7 1964 Kinali Jawa Tengah 102 746
8 1965 Lepau Temperung Jawa Tengah 404 1664
Koto Rajo Jawa Tengah 45 122
Sungai Tambang Jawa Tengah 110 414
Jawa Timur 49 271
Dusun Tinggi Jawa Timur 199 769
Lokal 16 106
Lokal 44 166
9 1966 Koto Rajo Jawa Barat 61 241
10 1968 Tongar Jawa Barat 101 476
Sungai Tambang Jawa Barat 152 745
Jawa Tengah 48 194
Yogyakarta 47 221
Jawa Timur 101 476

Sumber : Sumatera Barat dalam Angka Tahun 1988

Data di atas menjelaskan pada masa orde
lama kawasan penempatan transmigrasi
terkonsentrasi di Kabupaten Pasaman dan
Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.
Transmigrasi terbanyak terjadi pada tahun
1965 dengan jumlah transmigran 867 KK dan
jumlah transmigran terkecil terjadi pada
tahun1966 dengan jumlah 61 KK. Proses
pengiriman transmigrasi ke Sumatera Barat,
sempat terhenti dari tahun 1957 — 1961. Faktor
utama yang menyebabkan terhentinya proses
pengiriman transmigrasi ke Sumatera Barat
adalah masalah keamanan, sebab pada tahun-

48

tahun tersebut di Sumatera Barat sedang
terjadi pergolakan wilayah yang dikenal
dengan peristiwa Pemerintahan Revolusi
Republik Indonesia (PRRI). Sedangkan
pelaksanaan transmigrasi lokal pertama di
Sumatera Barat terjadi pada tahun1954 dengan
lokasi penempatan di Tongar. pada masa orde
lama telah berhasil memindahkan 2696 KK. Dari
2696 KK terdapat 60 KK merupakan
transmigrasi lokal.

Masing-masing wilayah transmigrasi
pada masa orde lama ternyata memiliki cerita
tersendiri bagaimana proses pembebasan
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lahan, proses kedatangan transmigran dan
kehidupan transmigran di wilayah baru
tersebut. Salah satu daerah transmigrasi di
masa Orde lama yang terkenal di Sumatera
Barat adalah unit transmigran di Tongar.
Transmigran yang pindah kekawasan ini
merupakan Orang Jawa yang terdapat di
Suriname. Oleh karena di Jawa sudah tidak
ada lahan kosong dan di Lampung telah
dicadangkan sebagai daerah Transmigrasi dari
Jawa, maka Jawatan Transmigrasi
mengusulkan sebidang tanah di Sumatera
Tengah.®

Jawatan Transmigrasi bekerjasama
dengan Yayasan Tanah Air mengadakan
peninjauan ke Kenagarian Air Gadang
Pasaman, untuk melihat tanah seluas 5200 ha.
Untuk mensukseskan program transmigrasi
maka pemerintah melakukan dialog dan
kerjasama dengan ketua-ketua adat agar mau
menyerahkan tanah mereka kepada
pemerintah. Kepala-kepala adat setempat
bersedia menyerahkan tanahnya dengan
beberapa persyaratan khusus yang tercantum
dalam Akte Penyerahan yang ditandatangani
tanggal 8 Mei 1953, pasal-pasal terpenting
berbunyi sebagai berikut “Kami menyerahkan
tanah ini kepada Pemerintah Kabupaten
Pasaman supaya pemerintah selanjutnya
dapat menyerahkannya lagi kepada saudara-
saudara kami dari Suriname dan keturunannya
menjadi hak milik mereka dengan syarat-syarat
berikut”. Pendatang baru akan menjadi
anggota masyarakat adat dan berada di bawah
Pemerintahan Nagari Air Gadang sehingga
mereka mengambil bagian pada suka duka
penduduk asli Air Gadang.™

Di samping itu pemerintah memberikan
jaminan akan memberikan Ganti rugi untuk
hasil tanaman-tanaman yang sudah
diusahakan oleh penduduk asli disana. Dalam

proses ganti rugi diatur oleh Pemerintah
Kabupaten Pasaman bersama-sama dengan
ninik mamak daerah yang bersangkutan
sesuai dengan adat dan dalam jumlah yang
layak. Akan tetapi beberapa bulan sebelum
Repatrian Suriname datang kepala-kepala adat
meminta kembali sebidang tanahnya yang
seluas 400 m dan terletak di sepanjang jalan
kelas I1.

Keputusan ninik mamak untuk menarik
tanah seluar 400 meter menyebabkan lokasi
transmigran tidak berada dipingir jalan. Survay
yang dilaksanakan tidak berdasarkan petunjuk
yang jelas menambah permasalahan di
kawasan transmigran tersebut. Sebab tanah
yang diperuntukan untuk transmigran ternyata
banyak aliran sungai dan kawasan tersebut
tidak cocok untuk tanaman padi sawah.
Persoalan ini berdampak untuk kehidupan
transmigran di Tongar, tiap keluarga hanya
diberi 1 ha dan sawah atau ladang sebanyak
4 ha / kk, dengan sistim pengolahan secara
berkelompok, satu kelompok biasanya terdiri
dari 4 kk.*

Penderitaan yang dihadapi oleh
masyarakat transmigran Tongar, belum
berakhir ketika terjadi pergolakan di daerah
Sumatera Barat. Para transmigran tidak berani
untuk mengarap dan mengolah lahan
pertanian mereka. Kondisi ini berlangsung
sampai tiga (3) tahun, akibatnya lahan yang
telah diolah menjadi terlantar. Selesai
pergolakan daerah bantuan yang diberikan
kepada Yayasan Tanah Air, tidak lagi berjalan,
akibatnya banyak sarana dan prasarana yang
rusak ketika masa pergolakan tidak bisa
dimanfaatkan lagi. Bagi transmigran yang
tidak sangup bertahan, banyak melarikan diri
ke Pakan Baru terutama bagi transmigran yang
memiliki skil di bidang mesin/teknisi.

® Eny May 2000 “ Transmigrasi dan Pengetasan Kemiskinan : Analisi Sejarah Program Transmigrasi di Kabupaten
Pasaman Sumatera Barat tahun 1941 — 1999 Padang : Pascasarjana Unand.

10 Op.cit
1 Op.cit
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Data di atas memperlihatkan bahwa
pelaksanaaan transmigrasi di Sumatera Barat
pada masa orde lama ternyata memiliki
persoalan yang sangat komplek mulai dari
bagaimana proses pembebasan lahan yang
tidak berjalan optimal. Survey yang tidak
berlangsung dengan optimal menyebabkan
lahan yang tersedia bagi peserta tidak sesuai
dengan rencana pelaksanaan transmigrasi.
Kondisi diperburuk oleh situasi keamanan
yang tidak kondusif sehingga proses
pemanfaatan lahan tidak berjalan dengan
optimal. Akibatnya banyak anggota
transmigrasi dari Suriname yang pindah dan

mencari ke hidupan baru di Pekanbaru, yang
saat itu telah tumbuh menjadi kota industri
baru. Peristiwa dan fenomena yang sama juga
ditemukan di daerah-daerah transmigrasi
lainnya.

Transmigrasi Masa Orde Baru

Pelaksanaan transmigrasi di Sumatera
Barat pada masa Orde Baru semakin intensif
hal ini terlihat dengan semakin banyaknya
perjanjian dan kesepakatan yang dihasilkan
antara pemerintah dengan ninik mamak di
beberapa nagari di Sumatera Barat.

Tabel 2
Kesepakatan Pemerintah dan Ninik Mamak di beberapa Nagari di Sumatera Barat

No Tempat Tanggal Perjanjian Luas Lahan
1 Lunang 23 Maret 1973 6.000
2 Mandi Angin 15 Pebruari 1975 3.200
3 Sungai Aur 29 November 1975 3.500
3 Silaut 17 Januari 1976 23.000
4 Kota Besar 28 Januari 1976 98.000
5 Bonjol 28 Januari 1976 6.000
6 Sungai Limau 19 Mei 1976 9.000
7 Tebing Tinggi 23 Mai 1976 5.000
8 Sungai Kunit 33.000

Data di atas memperlihatkan bahwa pemerintah
telah membebaskan lahan masyarakat dari
tahun 1973 - 1976 seluas 187.700 Ha. Lahan
inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah
untuk melaksanakan transmigrasi pada
periode-periode awal pelaksanaan
transmigrasi di Sumatera Barat. Sampai tahun
1988 ada beberapa daerah kabupaten yang

dijadikan lokasi penempatan transmigrasi
yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten
Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten
Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan
dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Berikut
penyebaran lokasi transmigrasi di Sumatera
Barat dari tahun 1973 -1988:
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Tabel 3
Transmigrasi di Sumatera Pada Masa Orde Baru 1973 — 1988

No Tahun Lokasi Penempatan Asal Transmigran Jumlah KK Jiwa
1 73/74 Sungai Tambang Yogyakarta 50 255
Jawa Tengah 100 513
Lunang Yogyakarta 150 572
Jawa Tengah 150 772
2 74/75 Kinali Yogyakarta 50 157
DKI 150 406
Lunang Yogyakarta 53 233
Jawa Tengah 247 954
3 76177 Sitiung Jawa Tengah 2001 8.819
Kinali Jawa Tengah 100 512
Yogyakarta 100 401
Jawa Timur 50 252
4 77178 Sitiung I1 Jawa Tengah 2000 8098
5 78179 Siat Lokal/ Sijunjung 362 2.108
Jawa tengah 900 4177
Agam + T. Datar 38 211
6 79/80 Kota Besar Lokal / APPDT 500 1.874
7 80/81 Kota Besar Jawa Tengah 478 2268
Jawa Timur 349 1393
Jawa Barat 100 414
Yogyakarta 62 218
Lokal/APPDT 511 3142
8 81/82 Lunang Il Jawa Tengah 225 995
Jawa Barat 91 347
Jawa Timur 130 540
Pesisir Selatan 54 237
Tebing Tinggi Jawa Barat 207 948
Jawa Tengah 7 332
Jawa Timur 166 694
Lokal/Sijunjung 50 304
9 82/83 Lunang 1 Yogyakarta 50 176
Jawa Tengah 98 411
Jawa Barat 150 615
Jawa Timur 152 591
Pesisir Selatan 50 297
10 83/84 Timpeh | Jawa Barat 205 903
Jawa Timur 23 87
Yogyakarta 150 557
Lokal / Sijunjung 122 601
Tebing Tinggi Jawa Barat 72 317
Tabek Yogyakarta 115 391
Jawa Timur 251 1019
Lokal /Sijunjung 62 342
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11 85/86 Timpah 11 Jawa Timur 65 243
Jawa Tengah 71 303
Jawa Barat 89 358
Lokal / Sijunjung 25 156
Timpeh 11 Lokal / Sijunjung 200 971
Tanah Datar 50 254
Lunang / Silaut Yogyakarta 100 341
Jawa Tengah 50 166
Jawa Barat 30 122
Salido 20 96
Pangkalan Jawa Tengah 96 383
Jawa Barat 161 619
Lokal/ 50 Kota 190 901
Medan 26 121
Padang 27 133
Sungai Kunyit Jawa Tengah 120 532
Jawa Barat 7 299
Solok 100 460
12 86/87 Sungai Aur Sumbar 268 1387
Sumut 4 30
Timpeh 11 Yogyakarta 51 181
Jawa Timur 50 192
Sumbar 25 134
Lunang Silaut Jawa Barat 76 316
Jawa Tengah 86 328
Yogyakarta 137 485
Jawa Timur 25 98
Sumbar 75 352
Sungai Kunyit Sumbar 187 1013
Tua Pejat Jawa Barat 63 294
Jawa Tengah 66 243
Jawa Timur 75 297
Sumbar 60 319
13 87/88 Pangkalan Sumbar 57 292
Jawa Barat 30 131
Sungai Aur Sumbar 100 528
Data di atas menjelaskan bahwa selama pembebasan lahan, kedatangan dan

transmigrasi di Sumatera Pada masa Orde Baru
di dominasi oleh transmigran dari Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Di
samping itu terdapat transmigrasi lokal dari
Pariaman, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan
dan Sawah Lunto Sijunjung yang mengikuti
program karena bencana alam dan direlokasi
yang dilakukan oleh pemerintah karena kondisi
pemukiman mereka. Program transmigrasi lokal
di Sawahlunto Sijunjung dan Pesisir Selatan
dikenal juga dengan Alokasi Penempatan
Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT).
Pelaksanaan transmigrasi di Sumatera
Barat pada masa orde baru juga memiliki
dinamika tersendiri baik dalam proses
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kehidupan masyarakat dikawasan tersebut.
Seperti yang terjadi di Transmigrasi Lunang
Kabupaten Pesisir Selatan. Penyerahan tanah
dari ninik mamak Nagari Lunang kepada
transmigrasi terjadi pada tanggal 23 Maret
1973. Dalam proses negosiasi antara
pemerintah dengan ninik mamak terdapat
beberapa kesepakatan yang harus dipenuhi.
Pertama, orang yang ikut bertransmigrasi disini
harus bersedia diangkat menjadi sanak
kemanakan. Kedua, mereka harus mengisi
cupak gantang di daerah yang baru, artinya
meraka yang datang di Nagari Lunang ini
harus mematuhi adat istiadat disini, sepeti
yang terungkap pada peribahasa yang
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menyebutkan “Dimana Bumi Dipijak, Disitu
Langit Dijunjung,”. Ketiga, mereka yang ikut
bertransmigrasi harus beragama Islam, ke
empat, mereka harus mematuhi ketententuan
yang menyebutkan”adat diisi, limbago
dituang.

Informasi di atas menjelaskan bahwa
dalam membuka kawasan transmigrasi antara
pemerintah dan ninik mamak terlibat dalam
berbagai kesepakatan salah satu pasal yang
dibuat adalah : keharusan bagi seluruh
transmigran yang datang harus beragama
Islam dan bergabung dalam suku-suku yang
terdapat di wilayah penempatan. Pasal-pasal
tersebut memberikan kemudahan kepada
seluruh transmigran untuk berintegrasi di
lokasi penempatan. Kehidupan transmigran
dalam perkembangan selanjutnya jauh lebih
baik dari penduduk asli. Hal ini terlihat hampir
diseluruh wilayah tranmigrasi di Sumatera
Barat. Seperti terlihat di lokasi transmigrasi
Lunang, bentuk rumah para transmigrasi
kebanyakan lebih modern, terbuat dari bahan
batu, beratap seng, dan mempunyai
perkarangan yang dipagar dan ditanami
berbagai tumbuhan dan buah-buahan. Hal
yang sama juga kita temukan di daerah
Dharmasraya, begitu banyak kawasan
transmigran yang lebih maju dibandingkan
dengan perkampungan masyarakat asli.

Cara kerja transmigran yangdinilai lebih
giat, lebih rajin, mereka mencangkul dan
berladang dan makan juga dari hasil ladang.
Sedangkan penduduk asli kebanyakan lebih
suka menjual hasil ladang mereka, dan membeli
kebutuhan makan yang harganya lebih tinggi.
Hal-hal diatas merupakan faktor utama
penyebab transmigrasi jauh lebih maju
dibandingkan dengan penduduk asli. Seiring
berjalannya waktu pelaksanaan transmigrasi
di Sumater Barat telah memunculkan kawasan-
kawasan ekonomi baru di Sumatera Barat.

Kabupaten Pasaman Barat dan
Kabupaten Dharmasraya sebagai sebuah
kabupaten baru tidak bisa dipisahkan dari
keberhasilan tranmigran di kawasan itu untuk
mengembangkan daerah mereka sehingga
menjadi sebuah pusat ekonomi baru. Di
samping itu keberhasilan kaum pendatang
untuk menjadi bupati atau wakil bupati
pertama di ke dua daerah tersebut menjadi bukti
bahwa kehadiran mereka dapat diterima oleh
penduduk asli. Hal ini membuktikan bahwa
kedatangan transmigran telah memunculkan
kawasan baru yang lebih maju dari daerah
induk. Padahal diawal kedatangannya
tranmigran kawasan ini merupakan kawasan
yang terpecil dan terpingirikan, namun kaum
transmigran telah merubah kawasan ini menjadi
daerah maju dan menjanjikan.

Penutup.

Keberhasilan transmigran untuk merubah
kehidupan dan menjadikan kawasan mereka
menjadi pusat perekonomian baru bukalah
sesuatu yang diraih dengan mudah. Banyak
pengorbanan dan jerih payah yang telah
dilakukan oleh transmigran untuk
mengwujudkan semua itu. Cerita perjuangan
dan pengorbanan yang dilakukan oleh
tranmigran seharusnya menjadi cambuk bagi
setiap penduduk di Sumatera Barat, bahwa
keberhasilan bukan diraih dengan mudah
namun harus melalui perjuangan dan
pengorbaban. Otonomi daerah menyebabkan
munculnya semangat kedaerahan untuk itu
pemerintah Pemerintah daerah melalui dinas-
dinas terkait mesti melakukan berbagai upaya
agar informasi tentang kepindahan
transmigran ke Sumatera Barat, kehidupan
transmigran dan proses mendapatkan lahan
harus disampaikan pada generasi muda untuk
mengindari konflik di kemudian hari. Untuk
itu diharapkan pemerintah harus melakukan

12 Seno dan Yondri 2007 “ Transmigrasi di Lunang Silaut” Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang
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berbagai langkah diantaranya :

1. Menerbitkan Buku yang mengungkapkan
proses kedatangan, pemberian lahan dan
kehidupan awal transmigran di Sumatera
Barat sebagai bahan bacaan untuk
masyarakat asli terutama generasi muda
untuk membangun kesadaran mereka
tentang transmigran.

2. Memberikan bantuan dan pelatihan
transmigran terutama pada kawasan yang
masih belum berkembang.

3 menfasilitasi terciptanya event-event yang
mendukung terciptanya interaksi antara
transmigran dengan penduduk asli secara
alami

4. Pemerintah Daerah perlu mengadakan
festival-festival yang menampilkan budaya
dan keunikan masing-masing etnis
Sumatera Barat untuk mengungkapkan
kekayaan budaya di Sumatera Barat
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PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI DONGENG

Silvia Devi

Abstract

Character education involves aspects of knowledge, feelings and actions. These
three things have to go hand in hand. Character education has become urgent at
this moment for the fact that moral state of society today worsens. Therefore,
government improves the quality of education by implementing character education.
One that can be applied as a method of learning for child is storytelling. We know
storytelling is a fiction or fantasy story that can be added or modified in accordance
with imagination and creativity of storyteller. Astorytelling embodies lesson of evil
and good characters. In storytelling, the most important aspect is not only the
delivery of message but also, therein lies the role of a storytelling for young children
in an attempt to study and mimic the good character as a form of education. In
Prabumulih, community and government is very concerned about the benefits of
storytelling collected into a book of folklore. It is one of efforts to preserve the
heritage that is very useful in character education.

Keywords: character education, storytelling.

Pendahuluan

Saat ini banyak sekali terjadi di
masyarakat segala perbuatan yang tidak
bermoral. Tindak kejahatan dari penipuan,
kekerasan, perkosaan sampai pada tindak
pembunuhan. Tidak hanya dilakukan oleh
masyarakat kelas menengah ke bawah
melainkan juga oleh masyarakat menengah ke
atas. Tidak hanya dilakukan oleh orang
dewasa tetapi juga dilakukan oleh remaja ke
bawah. Betapa mirisnya melihat kenyataan ini.
Apa yang salah dari karakter atau pribadi-
pribadi masyarakat yang berkembang saat
ini???

Sangat tidak mudah untuk membentuk
sebuah karakter yang baik dan bermoral. Itu
telah menjadi persoalan sejak manusia ada dan
melakukan interaksi antar sesama. Semua
bermula dari sebuah keluarga dalam
pembentukan karakter. Banyak cara yang

dilakukan oleh para orang tua dalam mendidik
anak agar kelak dewasa nanti sang anak
memiliki karakter atau kepribadian yang baik.
Sebelum kita lebih jauh membahas apa itu
karakter dan bagaimana pendidikan karakter
tersebut, maka terlebih dahulu dijelaskan
definisi dari karakter itu sendiri.

Banyak sekali definisi karakter, salah
satunya menurut Samani dan Haryanto
(2011:41) bahwa karakter adalah perilaku yang
tampak dalam kehidupan sehari-hari baik
dalam bersikap maupun bertindak. Menurut
pengamatan seorang filsuf kontemporer
bernama Michael Novak (dalam Lickona,
2012:81) karakter merupakan campuran
kompatibel dari seluruh kebaikan yang
diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra,
kaum bijaksana dan kumpulan orang yang
berakal sehat yang ada dalam sejarah.

Pada kehidupan bermasyarakat,

%
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seringkali karakter disamakan dengan
kepribadian. Hal ini tidak bisa disalahkan
karena memang karakter memperlihatkan
sebuah ciri identitas pribadi seseorang.
Dengan melihat kepribadian maka orang
tersebut memiliki karakter tersendiri. Akan
tetapi, sebuah karakter sangat dipengaruhi
oleh keturunan dan lingkungan. Maksud dari
keturunan yakni sifat atau karakter yang
diturunkan langsung melalui gen si anak yang
nampak dalam perilakunya. Sifat orangtua
akan terlihat pada si anak baik langsung
maupun tidak langsung. Sedangkan pengaruh
dari lingkungan yang dimaksud bisa dari
rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Oleh
karena itu agar memiliki sebuah karakter yang
baik maka harus melalui pendidikan yang baik
pula terutama pendidikan karakter yang dimulai
dari semenjak dalam kandungan sampai
tumbuh dewasa.

Pengertian pendidikan karakter menurut
Megawangi (2004:95) dalam Kesuma dkk
(2011:5) yakni sebuah usaha untuk mendidik
anak-anak agar dapat mengambil keputusan
dengan bijak dan mempraktikkannya dalam
kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat
memberikan kontribusi positif kepada
lingkungannya. Pengertian pendidikan
karakter menurut Suyanto (dalam http://
www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/
pages/urgensi.html) adalah pendidikan budi
pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek
pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling),
dan tindakan (action).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa
pendidikan karakter berbasis sebuah nilai dan
moral, dan hal ini senada dengan ungkapan
menurut Lickona (2011:82) bahwa nilai dan
moral berada pada tiga bagian yakni
pengetahuan nilai dan moral, perasaan nilai
dan moral dan perilaku nilai dan moral. Dalam
kehidupan nyata dapat kita melihat sebuah
karakter yang baik dari mengetahui hal yang
baik, menginginkan hal yang baik, dan
melakukan hal yang baik- kebiasaan dalam cara
berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan
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dalam tindakan. Disimpulkan bahwa dari ketiga
hal ini tidak datang dengan sendirinya, akan
tetapi dapat dibentuk dalam proses belajar
secara terus menerus dimanapun dan kapan
pun.

Melihat kenyataan bahwa sebuah
karakter atau kepribadian sangat panjang
proses pembentukannya, dan hal ini berkaitan
dengan kehidupan nyata yang akan dilalui
setiap individu dalam bermasyarakat. Maka
oleh karena itu sangatlah urgen untuk
menerapkan pendidikan karakter yang tidaklah
mudah ini dimulai sejak usia dini agar sang
anak dalam menjalani proses tumbuh
kembangnya selalu tak lepas dari seseorang
yang diteladaninya yakni orangtua. Salah satu
cara yang sudah dilakukan dan merupakan
salah satu warisan yang sangat tak ternilai
harganya yang juga sangat mendukung dalam
penerapan pendidikan karakter adalah melalui
cerita rakyat yang salah satunya adalah
dongeng. Hal ini telah diwariskan secara turun
temurun yang sampai sekarang justru
sangatlah tepat untuk dilestarikan kembali.

Cerita rakyat merupakan bagian dari
kearifan lokal masyarakat. Hampir seluruh
masyarakat dimana pun berada kearifan lokal
bagian dari pola hidup di lingkungannya.
Sehingga dalam menjalani hubungan
masyarakat dengan masyarakat lain,
hubungan masyarakat dengan alam
lingkungananya dilaksanakan atas dasar
kearifan lokal yang sudah diajarkan oleh nenek
moyang. Kearifan lokal dalam sebuah cerita
rakyat merupakan salah satu cara untuk
menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam konteks
nilai luhur dalam sebuah tradisi.

Salah satu bentuk cerita rakyat yang akan
diteliti adalah dongeng yang berkembang
pada masyarakat Prabumulih. Tujuan
mendongeng adalah merupakan sebuah
hiburan kepada anak-anak. Namun begitu
sebuah dongeng yang baik tidak hanya
sebatas menghibur melainkan mampu
menjadikannya sebagai sebuah pembelajaran
yang sifatnya tidak menggurui melainkan bisa
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menjadi sebuah suri teladan bagi anak dari
tokoh-tokoh yang diceritakan dalam sebuah
dongeng tersebut.

Seperti diketahui bahwa sebuah dongeng
terdapat tokoh-tokoh yang menampilkan
karakter-karakter pribadinya. Tidak semuanya
menampilkan karakter baik dan bermoral, tetapi
ada juga yang menampilkan karakter buruk.
Namun begitu, pada setiap dongeng sudah
bisa ditebak bahwa segala kejahatan akan
terkalahkan oleh segala kebajikan. Oleh karena
itu nilai-nilai tersebutlah yang akan menjadi
sebuah pembelajaran efektif dalam usaha
pendidikan karakter terhadap anak Diharapkan
kelak seiring masa pertumbuhan dan
perkembangan si anak, maka nilai-nilai
tersebut akan menjadi karakter yang baik pada
jiwa si anak yang akan bermanfaat dalam
menjalankan roda kehidupan nyata di
masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka
rumusan masalah dalam penelitian ini terujud
dalam bentuk dua pertanyaan penelitian yakni,
dongeng apa saja yang berkembang di
masyarakat Prabumulih? Nilai pendidikan
karakter apa saja yang terkandung dalam
dongeng-dongeng tersebut?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini adalah salah usaha dalam
pengembangan metode pembelajaran
pendidikan karakter bagi anak usia dini. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
bagaimana pendidikan karakter dapat
dipelajari melalui berbagai macam karakter dari
tokoh-tokoh dalam dongeng.
Mengidentifikasi beberapa contoh dongeng
yang bisa dijadikan contoh dalam penanaman
karakter bagi anak usia dini.

Adapun manfaat penelitian ini bagi para
orangtua untuk dapat melestarikan tradisi
mendongeng, karena mendongeng tidak
hanya sebuah hiburan tetapi juga sebagai
salah satu sarana belajar bagi anak semenjak

usia dini terutama dalam penanaman nilai-nilai
karakter yang baik. Diterapkannya tradisi
mendongeng juga merupakan salah satu
metode belajar yang menarik bagi anak karena
sifatnya santai sehingga memudahkan para
orangtua dalam usaha menanamkan nilai
karakter pada anak dan tidak menggurui.

Kerangka Konsep

Adapun konsep-konsep yang berkaitan
dengan penelitian ini adalah pendidikan
karakter dan dongeng. Pengertian pendidikan
karakter secara umum menggabungkan antara
pengetahuan, perasaan dan tindakan. Dalam
pendidikan karakter, harus terdapat
kesinambungan antara ketiga hal tersebut.
Adapun empat ciri khas dalam sebuah
pendidikan karakter menurut Jamaluddin
(2008:385) yakni, pertama, keteraturan interior
dimana setiap tindakan diukur berdasar hirarki
nilai. Nilai menjadi pedoman normatid dalam
setiap tindakan. Kedua, koherensi yang
memberi keberanian, membuat seseorang
teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-
ambing pada situasi baru atau takut resiko.
Koherensi merupakan dasar yang membangun
rasa percaya satu sama lain. Ketiga, otonomi
yakni seseorang menginternalisasikan aturan
dan keempat, keteguhan dan kesetiaan.
Keteguhan adalah daya tahan seseorang
guna mengingini apa yang dipandang baik,
dan kesetiaan merupakan dasar bagi
penghormatan atas komitmen yang dipilih.
Dengan adanya ciri khas pendidikan karakter
ini, maka sosok pribadi bisa dikatakan sosok
yang berkarakter.

Bagi anak usia dini, tentunya pendidikan
karakter tidak bisa diajarkan secara kaku,
melainkan diajarkan secara santai dan flesibel.
Maksudnya di sini adalah cara penanaman
sebuah karakter dapat dilaksanakan melalui
contoh-contoh yang memang secara
dunianya mudah untuk dipahami. Salah
satunya adalah melalui tokoh-tokoh dalam
sebuah dongeng yang pastinya memiliki
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karakter-karakter yang berbeda.

Seperti diketahui bahwa sebuah dongeng
adalah cerita lisan yang dianggap tak pernah
benar-benar terjadi yang tak terikat tempat dan
waktu. Dongeng adalah salah satu wujud
kreativitas dalam bercerita dan berimajinasi.
Bahkan dikatakan oleh Yollanda (2007:1)
bahwa materi dongeng itu banyak yang tidak
masuk akal, penuh dengan khayalan karena
dongeng dikisahkan dari mulut ke mulut dan
setiap orang yang menceritakannya
cenderung memasukkan sedikit khayalannya
sehingga kebenaran isinya semakin
berkurang.

Sesungguhnya dongeng tidak hanya
sebuah cerita penghantar tidur. Dongeng juga
merupakan sebuah metode pembelajaran
khususnya bagi anak usia dini, baik di rumah
dalam sebuah keluarga ataupun dalam sebuah
perkumpulan atau komunitas anak usia dini
seperti kelompok bermain atau sanggar.

Dongeng yang merupakan cerita rekaan
memiliki beberapa jenis yakni :

1 Dongeng binatang, yakni dongeng yang
ditokohi oleh binatang peliharaan atau
binatang liar yang dalam hal ini binatang
ini dapat berbicara (James, 1984:8).

2. Dongeng biasa, yakni dongeng yang
ditokohi oleh manusia dan biasanya berisi
kisah suka duka seseorang(James,
1984:117).

3 Lelucon dan anekdot, yakni dongeng-
dongeng yang dapat menimbulkan rasa
menggelikan hati, sehingga menimbulkan
tawa bagi yang mendengarnya maupun
yang menceritakannya (James, 1984: 117)

4. Dongeng berumus.

Leach dalam Yollanda( 2007:1) salah satu
jenis dongeng adalah cerita binatang (animal
tale) dengan membaginya menjadi tiga tipe
yakni :

1. Etiological tale, yakni cerita tentang asal
usul terjadinya binatang berdasarkan
bentuk atau rupa binatang itu sekarang.

2. Fable, yakni cerita binatang yang
mengandung pendidikan moral. Binatang
ini diceritakan mempunyai akal, tingkah
laku, dan juga berbicara seperti manusia.

3. Beast epic, merupakan siklus cerita
binatang dengan seekor binatang sebagai
pelaku utamanya, namun ada juga yang
tokoh utamanya campuran yakni
binatang dan manusia.

Nilai karakter dapat dilihat dalam sebuah
dongeng. Hal ini seperti yang pernah diteliti
oleh Sulistyarini (dalam www.adjisaka.com/
kbjf/indeks.php/03/makalah-komisi-b/642-13-
nilai-moral-cerita-rakyat) bahwa dalam sebuah
cerita rakyat, yang dalam hal ini lebih
dikhususkan kepada dongeng terkandung
nilai-nilai moral baik secara individual, sosial
dan juga religi. Beberapa nilai tersebut dapat
dilihat pada kolom berikut ini:

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan
data yang diambil dari sebuah karya sastra
berupa buku Kumpulan Cerita Rakyat
Kabupaten Muara Enim |, Pemerintah
Kabupaten Muara Enim, Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2009,
dan Lala Savitri (ed), Kumpulan Cerita
Rakyat Kabupaten Muara Enim II,
Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Kantor
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Nilai Moral Individual

Nilai Moral sosial

Nilai Moral Religi

Kepatuhan

Pemberani

Rela berkorban

Jujur

Adil dan bijaksana
Menghormati Menghargai
Bekerja keras,

Bekerjasama

Suka menolong

Kasih sayang

Kerukunan

Suka memberi nasihat
Peduli nasib orang lain
Suka mendoakan orang lain.

Percaya Kekuasaan Tuhan
Percaya Adanya Tuhan

Berserah Diri kepada
Tuhan/Bertawakal

Memohon  Ampun  kepada
Tuhan.

Menepati janji

Tahu balas budi

Baik budi pekerti

Rendah hati, dan
Hati-hati dalam bertindak

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2009.
Dalam buku ini terdiri dari berbagai macam
bentuk cerita rakyat, yakni berupa mitos,
legenda dan dongeng. Akan tetapi, khusus
dalam penulisan ini lebih difokuskan cerita
rakyat berupa dongeng. Baik dongeng yang
diperankan oleh binatang, oleh manusia, dan
dongeng yang diperankan oleh binatang dan
manusia. Adapun pengumpulan data
dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan
wawancara dengan informan dengan
menggunakan alat bantu perekaman.

Hasil dan Pembahasan
Prabumulih Selayang Pandang*

Secara geografis, Kota Prabumulih
terletak antara 3°20°09,1" - 3°34°24,7" Lintang
Selatan dan 104° 07’ 50,4" - 104° 19°41,6" Bujur
Timur, dengan luas daerah sebesar 434,50
KM2. Adapun wilayah terluas yakni berada
di kecamatan Prabumulih Timur dengan luas
219,00 km? dan wilayah terkecil yakni
kecamatan Prabumulih Timur yakni 32,94 km?

Batas-batas wilayah Kota Prabumulih
yakni :Sebelah Utara berbatasan dengan
Kecamatan Lembak dan Kecamatan Tanah
Abang Kabupaten Muara Enim. Sebelah
Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembak
dan kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara
Enim. Sebelah Selatan berbatasan dengan

kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enimdan
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan
Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

Secara iklim Kota Prabumulih termasuk
daerah tropis basah dengan curah hujan
204,45 Km? dan suhu rata-rata 27°C. Suhu
udara ditentukan dengan tinggi rendahnya
wilayah tersebut dari permukaan laut. Dilihat
dari ketinggian permukaan laut maka Kota
Prabumulih termasuk beradas di dataran
rendah dengan ketinggian rata-rata adalah 34
m dari permukaan laut yang hanya mencapai
100 m. Daerah ini meliputi sebagian besar dari
wilayah kecamatan Prabumulih Barat,
Prabumulih Timur dan Rambang Kapak
Tengah. Sedangkan daerah yang memiliki
ketinggian paling rendah yaitu 10 m berada
pada wilayah Kecamatan Cambai dan
Prabumulih Timur.

Jarak terjauh dari ibukota Kota
Prabumulih adalah kecamatan Rambang Kapak
Tengah yakni dengan jarak 35 km, sedangkan
ke Cambai menempuh jarak 20 km, dan jarak
terdekat yakni ke Kecamatan Prabumulih Timur
yakni ditempuh dengan jarak 13 km.
Sedangkan Jumlah penduduk Kota
Prabumulih Tahun 2007 sebesar 132.476 jiwa (
jumlah penduduk laki-laki : 64.592 jiwa dan
jumlah penduduk perempuan : 67.884 ) dengan
tingkat kepadatan sebesar 300,89 penduduk /

1 Diambil dari Laporan Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda Kota Prabumulih. Balai Pelestarian Nilai Budaya

Padang, Tahun 2012 dengan perubahan seperlunya.



Suluah, Vol. 13. No. 17, Desember 2013

Km?
Mengenai sejarah, Kota prabumulih
mengalami perjalanan sejarah yang panjang.
Kota Prabumulih merupakan pemekaran dari
Kabupaten Muara Enim. Dari kota Prabumulih
menuju ibukota Muara Enim maka jarak yang
ditempuh adalah 87 Km sedangkan ke ibukota
Propinsi Sumatera Selatan maka jaraknya lebih
jauh yakni 97 Km. dilihat dari masa
pemerintahannya maka terbagi menjadi 5 masa
yakni :
1 Masa sebelum pemerintahan
Belanda

2. Masa pemerintahan Belanda

3 Masa kemerdekaan

4. Masa pemerintahan Kota
Administratif Prabumulih

5 MasaPemerintahan Kota Prabumulih

Pada bidang pendidikan yang merupakan
salah satu bidang penting dalam meningkatkan
sumber daya manusia, maka Kota Prabumulih
telah cukup memiliki sarana pendidikan guna
mendukung peningkatan tersebut. Dari data
tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas
Pendidikan Kota Prabumulih diketahui bahwa
jumlah gedung dari tingkat sekolah paling
rendah yakni TK ada sebanyak 20 gedung,
SD sebanyak 89 gedung, MI sebanyak 2
gedung SLTP sebanyak 19 gedung, MTs
sebanyak 6 gedung, SLTA sebanyak 13
gedung dan MA sebanyak 3 gedung.Agar
peningkatan kualitas pendidikan terwujud,
yang dibutuhkan tidak hanya ketersediaan
gedung, melainkan juga ketersediaan tenaga
pengajar. Kota Prabumulih memiliki 2.620 guru
yang tersebar di lingkungan pendidikan di
Kota Prabumulih.

Pada bidang keagamaan, Kota
Prabumulih termasuk memiliki masyarakat
yang sangat toleran dengan perbedaan agama
yang ada. Masyarakat saling menghormati
kebebasan beragama tersebut dengan
kenyataan bahwa aktivitas keagamaan dapat
berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan
konflik.
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Sinopsis Cerita Dongeng dan Nilai Karakter
yang terkandung di dalamnya.
1. Batu betangkup (Salmuddin, SH,
2009:49)
Sinopsis Cerita

Cerita ini mengisahkan tentang
kehidupan sang ibu dengan dua orang
anaknya, yang satu berumur 7 tahun dan
sang adik berumur 2 tahun. Seperti biasa
sang ibu bekerja ke ladang dan sebelum
pergi meninggalkan pesan kepada anak
sulung untuk menjaga sang adik dan
menunggu sampai sang ibu pulang.
Jangan sembarang memberikan makanan
kepada sang adik. Sanganak mengiyakan
pesan sang ibu, tetapi keesokan harinya
anak sulung tersebut berbohong kepada
ibunya dan ketika adiknya tertidur
kemudian dia tinggalkan.

Sore hari barulah ia kembali dari
bermain dan melihat adik telah terisak-isak
menangis meminta untuk bertemu ke
ibunya. Karena kurang sabar maka sang
kakak membawa sang adik pergi mencari
ibu ke ladang. Karena sang adik sangat
lapar maka ketika dijalan terdapat buah
yang telah dibuka isinya seperti nasi. Agar
adik tidak terus menangis diberikanlah
buah tersebut kepada sang adik. Setelah
itu mereka melanjutkan perjalanan untuk
bertemu ibu tetapi sang adik terus saja
menangis. Setelah sampai di ladang dan
bertemulah dengan sang ibu, maka melihat
sang anak bungsu yang parau kemudian
dia memarahi anak sulungnya. Kemudian
memberi makan serta menidurkannya.

Setelah menidurkan kedua anaknya
sang ibu pun bergi ke batu betangkup.
Kemudian anak tersebut tidur dan
terbangun setelah mendengar suara
burung yang memberi tahu kalau sang bu
telah jauh meninggalkannya, dengan
mengendong sang adik mereka terus
menangis agar sang ibu keluar, kemudian
mendengar itu sang ibu keluar kemudian
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menidurkan kembali anaknya, hal ini
terulang sampai beberapa kali.

Sanganak melihat ibu masuk ke dalam
batu betangkup, dan terlihat rambut sang
ibu yang terjepit di luar kemudian ditarik-
tariknya sampai putus. Setelah itu sang
ibu berpesan kepada anak sulungnya
untuk pulang dan menanam rambut
tersebut. Ternyata setelah ditanam
tumbuh subur dan berbuah yang besar
menjadi semangka. Lalu ia teringat pesan
ibunya kalau sudah berbuah maka dibelah
dengan padi tidak dengan pisau. Teringat
pesan itu maka dibelahlah semangka
tersebut dengan padi ternyata keluarlah
sang ibu. Kemudian mereka hidup bahagia.

Nilai-nilai Pendidikan Karakter

Adapun nilai-nilai yang dapat
diambil dari dongeng di atas adalah kita
harus patuh terhadap orangtua, selalu
menjaga amanah, jangan suka berbohong,
saling menyayangi antar sesama.

. Burung Pengasih dan Sang Pemburu
(Lala Savitri (ed), 2009:60)
Sinopsis Cerita

Cerita ini mengisahkan tentang
seorang ibu yang tinggal bersama anak
yang bernama Idi. Mereka tinggal di dalam
hutan yang belum ada penduduknya. Sang
anak bertanya kepada ibunya kenapa
mereka tinggal di hutan belantara ini, terus
saja sang anak bertanya dari waktu ke
waktu dan sang ibu hanya menjawab
bahwa kita harus bersabar dalam menjalani
hidup ini dan kelak jika kau besar maka
harus bekerja keras untuk memperoleh
hasil.

Begitulah kehidupan Idi bersama
ibunya yang selalu bersabar walau
terkadang Idi berburu tidak mendapatkan
hasil. Suatu hari ia pergi berburu ke dalam
hutan, di sana ia lihat ada seekor burung
yang warnanya sangat cantik sekali. Idi
berusaha membidikkan panahnya lalu

burung itu terbang, ketika Idi menurunkan
panahnya kembali burung tersebut
bertengger di bahunya sambil berkicau
dengan suara merdunya.

Semenjak kejadian itu Idi selalu cepat
bangun pagi dengan alasan untuk mencari
burung yang indah itu. Karena heran
ibunya melihat tingkah sang anak maka
Idi pun berbohong dengan alasan akan
berburu Rusa yang gagal ditangkap
kemarin.

Idi masuk hutan dan tak beberapa
lama ia kembali bertemu dengan burung
tersebut, dan tanpa dinyana ternyata
burung tersebut dapat berbicara sehingga
hal ini membuat Idi terbengong. Burung
tersebut berkata kalau ia adalah Dewi
burung yang bertugas menjaga burung-
burung agar tidak disakiti oleh manusia.
Bertemanlah burung dengan pemburu
tersebut. Dan burung memenuhi akan
kebutuhan pemburu selama sang pemburu
mau berjanji untuk tidak memburu burung-
burung dimanapun berada.

Sejak perjanjian tersebut maka Idi
selalu dapat menikmati hidangan gulai
Rusa yang sangat ia idam-idamkan.
Karena ibunya bingung dan tak percaya
kalau Idi yang memasaknya, maka ia
berpura-pura ke kebun padahal ingin
mengintip dapurnya. la terkejut ternyata
telah tersaji hidangan lezat di mejanya,
tetapi ada burung yang bertengger di
periuk nasi. Karena takut mengotori
hidangan maka sang ibu kemudian
memukul dan menagkap burung tersebut
dan dimasukkan ke dalam sangkar.

Sore harinya Idi pulang ia sangat
terkejut melihat sang burung terkurung
dalam keadaan lemah dan ekornya ada
yang putus. Langsung saja Idi bertengkar
dengan ibunya. Tiba-tiba burung berkata
janganlah betengkar, lepaskan saja saya
dan berjanjilah jangan menyakiti burung-
burung lagi.
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Nilai-nilai Pendidikan Karakter

Nilai — nilai karakter dari tokoh dongeng
di atas adalah, selalu bersemangat
menjalankan hidup/ bekerja keras, bersabar,
menjaga pesan/ amanah, jangan berbohong,
jangan suka menyakiti hewan dan mahluk
Tuhan yang lainnya.

3. Burung Puyuh Mati Menelan Buah
Rerawe (Aminuddin Asyari, 2009:77)
Sinopsis Cerita

Cerita ini mengisahkan tentang
hubungan besanan antara binatang Beruk
dengan binatang Puyuh. Suatu ketika
mereka mencari buah Rerawe, dan ketika
mendapati pohon tersebut sang Beruk
berkata kepada besannya agar ia naik ke
atas dan besannya untuk memilih buah
Rerawe yang masak untuk dikumpulkan
dan dibagi bersama. Tetapi karena Puyuh
serakah maka mana yang masak dengan
rakusnya ia makan buah Rerawe yang
sudah dikumpulkan di bawah tersebut.
Karena kekenyangan maka Puyuh pun
mati. Melihat besannya mati Beruk
menangis sejadi-jadinya, tetapi ia juga
berpikir dimana dia harus menguburkan
besannya.

Setelah berjalan ke sana kemari ia
mendapati seorang yang sedang menebas
hutan. Dengan memohon dia meminta agar
diberikan tanah sejengkal untuk
mengburkan besannya tersebut. Tetapi
orang tersebut menolak dengan alasan
tidak mau kebusukan bangkainya. Dengan
sedih kemudian Beruk terus mencari dan
betemulah dengan tukang kebun, dan ia
pun meminta tanah sejengkal. Lagi-lagi
orang terbut menolak permintaan Beruk.
Terus tanpa putus asa ia berjalan dan pada
akhirnya bertemulah dia dengan orang
yang sedang bergotong royong dan
kemudian dia meminta tanah. Orang
tersebut mempersilahkan unuk mengambil
seberapa yang diperlukan oleh Beruk
untuk menguburkan besannya. Setelah

selesai menguburkan dia mengucapkan
terimakasih seraya berpesan kalau ada
yang tumbuh di atas kuburan ini maka
tolong dipelihara dengan baik.

Selang beberapa tahun kemudian
tumbuhlah pohon di atas pusara itu
dengan bermacam-macam buahnya yang
aneh. Ada yang seperti keris dan ada juga
berbuah emas dan intan. Mereka
berebutan mengambil buahnya dan ada
yang tertimpa buah yang tajam setelah
diselidiki ternyata itu orang yang tidak mau
memberikan tanahnya sejengkal untuk
menguburkan Puyuh yang mati ketika itu.

Nilai-nilai Pendidikan Karakter

Nilai-nilai karakter dari dongeng di atas
adalah, selalu berhubungan baik antar sesama,
selalu menjaga amanah, tidak boleh serakah,
saling menolong antar sesama, selalu
berterimakasih atas bantuan orang lain, jangan
berbuat jahat atau pelit terhadap orang lain.

4.Anak dalam bubu
Sinopsis Cerita

Cerita rakyat ini menceritakan sebuah
keluarga yang hanya terdiri dari 7
bersaudara kakak beradik yang yatim piatu
tinggal di sebuah kawasan Prabumulih.
Suatu pagi mereka bercerita akan keinginan
mereka dimasa depan. Sang kakak tertua
memiliki sifat yang buruk. Terdapat suatu
perbincangan cita-cita mereka dewasa
kelak. Kakak-kakak si bungsu
berkeinginan makan dan hidup yang enak
sementara si bungsu bercita-cita ingin
menjadi anak raja. Kakak-kakaknya
ternyata geram dengan keinginan adik,
oleh karena itu timbullah niat buruknya
untuk menyingkir